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Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal, 43 Peraturan
Menteri Pendayagunaarl Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2OI4 tentang
Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya,
perlu menetapkan Peraturan Bersama Kepala Badan
Tenaga Nuklir Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian

Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2OI4 tentang Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1O Tahun 1997 tentang
Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 36761;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ql4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5a9a);

: 1.

2.
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun L994 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
35471, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OIO Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor I94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2OO3 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor L22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a3321;

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016),

sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI3
Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 54671;

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor L96,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4OI7l, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OO2 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a193);
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 40 19);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan

4.

5.

6.

7.

8.
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42631,

sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9

Nomor L6a\
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2OI1 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OI1 Nomor t2l,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5258);
1 1. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 97 Tahun 2OL2 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 12 Nomor 235);

12. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OL3 Nomor 10);

13. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2OO1 tentang
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga

Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah
delapan kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 4 Tahun 2OI3 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 13 Nomor 1 1);

14. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2OI3 tentang
Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

15, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2

Tahun 2OI4 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 283);



-4

Menetapkan

MBMUTUSKAN:

PERATURAN BERSAMA KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR
NASIONAL DAN KBPALA BADAN KBPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2
TAHUN 2OL4 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA

NUKLIR DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal 1

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Re formasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 2

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini,
dilampirkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

2 Tahun 2OI4.

Pasal 3

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bersama ini, maka
Keputusan Bersama Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:

1OO lKAllII I 2OO4 dan Nomor 1 I Tahun 2OO4 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 4

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan
Bersama ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Tenaga

Nuklir Nasional.
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KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

A EKo surRrsNo

Pasal 5

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal 4 Maret
2014.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bersama ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2014

KBPALA
BADAN T NAGA NUKLIR NASIONAL,

rrzwrsNUBRoro

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

RBPUBLIK INDONESIA,

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OT4 NOMOR T576

AMIR SYAMSUDIN



LAMPIRAN T PERATURAN BERSAMA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMORi 12 TAHUN 2Ol4
NOMOR: 33 TAHUN 2Ol4

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR DAN ANGKA KREDITNYA

I. PENDAHULUAN
A. UMUM

1. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2OI4 telah
ditetapkan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya.

2. Bahwa untuk menjamin keseragaman dan memperlancar pelaksanaan
Peraturan Menteri tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan
Bersama antara Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Kepala
Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2OI4 tentang Jabatan Fungsional
Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya.

B. TUJUAN

Ketentuan pelaksanaan ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada
pejabat yang membidangi kepegawaian dan pejabat yang berkepentingan
dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2OI4.

C. PENGERTIAN

1. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir adalah jabatan yang mempunyai
rLrang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewen?flg, dan hak untuk
melaksanakan kegiatan Kepranatanukliran.

2. Pranata Nuklir adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan
kegiatan Kepranatanukliran.

3. Kepranatanukliran adalah kegiatan ilmiah dan profesional yang
berkaitan dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek)
nuklir dan pengelolaan perangkat nuklir.

4. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Terampil adalah Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir Pelaksana sebagaimana diatur dalam
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5.

6,

7.

8.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2OI4 tentang Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya.
Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Mahir adalah Jabatan Fungsional
Pranata Nuklir Pelaksana Lanjutan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2Ol4 tentang Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya.

Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Penyelia adalah Jabatan Fungsional
Pranata Nuklir Penyelia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2OI4 tentang Jabatan Fungsional Pranata
Nuklir dan Angka Kreditnya.
Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Pertama adalah Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir Pertama sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Pendayagun aan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2OL4 tentang Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya.

Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Muda adalah Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir Muda sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2Ot4 tentang Jabatan Fungsional
Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya.
Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Madya adalah Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir Madya sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2Ol4 tentang Jabatan Fungsional
Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya.

10, Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Utama adalah Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir Utama sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Pendayagun aan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2OI4 tentang Jabatan Fungsional
Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya.

1 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah Pejabat Eselon I sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2OL4 tentang
Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya.

L2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pejabat Eselon II sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2OL4 tentang
Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya.

13. Pejabat Administrator adalah Pejabat Eselon III sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Pendayagun aan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2OI4 tentang
Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya.

9.
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14. Pejabat Pengawas adalah Pejabat Eselon IV sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2OI4 tentang Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya.

15. Pemanfaatan adalah kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir
yang meliputi penelitian, pengembangan, penambangan, pembuatan,
produksi, pengangkutan, penyimpanan, pengalihan, ekspor, impor,
penggunaan, dekomisioning, dan pengelolaan limbah radioaktif untuk
meningkatkan kesejahteraan ralcyat.

16. Pengelolaan Perangkat Nuklir adalah kegiatan yang meliputi
pengoperasian, desain, inovasi dan renovasi perangkat nuklir dan
penyelenggaraan keselamatan nuklir serta audit.

17. Perangkat Nuklir adalah peralatan nuklir, komponen instalasi nuklir,
instalasi radiasi pengion, sistem bantu instalasi nuklir dan latau sarana
Pemanfaatan iptek nuklir.

18. Tenaga Nuklir adalah tenaga dalam bentuk apapun yang dibebaskan
dalam proses transformasi inti, termasuk tenaga yang berasal dari
sumber radiasi pengion.

19. Ketenaganukliran adalah hal yang berkaitan dengan Pemanfaatan,
pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
nuklir serta pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan Tenaga
Nuklir.

20. Radiasi Pengion adalah gelombang elektromagnetik dan partikel
bermuatan yang karena energi yang dimilikinya mampu mengionisasi
media yang dilaluinya.

21. Bahan Nuklir adalah bahan yang dapat menghasilkan reaksi
pembelahan inti berantai atau bahan yang diubah menjadi bahan yang
dapat menghasilkan reaksi pembelahan inti berantai.

22. Instalasi Nuklir adalah:

a. reaktor nuklir;
b. fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan

Bahan Nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan latau pengolahan
ulang bahan bakar nuklir bekas; danlatau

c. fasilitas yang digunakan untuk menyimpan bahan bakar nuklir dan
bahan bakar nuklir bekas.

23. Reaktor Nuklir adalah alat atau instalasi yang dijalankan dengan bahan
bakar nuklir yang dapat menghasilkan reaksi inti berantai yang
terkendali dan digunakan untuk pembangkitan daya, atau penelitian,
dan I atau produksi radioisotop.

24. Dekomisioning adalah suatu kegiatan untuk menghentikan
beroperasinya Instalasi Nuklir secara tetap, antara lain dilakukan
pemindahan bahan bakar nuklir dari teras reaktor, pembongkaran
komponen reaktor, pembongkaran fasilitas hot cell, dekontaminasi dan
pengamanan akhir.
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25. Keselamatan Nuklir adalah pencapaian kondisi operasi yang ditetapkan,
pencegahan kecelakaan atau pembatasan konsekuensi kecelakaan
sehingga memberikan perlindungan kepada pekerja, masyarakat dan
lingkungan dari bahaya radiasi.

26. Angka Kredit adalah satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan/atau
akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pranata Nuklir
dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.

27."lim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Nuklir yang
selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi
kerja Pranata Nuklir.

28.Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran,
pengembangan dan hasil kajian/ penelitian yang disusun oleh Pranata
Nuklir baik perorangan atau kelompok di bidang Kepranatanukliran.

29. Organisasi Profesi adalah Organisasi Profesi Pranata Nuklir yang
bertugas mengatur dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalisme
dan etika Pranata Nuklir.

3O. Penghargaan/Tanda Jasa adalah penghargaan/ tanda jasa Satya
Lancana Karya Satya.

II. TUGAS POKOK, JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

TUGAS POKOK

Tugas pokok Jabatan Fungsional Pranata Nuklir yaitu melaksanakan
kegiatan Kepranatanukliran yang meliputi Pemanfaatan iptek nuklir dan
Pengelolaan Perangkat Nuklir.

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

1. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir terdiri dari:
a. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Keterampilan; dan
b. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Keahlian.

2. Jenjang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Keterampilan dari yang
paling rendah sampai yang paling tinggi, yaitu:
a. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Terampil;

b. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Mahir; dan

c. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Penyelia.

3. Jenjang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Keahlian dari yang paling
rendah sampai yang paling tinggi, yaitu:
a. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Pertama;

b. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Muda;
c. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Madya; dan
d. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Utama.

4. Pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
Keterampilan sebagaimana dimaksud pada angkd2, yaitu:
a. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Terampil:

1) Pangkat Pengatur, golongan ruanglllc; dan

A.

B.
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2l Pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II I d.

b. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Mahir:

1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III la; dan

2l Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
c. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Penyelia:

1) Pangkat Penata, golongan ruang IIllc; dan

2l Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
5. Pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Keahlian

sebagaimana dimaksud pada angk& 3, yaitu:
a. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Pertama:

1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan

2l Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
b. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Muda:

1) Pangkat Penata, golongan ruang IlIlc; dan

2l Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
c. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Madya:

1) Pangkat Pembina, golongan ruanglV la;
2l Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan

3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
d. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Utama:

1) Pangkat Pembina Utama Madyu, golongan ruanglV ld; dan

2) Pangkat Pembina Utaffio, golongan ruang IV/e.
6. Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang untuk masing-masing

jenjang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir sebagaimana dimaksud
pada angka 4 dan angka 5, berdasarkan jumlah Angka Kredit yang
ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan.

Contoh:

Sdri. Nining, S.Si, NIP. 19880510 201303 2 OO1, pangkat Penata Muda,
golongan ruang III la akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata
Nuklir Keahlian.

Berdasarkan hasil penilaian dari:
a. Pendidikan sekolah Sarjana (Sl) Sebesar 100 Angka Kredit.

b. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III sebesar 2 Angka
Kredit.

c. Pelaksanaan tugas Pemanfaatan Iptek nuklir sebesar 6 Angka
Kredit.

Jumlah Angka Kredit yang ditetapkan sebesar 108.

Dalam hal demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdri. Nining,
S.Si sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimiliki yakni
Pranata Nuklir Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang
rII I a.

7. Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir berdasarkan jumlah Angka Kredit yang
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dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan
Angka Kredit, sehingga jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang
dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang
sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5.

Contoh:

Sdr. Muslimin, S.Si, M.Si NIP. 19710705 199503 1 001, pangkat
Pembina, golongan ruang IV /a jabatan Kepala Sub Direktorat
Ketenaganukliran di lingkungan BATAN, akan diangkat dalam Jabatan
F\rngsional Pranata Nuklir.
Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai Sdr. Muslimin, S.Si, M.Si
memperoleh Angka Kredit 375 (tiga ratus tqjuh puluh lima), dengan
perincian sebagai berikut:
a. Pendidikan sekolah sebesar 150 Angka Kredit.

b. Diklat di bidang kepranatanukliran 2O Angka Kredit.

c, Pelaksanaan tugas Pemanfaatan Iptek nuklir 150 Angka Kredit.
d. Pengembangan profesi 25 Angka Kredit.
e. Penunjang tugas Pranata Nuklir 30 Angka Kredit.

Mengingat Angka Kredit yang dimiliki Sdr. Muslimin, S.Si, M.Si sebesar
375 (tiga ratus tujuh puluh lima), sehingga penetapan jenjang jabatan
yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang
dimiliki yaitu Pranata Nuklir AhIi Muda, pangkat Pembina, golongan
ruang IV/a.

III. PENILAIAN ANGKA KREDIT BAGI PRANATA NUKLIR YANG MELAKSANAKAN
TUGAS TIDAK SESUAI DENGAN JENJANG JABATANNYA

A. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pranata Nuklir untuk
melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya, maka Pranata
Nuklir lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah
jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan
penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan
paling rendah Pejabat Pengawas.

B. Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada
huruf A, ditetapkan sebagai berikut:
I . Pranata Nuklir yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di bawah

jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar
100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan,
sebagaimana tercantum pada Lampiran I atau Lampiran II Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 2Tahun 2OL4.

Contoh:

Sdri. Poneta, NIP. 19780320 200009 2 001 Jabatan Pranata Nuklir
Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Balai
Iradiasi BATAN. Yang bersangkutan ditugaskan untuk mengumpulkan
data dalam rangka penyiapan dokumen perijinan, dengan Angka Kredit
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O,22O. Kegiatan dimaksud merupakan tugas Jabatan Pranata Nuklir
Mahir.
Dalam hal ini angka kredit yang diperoleh sebesar 100% X O,22O =
o,220.

2. Pranata. Nuklir yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas
jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar
80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan,
sebagaimana tercantum pada Lampiran I atau Lampiran II Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 2 Tahun 2014.
Contoh:

Sdri. Nurbaiti, ST NIP. 19750220 200003 2 0Ol seorang Pranata Nuklir
Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Balai
Iradiasi BATAN. Yang bersangkutan ditugaskan untuk mengkaji
kebijakan Iptek Nuklir tingkat lembaga. Kegiatan dimaksud merupakan
tugas Pranata Nuklir Ahli Madya dengan Angka Kredit 3,630.

Dalam hal ini angka kredit yang diperoleh sebesar 80% X 3,630 atau
sama dengan 2,904.

IV, PF^IABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT, PENGANGKATAN PERTAMA
KALI, DAN PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

A. PUIABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT

Pengangkatan PNS dalam Jabatan F\rngsional Pranata Nuklir ditetapkan
oleh pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B, PENGANGKATAN PERTAMA KALI

1. Pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon
PNS.

2. Persyaratan pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional
Pranata Nuklir Keterampilan harus memenuhi syarat:

a. berijazah paling rendah Diploma III fisika/kimia atau kualifikasi
lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;

b. menduduki pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c;
dan

c. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir.

3. Persyaratan pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional
Pranata Nuklir Keahlian harus memenuhi syarat:

a. berijazah paling rendah Sarjana (Sl)/Diploma IV fisika/kimia atau
kualifikasi lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;

b. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang
III/a; dan

c, nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir.
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4.

5.

Pelaksanaan tugas di bidang Kepranatanukliran selama masa Calon
PNS dapat dinilai sepanjang bukti fisik lengkap.

Calon PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Pranata Nuklir setelah
diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam
Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.
Contoh:

Sdri. Retno, A.Md NIP 19880209 200903 2 OO7 terhitung mulai tanggal
1 Maret 2010 diangkat menjadi Calon PNS, golongan ruang lI I c,

selanjutnya yang bersangkutan diangkat menjadi PNS terhitung mulai
tanggal 1 April 201 1.

Dalam hal demikian paling lama tanggal 31 Maret 2OI2 yang
bersangkutan sudah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata
Nuklir.
PNS yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 paling lama 3

(tiga) tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
wajib mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang
Kepranatanukliran.
Contoh:

Sdri. Retno, A.Md NIP 19880209 200903 2 OO7 pangkat Pengatur,
golongan ruang lllc telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata
Nuklir Terampil terhitung mulai tanggal 1 Desember 2OI2.

Dalam hal demikian, paling lama sampai dengan tanggal 31 November
2015 yang bersangkutan harus sudah mengikuti dan lulus diklat
fungsional di bidang Kepranatanukliran.
PNS sebagaimana dimaksud pada angka 6 apabila tidak lulus diklat
fungsional di bidang Kepranatanukliran diberhentikan dari Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir.
Contoh:

Sdri. Retno, A.Md NIP 19880209 200903 2 OO7 pangkat Pengatur,
golongan ruang II/c telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata
Nuklir Keterampilan Jenjang Terampil terhitung mulai tanggal 1

Desember 2012.

Apabila sampai dengan tanggal 31 November 2OI5 Sdri. Retno, A.Md
telah mengikuti dan tidak lulus diklat fungsional di bidang
Kepranatanukliran, maka yang bersangkutan diberhentikan dari
Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.
Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pranata Nuklir bagi PNS yang
belum mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang
Kepranatanukliran sebagaimana dimaksud pada angk d 7 , dikecualikan
apabila bukan kesalahan PNS yang bersangkutan.
Contoh:

Sdri. Retno, A.Md NIP 19880209 200903 2 OO7 pangkat Pengatur,
golongan ruanglllc telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata

6.

7.

8.
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Nuklir Keterampilan Jenjang Terampil terhitung mulai tanggal 1

Desember 2OI2.
Apabila sampai dengan tanggal 31 November 2015, Sdri. Retno, A.Md
belum memperoleh kesempatan untuk mengikuti dan lulus diklat
fungsional di bidang Kepranatanukliran, maka yang bersangkutan tetap
menduduki Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.

9. Keputusan pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional
Pranata Nuklir dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut
dalam Anak Lampiran I-a yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bersama ini.

C. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

1. PNS yang diangkat dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional
Pranata Nuklir dapat dipertimbangkan dengan ketentuan, sebagai
berikut:
a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2

dan angka 3;

b. memiliki pengalaman di bidang kepranatanukliran paling singkat
selama 2 (dua) tahun;

c. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
d. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang

kepranatanukliran;
e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun

terakhir; dan
f. tersedia formasi Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.

2. Pengalaman di bidang kepranatanukliran sebagaimana dimaksud pada
angka t huruf b, dapat secara kumulatif.
Contoh:

Sdr. Nino, S.Si NIP. 19680905 199103 1 001, pangkat Penata Tingkat I,
golongan ruang III f d, rnenduduki jabatan Pengawas pada Balai Iradiasi,
pada waktu menduduki jabatan Pengawas, yang bersangkutan juga
melakukan kegiatan Kepranatanukliran selama 1 tahun.

Yang bersangkutan dimutasi menjadi Pengawas pada unit Tata Usaha
Balai lradiasi, pada waktu menduduki jabatan Pengawas pada unit ini
yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan Kepranatanukliran.

Kemudian yang bersangkutan dimutasi lagi menjadi Pengawas pada
Balai Iradiasi, pada waktu menduduki jabatan Pengawas, yang
bersangkutan juga melakukan kegiatan Kepranatanukliran selama 1

tahun.

Dalam hal demikian maka Sdr. Nino memiliki pengalaman di bidang
Kepranatanukliran 2 (dua) tahun.

3. Usia sebagaimana dimaksud pada angka t huruf c, merupakan batas
usia paling lambat penetapan keputusan pengangkatan dalam Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir oleh karena itu pengajuan usulan sudah
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diterima oleh Pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling
kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan.
Contoh:

Sdri. Yustisio, S.T NIP. 19640408 199103 2 0O 1, pangkat Penata
Tingkat I, golongan ruang III/d, menduduki jabatan Pengawas pada
unit Tata Usaha Balai Iradiasi. Apabila yang bersangkutan akan
dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir, maka
pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat sesuai peraturan
perundang-undangan paling lambat akhir bulan Oktober 2013 dan
penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat bulan Maret
2OL4, mengingat yang bersangkutan lahir bulan April L964.

Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada angka
1, sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan
ditetapkan berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapkan
dari unsur utama dan dapat ditambah dari unsur penunjang.

Angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak didasarkan
pada masa keda pangkat dan golongan ruang, tetapi didasarkan pada
kegiatan unsur utama dan dapat ditambah dari kegiatan unsur
penunjang.

Contoh:

Sdr. Kosner, S.Sos, MM, NIP. I9710705 199503 1 001, Pangkat
Pembina, golongan ruang IV la, jabatan Kasubdit bidang Perangkat dan
Rekayasa Nuklir, akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata
Nuklir.
Selama menduduki jabatan Kasubdit bidang Perangkat dan Rekayasa
Nuklir, yang bersangkutan melakukan kegiatan antara lain:
a. Unsur utama

1) Pendidikan sekolah Magister (S2) sebesar 150 angka kredit.
2l Diklat fungsional Kepranatanukliran sebesar 20 angka kredit.
3) Pelaksanaan tugas pemanfaatan iptek nuklir dan pengelolaan

perangkat nuklir sebesar 145 angka kredit.
4l Pengembangan profesi sebesar 20 angka kredit.

b. Unsur penunjang
1) Mengajar/melatih pada diklat fungsional Kepranatanuklian

sebesar 2 Angka Kredit.
2) Mengikuti seminar/ lokakarya sebagai peserta sebesar 1 Angka

Kredit

Dalam hal demikian, Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama dan
unsur penunjang yakni sebesar 338 Angka Kredit dan tidak didasarkan
pada masa kerja pangkat dan golongan ruang.

Pengangkatan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Pranata
Nuklir sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan setelah
mendapat persetujuan teknis secara tertulis dari Instansi Pembina.

5.

6.

7.
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8. Persetujuan teknis secara tertulis dari Instansi Pembina sebagaimana
dimaksud pada angka 7, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana
tercantum dalam Anak Lampiran I-b yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

9. Surat persetujuan teknis secara tertulis dari Instansi Pembina
sebagaimana dimaksud pada angka 7, diberikan berdasarkan
permohonan Pimpinan Instansi, dibuat menurut contoh sebagaimana
tercantum dalam Anak Lampiran l-c yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

10. Keputusan pengangkatan dari jabatan lain ke dalam Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran l-d yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

V. PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
KETERAMPILAN KE JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR KEAHLIAN

1. Pranata Nuklir Keterampilan, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c
sampai dengan Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, yang memperoleh
ijazah Sarjana (Sl)/Diploma IV dan akan diangkat dalam Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir Keahlian, harus ditetapkan terlebih dahulu
kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a.

2. Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilampiri dengan:

a. Penetapan Angka Kredit (PAK) yang didalamnya sudah
memperhitungkan nilai ijazah Sarjana (Sl)/Diploma IV (D.IV) sesuai
kualifikasi yang ditentukan;

b. Fotokopi sah Ijazah Sarjana (Sl)/Diploma IV (D.IV);

c. Fotokopi sah keputusan dalam pangkat terakhir; dan
d. Fotokopi sah nilai prestasi keda paling kurang bernilai baik dalam 1

(satu) tahun terakhir.
3. Pranata Nuklir Keterampilan yang memperoleh iiazah Safana (Sl)/Diploma

IV dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Keahlian
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Keahlian;

b, ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
c, telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang

Kepranatanukliran Keahlian; dan
d. memenuhi jumlah Angka Kredit kumulatif yang ditentukan.

4. Pranata Nuklir Keterampilan yang akan diangkat dalam Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir Keahlian diberikan Angka Kredit sebesar 657o

(enam puluh lima persen) Angka Kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok,
dan pengembangan profesi ditambah Angka Kredit ijazat. Sarjana
(Sl)/Diploma IV dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit dari unsur
penunjang.
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Contoh:

Sdr. Abhinaya, A.Md, NIP. 19860302 200703 1 001, Jabatan Pranata
Nuklir Terampil, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang Illd, yang
bersangkutan memperoleh ijazah S 1 Fisika dan telah dinaikkan
pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang llI I a dengan
menggunakan Angka Kredit dari ijazah S 1.

Sdr. Abhinaya, A.Md akan diangkat menjadi Pranata Nuklir Keahlian.

Selama menjadi Pranata Nuklir Terampil yang bersangkutan memiliki 25
Angka Kredit dengan rincian sebagai berikut:

Diklat fungsionallteknis di
Kepranatanukliran

Pemanfaatan Iptek Nuklir

Pengelolaan Iptek Nuklir

Pengembangan Profesi = 1

Penunjang T\.rgas = 1

Dalam hal demikian, maka pengangkatan Sdr. Abhinaya, A.Md dalam
jabatan fungsional Pranata Nuklir Keahlian didasarkan pada angka kredit
yang diperoleh dari ijazah Sarjana (S1) ditambah angka kredit sebesar 15,6
yang diperoleh dari:

bidang

=4
=9
= 10

bidangDiklat fungsionallteknis di
Kepranatanukliran

Pemanfaatan Iptek Nuklir

Pengelolaan Iptek Nuklir

Pengembangan Profesi

= 65o/ox4 :2,6

-- 65o/ox9 =5,85
: 65o/o x 10 = 6,5

= 65o/oxI =0,65
5. Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 3, ditetapkan

oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, dibuat menurut
contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-e yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

6. Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
Keahlian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam
Anak Lampiran I-f yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Be rsama ini.

VI. PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

A. PENGUSULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Pengusulan penetapan angka kredit disampaikan oleh pimpinan unit
kerja paling rendah pejabat Pengawas yang bertanggung jawab di bidang
kepegawaian dengan melampirkan daftar usulan penetapan angka kredit
dan bukti Iisik setelah diketahui atasan langsung Pranata Nuklir yang
bersangkutan kepada pejabat yang mengusulkan penetapan angka
kredit dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam
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Anak Lampiran I-g yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bersama ini.

Pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit menyampaikan
bahan penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit dibuat menurut contoh formulir sebagaimana
tercantum dalam Anak Lampiran I-h yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bersama ini
Usul Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam angka 2
dituangkan dalam daftar usul penetapan angka kredit untuk:
a. Pranata Nuklir Keterampilan dibuat menurut contoh formulir

sebagaimana tercantum dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-i sampai dengan
Anak Lampiran I-k; atau

b. Pranata Nuklir Keahlian dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tercantum dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-l sampai dengan
Anak Lampiran I-o;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
Setiap usul Penetapan Angka Kredit Pranata Nuklir harus dilampiri
dengan:

a. surat pernyataan mengikuti pendidikan, dibuat menurut contoh
formulir sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-p;

b. surat pernyataan melakukan kegiatan pemanfaatan iptek nuklir
dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak
Lampiran I-q;

c. surat pernyataan melakukan kegiatan pengelolaan perangkat nuklir
dibuat menurllt contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak
Lampiran I-r;

d. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat
menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak
Lampiran I-s; danlatau

e. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang dibuat menurut
contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-t;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a, huruf
b, huruf c, huruf d, dan huruf e harus disertai dengan bukti fisik.

Usul Penetapan Angka Kredit prestasi kerja yang telah dilakukan
Pranata Nuklir sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2OL4, menggunakan contoh formulir
Lampiran Keputusan Bersama Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 100 lI<AlIlIl2OO4 dan
Nomor 11 Tahun 2OO4 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya.

4.

5.

6.
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7. Usul Penetapan Angka Kredit prestasi kerja yang telah dilakukan
Pranata Nuklir pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, menggunakan contoh formulir:
a. Anak Lampiran I-i sampai dengan Anak Lampiran I-k untuk Pranata

Nuklir Ketrampilan; atau
b. Anak Lampiran I-1 sampai dengan Anak Lampiran I-o untuk Pranata

Nuklir Keahlian;
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

B. PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
1. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit terhadap setiap Pranata Nuklir

dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
Contoh:

Prestasi kerja Pranata Nuklir selama masa kerja 1 Januari 2Ol2 sampai
dengan 31 Desember 2012 harus dinilai dan ditetapkan paling lambat
Januari 2013.

2. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Pranata
Nuklir dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat
Pegawai Negeri Sipil, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk kenaikan pangkat periode April Angka Kredit ditetapkan

paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober Angka Kredit ditetapkan

paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.
3. Penetapan Angka Kredit Pranata Nuklir ditetapkan oleh pejabat yang

berwenang menetapkan Angka Kredit, dibuat menurut contoh
formulir sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-u yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

4. Asli Penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian
Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:

a. Pranata Nuklir yang bersangkutan;
b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
c. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/

Kabupaten/ Kota; dan
d. Pejabat lain yang dianggap perlu.

VII. SPESIMEN PE.IABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM
PENILAI, TUGAS TIM PENILAI.

A. SPESIMEN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

1. Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang
berwenang menetapkan angka kredit harus membuat spesimen tanda
tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/
Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
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2, Apabila terjadi pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka
kredit, pejabat yang menggantikan harus membuat spesimen tanda
tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/
Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

B. TIM PENILAI

1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dalam menjalankan
kewenangannya dibantu oleh:

a. Tim Penilai bagi Kepala BATAN yang selanjutnya disebut Tim Penilai
Pusat;

b. Tim Penilai bagi Sekretaris Utama BATAN yang selanjutnya disebut
Tim Penilai Unit Kerja;

c. Tim Penilai bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
Kepranatanukliran atau Direktur/Kepala Rumah Sakit Pusat yang
selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi;

d. Tim Penilai bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
Kepranatanukliran atau Direktur/ Kepala Rumah Sakit Provinsi
yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi;

e. Tim Penilai bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
Kepranatanukliran atau Direktur/ Kepala Rumah Sakit
KabupatenlKota yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupatenl
Kota.

2. Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi
kepranatanukliran, unsur kepegawaian, dan Pranata Nuklir.

3. Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:
a. seorang Ketua merangkap anggota;

b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;

c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.

4. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c berasal dari
unsur kepegawaian.

5. Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d, paling kurang 2

(dua) orang dari Pranata Nuklir.
6. Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d apabila lebih

dari 4 (empat), harus bedumlah genap.

7. Dalam hal komposisi jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada
angka 5 tidak dapat dipenuhi, maka anggota dapat diangkat dari
pejabat lain yang mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja
Pranata Nuklir.

8. Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota, yaitu:
a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan

jabatan/pangkat Pranata Nuklir yang dinilai;
b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja

Pranata Nuklir; dan
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c. aktif melakukan penilaian.

9. Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali
untuk masa jabatan berikutnya.

10. Anggota yang telah menjabat2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-
turut sebagaimana dimaksud pada angka 9, dapat diangkat kembali
setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

1 1. Dalam hal terdapat anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam)

bulan atau lebih, maka ketua mengusulkan penggantian anggota secara
definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang
menetapkan Tim Penilai.

12. Dalam hal terdapat anggota yang ikut dinilai, ketua dapat mengangkat
anggota pengganti.

13. Tata cara kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian angka kredit
ditetapkan olah Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional selaku pimpinan
Instansi Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.

C. TUGAS TIM PENILAI

1. Tlrgas Tim Penilai Pusat, yaitu:

a. membantu Kepala BATAN dalam menetapkan Angka Kredit bagi
Pranata Nuklir Ahli Madya pangkat Pembina golongan ruang lY la
sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruanglY lc
dan Pranata Nuklir Ahli Utama pangkat Pembina Utama Madya,
golongan ruang IV ld sampai dengan pangkat Pembina Utama,
golongan ruang IY le di lingkungan BATAN dan Instansi di luar
BATAN; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BATAN
yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana
dimaksud pada huruf a.

Tugas Tim Penilai Unit Kerja, yaitu:

a. membantu Sekretaris Utama BATAN dalam menetapkan Angka
Kredit, bagi:

1. Pranata Nuklir Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruanglllc
sampai dengan Pranata Nuklir Penyelia, pangkat Penata Tingkat
I, golongan ruang IlIld; dan

2. Pranata Nuklir Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan
ruang lll I a sampai dengan Pranata Nuklir Ahli Muda, pangkat
Penata Tingkat I, golongan ruang IIIId;

di lingkungan BATAN; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
Utama BATAN yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit
sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Ttrgas Tim Penilai Instansi, yaitu:

2.

3.
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a, membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
Kepranatanukliran atau Direktur/ Kepala Rumah Sakit Fusat dalam
menetapkan Angka Kredit bagi:

1. Pranata Nuklir Terampil pangkat Pengatur golongan ruang II I c
sampai dengan Pranata Nuklir Penyeli a pangkat Penata Tingkat
I golongan ruang III I d; dan

2, Pranata Nuklir Ahli Pertama pangkat Penata Muda golongan
ruang lll I a sampai dengan Pranata Nuklir Ahli Muda pangkat
Penata Tingkat I golongan ruang III/d;

di lingkungan instansi pusat selain BATAN; dan
b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat

Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepranatanukliran atau
DirekturlKepala Rumah Sakit Pusat yang berhubungan dengan
penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

4. Tugas Tim Penilai Provinsi, yaitu:
a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi

Kepranatanukliran atau Direktur/ Kepala Rumah Sakit Provinsi
dalam menetapkan Angka Kredit bagi:

1, Pranata Nuklir Terampil pangkat Pengatur golongan ruang II I c

sampai dengan Pranata Nuklir Penyelia pangkat Penata Tingkat
I golongan ruang III/d; dan

2. Pranata Nuklir Ahli Pertama pangkat Penata Muda golongan
ruang III / a sampai dengan Pranata Nuklir Ahli Muda pangkat
Penata Tingkat I golongan ruang III/d;

di lingkungan Provinsi; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepranatanukliran atau
Direktur/ Kepala Rumah Sakit Provinsi yang berhubungan dengan
penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

5. Tfigas Tim Penilai KabupatenlKota, yaitu:
a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi

Kepranatanukliran atau Direktur lKepala Rumah Sakit
KabupatenlKota dalam menetapkan Angka Kredit bagi:

1. Pranata Nuklir Terampil pangkat Pengatur golongan ruang II I c

sampai dengan Pranata Nuklir Penyelia pangkat Penata Tingkat
I golongan ruang III/d; dan

2. Pranata Nuklir Ahli Pertama pangkat Penata Muda golongan
ruang III/a sampai dengan Pranata Nuklir Ahli Muda pangkat
Penata Tingkat I golongan ruang III I d;

di lingkungan KabupatenlKota; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepranatanukliran atau
Direktur/Kepala Rumah Sakit KabupatenlKota yang berhubungan
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dengan Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf
a.

D. TIM TEKNIS

l. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dapat membentuk
Tim Teknis yang anggotanya terdiri atas para ahli baik yang berstatus
sebagai PNS atau bukan PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang
diperlukan.

2. Tugas Tim Teknis memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim
Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat
khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

3. Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua
Tim Penilai.

4. Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat
kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian
tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2.

VIII, KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN JABATAN, ANGKA KREDIT
PENGEMBANGAN PROFESI. DAN KOMPOSISI ANGKA KREDIT UNTUK
KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN

A. KENAIKANPANGKAT

1. Kenaikan pangkat Pranata Nuklir, dapat dipertimbangkan, apabila:

a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan; dan

c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun
terakhir.

2. Kenaikan pangkat PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pranata
Nuklir Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b
untuk menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c sampai
dengan untuk menjadi Pranata Nuklir Ahli Utama, pangkat Pembina
Utama, golongan ruang IV/e ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat
pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

3. Kenaikan pangkat PNS Pusat yang menduduki:
a. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Terampil, pangkat Pengatur,

golongan ruang II/c untuk menjadi Pengatur Tingkat I, golongan
ruang II/d sampai dengan untuk menjadi Pranata Nuklir Penyelia,
pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan

b, Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Pertama, pangkat Penata
Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I,
golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Pranata Nuklir
Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b.

ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat setelah mendapat
persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

4. Kenaikan pangkat PNS Daerah Provinsi yang menduduki:
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a. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Terampil, pangkat Pengatur,
golongan ruang lllc untuk menjadi Pengatur Tingkat I, golongan
ruang II I d sampai dengan untuk menjadi Pranata Nuklir Penyelia,
pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III ld; dan

b. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Pertama, pangkat Penata
Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I,
golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Pranata Nuklir
Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang lV /b,

ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang
bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor
Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
Kenaikan pangkat PNS Daerah KabupatenlKota yang menduduki:
a, Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Terampil, pangkat Pengatur,

golongan rllang IIlc untuk menjadi Pengatur Tingkat I, golongan
ruang IIld sampai dengan untuk menjadi Pranata Nuklir Penyelia,
pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III ld; dan

b. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Pertama, pangkat Penata
Muda, golongan ruang Illla untuk menjadi Penata Muda Tingkat I,
golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Pranata Nuklir
Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d,

ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah KabupatenlKota
yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor
Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
Kenaikan pangkat PNS Daerah KabupatenlKota yang menduduki
Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat
I, golongan ruang III/d untuk menjadi Pranata Nuklir Ahli Madya,
pangkat Pembina, golongan ruang IY la sampai dengan Pembina
Tingkat I, golongan ru.ang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang
bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor
Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
Kenaikan pangkat Pranata Nuklir dalam jabatan yang lebih tinggi dapat
dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Sdr. Fiddy, ST, NIP. 19800505 2OO7O4 1 001 jabatan Pranata Nuklir
Ahli Pertama terhitung mulai tanggal 1 Maret 2010, pangkat Penata
Muda Tingkat I, golongan ruang IIIIb terhitung mulai tanggal 1 April
2OIO. Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2OL3,

Sdr. Fiddy, ST memperoleh Angka Kredit sebesar 2OS dan akan
dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkat menjadi Penata, golongan
ruang III I c terhitung mulai tanggal I April 20 13. Maka sebelum
dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan
kenaikan jabatannya menjadi Pranata Nuklir Ahli Muda.
Pranata Nuklir yang memiliki Angka Kredit melebihi angka kredit yang
ditentukan untuk kenaikan jabatan danlatau pangkat setingkat lebih

6.

7.

B.
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tinggi, kelebihan angka kredit dapat diperhitungkan untuk kenaikan
jabatan dan I atau pangkat berikutnya.
Contoh:

Sdr. Karim, NIP L97 510 16 199604 1 0 10 Jabatan Pranata Nuklir
Penyelia, pangkat Penata, golongan ruangllllc Terhitung Mulai Tanggal
1 April 2OI4. Pada waktu naik pangkat menjadi pangkat Penata,
golongan ruang IIIlc, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit
sebesar 2IO.
Adapun Angka Kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi
pangkat Penata, golongan ruang III I c yakni 2OO, dengan demikian Sdr.
Karim memiliki kelebihan Angka Kredit 10 dan dapat diperhitungkan
untuk kenaikan pangkat berikutnya.

9. Pranata Nuklir pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi
Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau
pangkat dalam masa jabatan danlatau pangkat yang didudukinya,
maka pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang
20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah angka kredit yang
dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang
berasal dari tugas pokok.

Contoh:

Sdr. Tanto, S.Si NIP 19850210
Ahli Pertama, pangkat Penata
mulai tanggal 1 April 2008.

Dari penilaian prestasi kerja Januari 2008 sampai dengan Desember
201 1 ditetapkan Angka Kredit sebesar 160 dan dipergunakan untuk
kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b
terhitung mulai tanggal 1 April 2OI2.
Berdasarkan penilaian prestasi kerja Januari 2OI2 sampai dengan 31

Desember 2OI2, sdr. Tanto, S.Si telah mengumpulkan Angka Kredit
sebesar 45 sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang
didudukinya 3 1 Maret 2013 telah memiliki Angka Kredit yang dapat
dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata, golongan
ruang III/c yakni sebesar 205.

Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang
didudukinya 31 Maret 2Ol4 untuk kenaikan pangkat menjadi Penata,
golongan ruang III/c sdr Tanto, S.Si wajib mengumpulkan Angka kredit
paling kurang 2oo/o x 50 - 10 Angka Kredit.

10. Pranata Nuklir Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang
III I d, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan
paling kurang angka kredit 10 (sepuluh) dari tugas pokok.

1 1. Pranata Nuklir Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang
IV/e, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan
paling rendah 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan tugas
pokok dan I atau pengembangan profesi.

Contoh:

200803 1 O01 Jabatan Pranata Nuklir
Muda, golongan ruang III I a terhitung
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Sdr. Arjuna, S.Si NIP. 19601115 198703 1 001, Jabatan Pranata Nuklir
Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d
terhitung mulai tanggal 1 Oktober 201 1. Yang bersangkutan naik
pangkat menjadi Pembina Utama, golongan ruang IV le Terhitung Mulai
Tanggal 1 Oktober 2OI4. Dalam hal demikian, Sdr. Arjuna, S.Si setiap
tahun sejak tanggal 1 Oktober 2OI4 menduduki Pembina Utama,
golongan ruanglV /e, wajib mengumpulkan Angka Kredit 25 (dua puluh
lima) Angka Kredit dari kegiatan tugas pokok dan/atau pengembangan
profesi.

KENAIKAN JABATAN

1. Kenaikan jabatan Pranata Nuklir dapat dipertimbangkan apabila:

a. paling singkat I (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
b. memenuhi Angka Kredit kumulatif yang ditentukan;
c. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun

terakhir; dan

d. tersedia formasi jabatan.

2. Dalam hal belum tersedianya formasi jabatan sebagaimana dimaksud
pada angka t huruf d maka Pranata Nuklir yang telah memenuhi syarat
untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi tetap berada pada jenjang
jabatan terakhir yang didudukinya.

3. Kenaikan Jabatan Pranata Nuklir Keterampilan dan Pranata Nuklir Ahli
Pertama menjadi Pranata Nuklir Ahli Muda sampai dengan Pranata
Nuklir Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
instansi masing-masing.

4. Kenaikan Jabatan dari Pranata Nuklir Ahli Madya menjadi Pranata
Nuklir Ahli Utama ditetapkan oleh Presiden setelah mendapatkan
pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

5. Keputusan kenaikan jabatan Pranata Nuklir dibuat menurut contoh
formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-v yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

ANGKA KREDIT PENGEMBANGAN PROFESI

1. Pranata Nuklir Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV I a
yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang
IV/b, wajib mengumpulkan paling rendah B (delapan) Angka Kredit dari
kegiatan pengembangan profesi berupa karya ilmiah terbit.

2. Pranata Nuklir Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang
IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan
ruang IV/c, wajib mengumpulkan paling rendah 10 (sepuluh) Angka
Kredit dari kegiatan pengembangan profesi berupa karya ilmiah terbit.

3. Pranata Nuklir Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan
ruang lY I c yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Pranata Nuklir
Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, wajib
mengumpulkan paling rendah 12 (dua belas) Angka Kredit dari kegiatan
pengembangan profesi berupa karya ilmiah terbit.

C.



4.

5.

-22-

Pranata Nuklir Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan
ruang IV/d yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama, golongan
ruang IY le, wajib mengumpulkan paling rendah 14 (empat belas) Angka
Kredit dari kegiatan pengembangan profesi berupa karya ilmiah terbit.

Angka Kredit dari kegiatan pengembangan profesi sebagaimana
dimaksud pada angka 2 sampai dengan angka 5 merupakan Angka
Kredit masing-masing yang harus dipenuhi untuk setiap kenaikan
pangkat dan/ atau jabatan.

Contoh:

Sdr. Yudi, S.Si NIP. 19760607 200604 1 001, jabatan Pranata Nuklir Ahli
Madya, pangkat Pembina, golongan ruanglV la.
Untuk naik pangkat menjadi Pranata Nuklir Ahli Madya pangkat
Pembina Tingkat I, golongan ruang IV lb sampai dengan pangkat
Pembina utama muda, golongan ruang IY f c, dan naik jabatan dan
pangkat menjadi Pranata Nuklir Ahli Utama pangkat Pembina Utama
Madya, golongan ruang IV ld, sampai dengan pangkat Pembina Utama,
golongan ruang IV/e yang bersangkutan telah mengumpulkan angka
kredit dengan rincian sebagai berikut:

Untuk kenaikan pangkat berikutnya menjadi pangkat Pembina Tingkat
I, golongan ruang lVlb, telah mengumpulkan angka kredit dengan
rincian sebagai berikut:
1 Diklat di bidang Kepranatanukliran
2 Pemanfaatan Iptek Nuklir
3 Pengelolaan Perangkat Nuklir
4 Pengembangan profesi:

Membuat 1 (satu) Karya Ilmiah berupa tinjauan = 8

sendiri di bidang
yang dipublikasikan dalam
diterbitkan dan diedarkan

Untuk kenaikan pangkat berikutnya menjadi pangkat Pembina Utama
Muda, golongan ruang IV lc, telah mengumpulkan angka kredit dengan
rincian sebagai berikut:
1 Diklat di bidang Kepranatanukliran
2 Pemanfaatan Iptek Nuklir
3 Pengelolaan Perangkat Nuklir
4 Pengembangan profesi:

a) Membuat 1 (satu) Karya Ilmiah hasil
penelitian di bidang Kepranatanukliran yang
dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah
nasional terakreditasi

b) Membuat 1 (satu) Karya Ilmiah berupa
tinjauan dengan gagasan sendiri hasil
penelitian di bidang Kepranatanukliran yang
dipublikasikan dalam bentuk majalah ilmiah

dengan gagasan
Kepranatanukliran
bentuk buku yang
secara nasional

= 10
:56
=46

=14
=44
=52

4
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yang diakui secara nasional

Untuk kenaikan jabatan dan pangkat menjadi Pranata Nuklir Ahli
Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV ld, telah
mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut.
1 Diklat di bidang Kepranatanukliran : 12

2 Pemanfaatan lptek Nuklir : 43
3 Pengelolaan Perangkat Nuklir : 53
4 Pengembangan profesi:

a) Membuat 1 (satu) Karya Ilmiah hasil = 8
penelitian di bidang Kepranatanukliran yang
dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah
internasional

b) Membuat 1 (satu) Karya Ilmiah berupa = 4
tinjauan dengan gagasan sendiri hasil
penelitian di bidang Kepranatanukliran yang
dipublikasikan dalam bentuk majalah ilmiah
yang diakui secara nasional

Untuk kenaikan pangkat menjadi Pranata Nuklir Ahli Utama, pangkat
Pembina Utama, golongan ruang lY le, telah mengumpulkan angka
kredit dengan rincian sebagai berikut.
1 Diklat di bidang Kepranatanukliran : 12

2 Pemanfaatan Iptek Nuklir = 70
3 Pengelolaan Perangkat Nuklir = 64
4 Pengembangan profesi:

a) Membuat 1 (satu) Karya Ilmiah hasil : 12,5
penelitian di bidang Kepranatanukliran yang
dipublikasikan dalam bentuk buku dan
diedarkan secara nasional

b) Membuat 1 (satu) tulisan ilmiah popular di = 2

bidang Kepranatanukliran yang
disebarluaskan melalui media massa

D. KOMPOSISI ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN

1. Jumlah angka kredit kumulatif paling kurang yang harus dipenuhi oleh
setiap Pranata Nuklir untuk kenaikan jabatan dan/atau kenaikan
pangkat, golongan ruang terdiri atas:

a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari
unsur utama tidak termasuk sub unsur pendidikan formal, dan
paling kurang 20% (dua puluh persen) harus berasal dari unsur
Pemanfaatan iptek nuklir danlatau Pengelolaan Perangkat Nuklir;
dan

b. paling tinggi 2Oo/o (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari
unsur penunjang.

Contoh:
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Sdri. Tutik, S.Si NIP. I978O210 200304 2 001, Jabatan Pranata Nuklir
Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III / c terhitung mulai
tanggal I April 201 1 dengan Angka Kredit 205, dengan rincian:
I. Unsur Utama

A. Pendidikan
1. Pendidikan sekolah
2. Pendidikan dan pelatihan

B. Pemanfaatan Iptek Nuklir
C. Pengelolaan Perangkat Nuklir
D. Pengembangan Profesi

II. Unsur Penunj arrg
Penunjang tugas Pranata Nuklir 20

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2OL3 yang bersangkutan
mengumpulkan Angka Kredit sebesar 100, dengan rincian sebagai
berikut:
I. Unsur Utama

A. Diklat Kepranatanukliran
B. Pemanfaatan Iptek Nuklir
C. Pengelolaan Perangkat Nuklir
D. Pengembangan Profesi

II. Penunjang tugas Pranata Nuklir
Dengan demikian, Sdri. Tutik, S.Si memenuhi angka kredit kumulatif
paling kurang yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dari
Pranata Nuklir Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c
menjadi Pranata Nuklir Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan
ruang III/d sebesar 300 Angka kredit dengan rincian:
a) Sdri. Tutik, S.Si memenuhi paling rendah 8O% (delapan puluh

persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama tidak termasuk sub
unsur pendidikan formal yaitu 8O%x100 = 80 Angka Kredit,
sementara yang bersangkutan mengumpulkan 80 Angka Kredit;

b) Sdri. Tutik, S.Si memenuhi paling kurang 2Oo/o (dua puluh persen)

harus berasal dari unsur Pemanfaatan iptek nuklir dan/ atau
Pengelolaan Perangkat Nuklir yaitu 2OVo x 80 =16 Angka Kredit,
sementara yang bersangkutan mengumpulkan 70 Angka Kredit; dan

2l Sdri. Tutik, S.Si memperoleh 20 Angka Kredit untuk memenuhi
paling tinggi 2Oo/o (dwa puluh persen) Angka Kredit berasal dari
unsur penunjang.

IX. PEMBEBASAN SEMENTARA, PENURUNAN JABATAN, PENGANGKATAN
KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN

A. PEMBEBASAN SEMENTARA

1. Pranata Nuklir Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai
dengan Pranata Nuklir Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c
dan Pranata Nuklir Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan
ruang III / a sampai dengan Pranata Nuklir Ahli Utama pangkat Pembina

100
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77

2

6

34
36

4
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Utama Madya, golongan ruang IV ld, dibebaskan sementara dari
jabatanny&, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dalam jabatan
terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk
kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pranata Nuklir yang
jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.
Contoh:

Sdr. Renaningsih, M.Sc. 19680912 L992O8 2 008 pangkat Pembina,
golongan ruang IV/a terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2OO8, jabatan
Kepala Balai Iradiasi BATAN. Sdr. Renaningsih, M.Sc. diangkat dalam
Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Muda terhitung mulai tanggal 1

Juni 2009 dengan Angka Kredit sebesar 285.

Mengingat jenjang jabatan yang bersangkutan lebih rendah dari
pangkat yang dimiliki, maka apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Muda
yaitu 1 Juni 2OO9 sampai dengan 31 Mei 2Ol4 tidak dapat memenuhi
Angka Kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan sesuai pangkat yang
dimiliki yakni Pranata Nuklir Ahli Madya Angka Kredit 400, maka yang
bersangkutan terhitung mulai tanggal 31 Mei 2OL4 dibebaskan
sementara dari Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Muda.

Pranata Nuklir Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruanglllc sampai
dengan Pranata Nuklir Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c
dan Pranata Nuklir Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan
ruang III I a sampai dengan Pranata Nuklir Ahli Utama, pangkat
Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara
dari jabatannys, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dalam
jabatan terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan
untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pranata Nuklir yang
akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam
jabatan terakhir.
Contoh:

Sdr. Wg'aya, S.Si NIP. I977O9I2 200003 1 OO 1 pangkat Penata,
golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal I Oktober 2008, yang
bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli
Muda terhitung mulai tanggal 1 Februari 2009 dengan angka kredit
sebesar 2 10.

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam
Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Muda yaitu 1 Februari 2009
sampai dengan 31 Januari 2OI4 tidak dapat memenuhi Angka Kredit
kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan
ruang III/d dengan angka kredit 300, maka yang bersangkutan
terhitung mulai tanggal 31 Januari 2OI4 dibebaskan sementara dari
Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Muda.

Pranata Nuklir Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruanglllc sampai
dengan Pranata Nuklir Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c
dan Pranata Nuklir Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan

3.
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ruang III I a sampai dengan Pranata Nuklir Ahli Utama, pangkat
Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara
dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir
tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan
pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pranata Nuklir yang pernah
mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
Contoh:

Sdr. Antonio, S.Si, M.Si, NIP. 19670302 L992O3 1 004, Pranata Nuklir
Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IY f a, terhitung mulai
tanggal I April 2006. Yang bersangkutan naik pangkat setingkat lebih
tinggi menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b terhitung mulai
tanggal 1 April 2009 dengan Angka Kredit sebesar 590.

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak naik pangkat menjadi
Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yaitu I April 2OO9 sampai
dengan 31 Maret 2OI4 tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif
untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan
ruang IV lc dengan angka kredit 7OO, maka yang bersangkutan
terhitung mulai tanggal 31 Maret 2OI4 dibebaskan sementara dari
Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Madya.

Pranata Nuklir Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang
III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak
menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 10

(sepuluh) Angka Kredit dari kegiatan tugas pokok dan latau
pengembangan profesi.

Pranata Nuklir Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang
IV f e, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak
menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 25 (dua
puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan tugas pokok danlatau
pengembangan profesi.

Contoh:

Sdr. Dra. Nuraini, M.Sc, NIP. 19660810 199106 1 002, jabatan Pranata
Nuklir Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV le
terhitung mulai tanggal I Oktober 2013, dengan angka kredit sebesar
1052.

Apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat Pembina Utama,
golongan ruang lYle terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2013, tidak
dapat memenuhi paling kurang 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari
kegiatan tugas pokok danlatau pengembangan profesi, maka yang
bersangkutan dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pranata
Nuklir Ahli Utama.

Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada angka L,

angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 Pranata Nuklir dibebaskan
sementara dari jabatannya, apabila:

a. diberhentikan sementara sebagai PNS;

b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pranata Nuklir;

5.

6.
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c. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan
anak keempat dan seterusnya; atau

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
Pembebasan sementara bagi Pranata Nuklir sebagaimana dimaksud
pada angka 1, angkd 2, dan angka 3 didahului dengan peringatan oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat 6 (enam) bulan sebelum
batas waktu pembebasan sementara, dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-w yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
Keputusan pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Pranata
Nuklir dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam
Anak Lampiran I-x yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bersama ini.

B. PENURUNAN JABATAN

1. Pranata Nuklir yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa
pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah,
melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan yang baru.

2. Penilaian prestasi kerja Pranata Nuklir selama menjalani hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1, dinilai sesuai dengan
jabatan yang baru.

3. Jumlah Angka Kredit yang dimiliki Pranata Nuklir sebelum dijatuhi
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1 tetap dimiliki
dan dipergunakan untuk pengangkatan kembali dalam jabatan semula.

4. Angka Kredit yang diperoleh dari prestasi kerja dalam jenjang jabatan
sebagaimana dimaksud pada angka 2 diperhitungan untuk kenaikan
pangkat atau jabatan setelah diangkat kembali ke jabatan semula.

Contoh:

Sdr. Ardiansyah, S.T NIP. L9761016 200004 1 010 jabatan Pranata
Nuklir Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III I d
dengan angka kredit sebesar 300. Sdr. Ardiansyah, S.T dijatuhi
hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka
penurunan jabatan setingkat lebih rendah menjadi Pranata Nuklir Ahli
Pertama terhitung mulai tanggal 20 Maret 2OI1. Dalam hal demikian:

a. Sdr. Ardiansyah, S.T pangkat Penata Tingkat I golongan ruang IlIl d
diturunkan dari Pranata Nuklir Ahli Muda menjadi Pranata Nuklir Ahli
Pertama dengan angka kredit 300.

b. Sdr. Ardiansyah, S.T diberikan tunjangan jabatan fungsional
Pranata Nuklir Ahli Pertama.

c. Sdr. Ardiansyah, S.T dapat diangkat kembali ke jabatan Pranata

Nuklir Ahli Muda dalam ketentuan sebagai berikut:

1) paling singkat telah 1 ( satu ) tahun terhitung sejak dijatuhi
hukuman disiplin;

7.

8.
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2) menggunakan angka kredit terakhir sebelum dijatuhi hukuman
disiplin yaitu 300 angka kredit; dan

3) memenuhi syarat lain sesuai peraturan perundang-undangan.

d. Selama menduduki Pranata Nuklir Ahli Pertama Ardiansyah, S.T

memperoleh angka kredit 50.

e. Setelah 2 (dua) tahun diangkat kembali ke dalam jabatan Pranata

Nuklir Ahli Muda Ardiansyah, S.T memperoleh angka kredit 55.

f. Dalam hal demikian Ardiansyah, S.T, dapat dipertimbangkan untuk
naik jabatan menjadi Pranata Nuklir Ahli Madya dengan angka kredit
405 yang berasal dari:

1) Angka Kredit terakhir yaitu 300;

2l Angka Kredit yang diperoleh selama menduduki jabatan Pranata
Nuklir Ahli Pertama 50; dan

3) Angka Kredit yang diperoleh setelah diangkat kembali dalam
jabatan Pranata Nuklir Ahli Muda yaitu 55.

C. PENGANGKATAN KEMBALI

1. Pranata Nuklir yang dibebaskan sementara karena:

a. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi
Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat
lebih tinggi bagi Pranata Nuklir yang jabatannya lebih rendah dari
pangkat yang dimiliki;

b. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi
Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat
lebih tinggi bagi Pranata Nuklir yang akan mendapatkan kenaikan
pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir;

c. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat memenuhi
Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat
lebih tinggi bagi Pranata Nuklir yang pernah mendapatkan kenaikan
pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir;

d. setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi
paling kurang 10 (sepuluh) Angka Kredit dari kegiatan tugas pokok
danlatau pengembangan profesi bagi Pranata Nuklir Penyelia,
pangkat Penata Tingkat I, golongan ruanglllld.

e. setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi
paling kurang 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan tugas
pokok danlatau pengembangan profesi bagi Pranata Nuklir Ahli
Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir, apabila
paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun telah memenuhi Angka Kredit
yang ditentukan.

2. Pranata Nuklir yang dibebaskan sementara karena diberhentikan
sementara sebagai PNS, dapat diangkat kembali dalam Jabatan
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Fungsional Pranata Nuklir apabila pemeriksaan oleh yang berwajib
telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap dan ternyata bahwa yang bersangkutan
tidak bersalah.

Pranata Nuklir Terampil, Pranata Nuklir Mahir, dan Pranata Nuklir Ahli
Pertama yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh
di luar Jabatan Fungsional Pranata Nuklir, dapat diangkat kembali
dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir apabila berusia paling tinggi
54 (lima puluh empat) tahun.

Pranata Nuklir Penyelia, Pranata Nuklir Ahli Muda, Pranata Nuklir Ahli
Madya, dan Pranata Nuklir Ahli Utama yang dibebaskan sementara
karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pranata
Nuklir, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata
Nuklir apabila berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.

Pranata Nuklir yang dibebaskan sementara karena menjalani cuti di
luar tanggungan negara, dapat diangkat kembali dalam Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir apabila telah selesai menjalani cuti di luar
tanggungan negara.

6. Pranata Nuklir yang dibebaskan sementara karena menjalani tugas
belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam
Jabatan Fungsional Pranata Nuklir apabila telah selesai menjalani
tugas belajar.

Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 dapat dilakukan
dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat sesuai
peraturan perundang-undangan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum
usia yang dipersyaratkan berakhir.

contoh:

Sdr. Kurniadi, S.Si, NIP. 19600707 199103 1 0O 1, jabatan Pranata
Nuklir Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang lV la yang
bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan Pranata Nuklir Ahli
Madya dan diangkat dalam jabatan Administrator.

Apabila yang bersangkutan akan diangkat kembali ke dalam jabatan
fungsional Pranata Nuklir, maka usulan sudah diterima oleh pejabat
sesuai peraturan perundang-undangan paling lambat Januari 2OI7 .

Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pranata Nuklir yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional
Pranata Nuklir sebagaimana dimaksud pada angka 1 menggunakan
Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan Angka
Kredit dari kegiatan Kepranatanukliran dan pengembangan profesi
yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara;

4.

5.

7.

8.
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b. Pranata Nuklir yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional
Pranata Nuklir sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 5
menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki;

c. Pranata Nuklir yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional
Pranata Nuklir sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 4 dan
angka 6 menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan
dapat ditambah dengan Angka Kredit dari kegiatan pengembangan
profesi yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara.

9. Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata
Nuklir dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam
Anak Lampiran I-y yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bersama ini.

D. PEMBERHENTIAN

1. Pranata Nuklir diberhentikan dari jabatannyd, apabila dalam jangka
waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya
sebagaimana dimaksud pada angka romawi IX huruf A tetap tidak
dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan.
contoh:

Sdr. Drs. Agus Wijaksono, M.T, NIP. 19740912199608 1 008 telah
dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli
Muda terhitung mulai tanggal 31 Mei 2014.

Apabila Sdr. Drs. Agus Wijaksono, M.T, tetap tidak dapat memenuhi
angka kredit yang disyaratkan sampai dengan tanggal 31 Mei 2015,
maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya terhitung
mulai tanggal 31 Mei 2015.

2. Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak
Lampiran l-z yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bersama ini.

X. PENYESUAIAN I INPASS/ITG

1. PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2OL4, telah dan masih melaksanakan tugas di
bidang Kepranatanukliran berdasarkan keputusan pejabat yang
berwen&flg, dapat disesuaikan ldi-inpassing dalam Jabatan Fungsional
Pranata Nuklir.

2. PNS yang disesuaikanldi-inpassing dalam Jabatan Fungsional Pranata
Nuklir Keterampilan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. bertjazah paling rendah Diploma III fisika/kimia atau kualifikasi lain

yang ditentukan oleh Instansi Pembina;

b. menduduki pangkat paling rendah Pengatur golongan ruang ll lc;
c. telah memiliki pengalaman kerja di bidang Kepranatanukliran paling

singkat 5 (lima) tahun;
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d. berusia paling tinggi 50 tahun;
e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam I (satu) tahun

terakhir;
f. mengikuti dan lulus uji kompetensi;
g. memperhatikan formasi jabatan; dan

h. mendapat rekomendasi dari Pimpinan Instansi Pembina Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir.

3. PNS yang disesuaikan/ dt-inpassing dalam Jabatan Fungsional Pranata
Nuklir Keahlian, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. berijazah paling rendah Sarjana (Sl)/Diploma IV fisika/kimia atau

kualifikasi lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;

b. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruanglllla;
c. telah memiliki pengalaman kerja di bidang Kepranatanukliran paling

singkat 5 (lima) tahun;
d. berusia paling tinggi 50 tahun;
e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun

terakhir;

f. mengikuti dan lulus uji kompetensi;

g. memperhatikan formasi jabatan; dan

h. mendapat rekomendasi dari Pimpinan Instansi Pembina Jabatan
Fungsional Pranata Nuklir.

4. Telah memiliki pengalaman kerja di bidang Kepranatanukliran
sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c atau angka 3 huruf c, dapat
dihitung secara kumulatrf I berturut-turut.
Contoh:

Sdr. Parikesit, S.Si NIP. 19831003 2OOBI2 1 OO1, pangkat Penata Muda
Tingkat I, golongan ruang lIllb, yang bersangkutan menduduki jabatan
penganalisis keselam atan nuklir terhitung mulai tanggal 1 Desember 2OO9 .

Sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2OL4,

yakni tanggal 6 Januari 2AI4 yang bersangkungan masih menduduki
jabatan penganalisis keselamatan nuklir, dan melaksanakan tugas di
bidang Kepranatanukliran.

Dalam hal demikian maka Sdr. Parikesit, S.Si memiliki pengalaman di
bidang Kepranatanukliran selama 5 (lima) tahun.

5. Jenjang jabatan ditetapkan berdasarkan Angka Kredit sesuai dengan masa
kerja dalam pangkat terakhir yang dimilikinya.

6. Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/inpassing
sebagaimana tercantum pada Lampiran IX dan Lampiran X Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2Ol4 dihitung dalam pembulatan kebawah,
yaitu:
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a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;

b. f (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung I
(satu) tahun;

c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2

(dua) tahun;

d, 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3
(tiga) tahun; dan

e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.

7. Keputusan penyesuaian/ inpa.ssing dalam Jabatan Fungsional Pranata
Nuklir, ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan
dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak
Lampiran I-aa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bersama ini.

8. Penyesuai an/ inpassing dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir,
ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 November 2Ql4 sampai dengan 30
November 2O15.

9. PNS yang dalam masa penyesu aian/ inpassing telah dapat dipertimbangkan
kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/di-inpassing dalam
Jabatan Fungsiona-l Pranata Nuklir terlebih dahulu dipertimbangkan
kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/ inpassing telah
mempergunakan pangkat terakhir.

Contoh:

Sdr. Rudolf, S.Si NIP. 19800520 2OO4O9 I 001, diangkat menjadi PNS

terhitung mulai tanggal I September 2OO5, jabatan Analis Kimia, pangkat
Penata Muda, golongan ruang III/a.

Yang bersangkutan naik pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan
ruang III/b terhitung mulai tanggal I Oktober 2OO9 Sampai bulan
September 2Ol4 yang bersangkutan telah dan masih melaksanakan tugas
di bidang Kepranatanukliran.

Dengan demikian, Sdr. Rudolf telah 4 tahun dalam pangkat terakhir yaitu
Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, maka sebelum
disesuaikan/ di-inpassing dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir, yang
bersangkutan dapat dinaikkan terlebih dahulu pangkatnya menjadi Penata,
golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2014.

XI. UJIKOMPETENSI

Uji kompetensi bagi Pranata Nuklir yang akan naik jabatan berlaku sejak I
Juli 2O16.



-33-

XII. PENUTUP

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, BADAN T

d EKo surRISNo.l
t

KEPALA

GA NUKLIR NASIONAL,

TIffiISNUBROTO
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ANAK LAMPIRAN I-A
PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2OI4 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA KALI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA
NUKLIR

Menimbang

KEPUTUSAN
KEPALA/ GUBERNU R / BU PATr / WALI KOTA*)

NOMOR :.............
TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
KEPALA/ GUB ERNUR/ BUPATI / WALIKOTA, *)

a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 29 Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2OI4
tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya, dipandang perlu
untuk mengangkat Saudara dalam Jabatan Fungsional Pranata
Nuklir;

;-.;;;;;-;.;",;;;;:;,,:-r, 
**)

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2OIO
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2Ol4;

5. Peraturan Bersama Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor .....Tahun 2O14 dan Nomor .... Tahun 2OI4;

MEMUTUSKAN:

Terhitung mulai tanggal ....mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama
b. NIP
c. Pangkat / golongan ruang/TMT

**)

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan
perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di ..,
pada tanggal .........'.'.'.'............

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

1.
2.

3.

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negaraf Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)

3. Kepala BKD Provinsi/BKD KabupatenlKota atau Biro/Bagian Kepegawaian
instansi yang bersangkutan;*)

4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah

yang bersangkutan;*)
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.
*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
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ANAK LAMPIRAN I-b
PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONBSIA
NOMOR 2 TAHUN 2OI4 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERSETUJUAN TEKNIS
PENGANGKATAN DALAM JABATAN PRANATA NUKLIR

PERSETUJUAN TEKNIS

PENGANGKATAN DALAM JABATAN PRANATA NUKLIR

Berdasarkan surat usulan nomor...... tanggal........ hal................, dari......,,......, maka nama-nama di bawah
ini dapat/tidak dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
mengngat.,...,,..,,

Demikian surat Persetujuan Teknis ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala
Badan Tenaga Nuklir Nasional,

TEMBUSAN:
1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
2. Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota atau Biro Kepegawaian Instansi yang bersargkutal;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor PeLayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah Yang

bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

NO NAMA
PANGI{AT|GOLONGAN

RUANG
JENJANG JABATAN ANGKA KREDIT

1 2 3 4 5

I

2

3

dst
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ANAK LAMPIRAN I-C
PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2OI4 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH:
SURAT PERMOHONAN PIMPINAN INSTANSI
PENGANGKATAN DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR

Kepada Yth.
Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional
Di
Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan nama-nama pegawai untuk mendapatkan persetujuan teknis untuk
diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir, sebagai berikut :

NO NAMA
PANGKAT/GOLONGAN

RUANG

MASA KERJA

GOLONGAN
UNIT KERJA

1

2

3

dst

Bukti persyaratan sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan teknis, sebagaimana terlampir
dalam surat ini.
Demikian surat usulan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima
kasih.

Kepala/ Direktur Rumah Sakit/
Gubernur/ Bupati/ Walikota *)

*) Coret yang tidak perlu.

2.

3.
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ANAK LAMPIRAN I-d
PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2OT4 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN DARI JABATAN
LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PRANATA NUKLIR

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN
KEPALA/ GUBERNUR/ BUPATT / WALTKOTA.)

NOMOR:.......
TENTANG

PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR

KEPALA / GUB ERN UR/ BUPATT / WALTKOTA, *)

a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 30 Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2OI4
tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya, dipandang perlu
mengangkat Saudara ...... ..... dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir;

b.

: l.
2.

3.

4.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2Ol4;

5. Peraturan Bersama Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor .....Tahun 2014 dan Nomor .... Tahun 2Ol4;

MEMUTUSITAN :

Terhitung mulai tanggal ...... mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama
b. NIP
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : ....
d. Unit kerja : ......

dalam jabatan dengan angka kredit sebesar ....... (...................)
**)

$;i;ii; k;;;t;; ffi;;;;;;;;;;;J;p;; k;k;h';; ;;il k;;;il;;; 
';i; 

J.n diadakan
perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di .

pada tanggal

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

NIP.

TEMBUSAN :

l. Kepala Badan Badan Tenaga Nuklir Nasional;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)

3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian
instansi yang bersangkutan;*)

4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah

yang bersangkutan;*)
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.
*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
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ANAK LAMPIRAN I-e
PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2OI4 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH:
PENETAPAN ANGKA KREDIT
ALIH JABATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL
PRANATA NUKLIR KETERAMPILAN KE
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR KEAHLIAN

PENETAPAN ANGI{A KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR

Nomor : ......1.......1 ........ I ......

INSTANSI: Masa Penilaian : ............ s/d

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:
Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan

TEMBUSAN: disampaikan kepada:
1. Pranata Nuklir yang bersangkutan;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
3. Kepala Biro/BKD/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan; dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu

I KETERANGAN PERORANGAN

1 Nama
2 NIP
3 Nomor Seri KARPEG
4 Panqkat/Golonsan Ruanq /TMT
5 Tempat dan Tangeal Lahir
6 Jenis Kelamin
7 Pendidikan yang diperhitungkan Angka

Kreditnva
8 Jabatan Fungsional/TMT

I Masa Kerja golongan
Lama

Baru

10 Unit keria

II PENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA BARU JUMLAH
ANGKA

KREDIT ALIH
JABATAN

1. UNSUR UTAMA
a. 1). Pendidikan Formal

2). Pendidikan & Pelatihan dan mendapat
Surat Tanda Tamat Pendidikan &
Pelatihan (STTPP)

b. Pemanfaatan iptek nuklir
c. Pengelolaan peranskat nuklir
d. Pengembangan profesi
Jumlah Unsur Utama

2. UNSUR PENUNJANG
Penuniang tugas Pranata Nuklir
Jumlah Unsur Penuniang

Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penuniang
III DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIALIHKAN DALAM

JABATAN ./PANGKAT. ..... lTMT..
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ANAK LAMPIRAN I-f
PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2OI4 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN DARI JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR KETERAMPILAN
KE PRANATA NUKLIR KEAHLIAN

KEPUTUSAN
KEPALA/ G U BERNU R/ BUPATI / WALr KOTA*)

NOMOR:........
TENTANG

PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR KETERAMPILAN
KE PRANATA NUKLIR KEAHLIAN

KEPALA/ GUBERNU R/ BUPATI / WALTKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 3l Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2Ol4 tentang
Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk
mengangkat Saudara dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
Keahlian;

Mengingat : l. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2OI4;
5. Peraturan Bersama Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Kepala Badan

Kepegawaian Negara Nomor .....Tahun 2O14 dan Nomor .... Tahun 2OL4;

MEMUTUSKAN:

Terhitung mulai tanggal .........mengangkat Pegawai Negeri Sipil:

b.

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

a. Nama
b. NIP
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :.......
d. Unit kerja :........

dalam jabatan .. dengan Angka Kredit sebesar ...........(. .............)
**)

;ffiii; k;;;;i;; ;;;;;t;;;;;;;;; k;i;;h";; ;;i; k;;;t".;; i;i: ;i;;,, 1,.0.u.,,
perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di .

pada tanggal ..

NIP.
TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Badan Tenaga Nuklir Nasional;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)

3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian
instansi yang bersangkutan;*)

4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah

yang bersangkutan;*)
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.
*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
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ANAK LAMPIRAN I-g
PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2OI4 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH:
SURAT PEMAMPAIAN
DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT (DUPAK)
DARI PIMPINAN UNIT KERJA KEPADA PEJABAT PENGUSUL
PENETAPAN ANGKA KREDIT

Kepada Yth.

Pejabat Pengusul Penetapan Angka Kredit Instansi masing-masing* )
Di
Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan penilaian dan penetapan Angka Kredit atas nama-nama pegawai

sebagai berikut :

NO NAMA
PANGKAT/GOLONGAN

RUANG

MASA KERJA

GOLONGAN
UNIT KERJA

1

2

3

dst

2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan Unit Kerja

NIP.

*) tuliskan pejabat pengusul penetapan Angka Kredit
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ANAK LAMPIRAN I-h
PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KBTENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2OI4 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH:
SURAT PENYAMPAI.AN
DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT (DUPAK)
DARI PEJABAT PENGUSUL KEPADA PE.JABAT YANG BERWENANG
MENETAPKAN ANGKA KREDIT

Kepada Yth.
Pejabat Berwenang Menetapkan Angka lftedit *)

Di
Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan penilaian dan penetapan Angka Kredit atas nama-nama pegawai

sebagai berikut :

NO NAMA
PANGKAT/GOLONGAN

RUANG

MASA KERJA

GOLONGAN
UNIT KERJA

1

2

3

dst

2. Bahan penilaian dan penetapan Angka Kredit terlampir dalam surat ini.
3. Demikian surat ini kami sampaikan untuk mendapatkan penetapan, dan atas perhatiannya kami

ucapkan terima kasih.

Pejabat Pengusul Instansi Pusat/Kepala Rumah
Sakit Pusat/ Provinsi/Kabupaten/ Kota **)

NIP.

*) Tulislah jabatan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit
**) Toret yang tidak perlu
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ANAK LAMPIRAN I-i
PERATUR{N BERSAMA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BA.DAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2OI4 TENTANG JABATAN

FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR DAN ANGKA
KREDITT{YA

CONTOH:
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGIG KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR TERAMPIL

DAFTAR USUL FENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR TERAMPIL

NOMOR:

KETERANGAN PERORANGAN

I Nama

2. NIP

3. Nomor Seri I(ARPEG

4. Tempat Tanggal Lahir

5. Jenis Kelamin

6. Pendidikan Yang Diperhitunekan Angka Ift editnya
7. Pangkatl Golongan ruang/TMT
8. Jabatan Pranata Nuklir Keterampilan PN Tera:npil

9. Masa Kerja Golongan
Lama
Baru

10. Unit Kerja

NO SI'B UNST'R YAI{G DINILAI
AI{GI{A KRTDIT MENI'RUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAIVIA BARU JT'MLAII LAMA BARU JT'MLAH

2 3 4 5 o 7 8

I. UNSUR UTAI}IA
I PENDIDII(AN

A. Pendidikan sekolah dan memperoleh rlazah/gelar
Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh
Ijazal:./gelat

1) Diploma III/Sa{ana Muda
2). Diploma II
3). SMA/SMK/Diploma I

B. Diklat fun gsional / teknis di bidan g kepranatanukliran
dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatjhan (STTPP) atau sertifikat

Mengikuti diklat fungsional/teknis dr bidang
kepranatanukliran dan memperoleh Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat:

1). lLamanya lebih dari 960 jam
21'. Lamanya 64L - 960 jam
3). Lamanya 481 - 640 jam
4). Lamanya 161 - a8O jam
s). LamanyaSl - 160 jam
6). Lamanya 30 - 80 jam
7). lLamanya kurang dari 30 jam

c. Diklat Prqjabatan
Mengikuti Diklat Prajabatan golongan II

2 PENGELOLAAIT PERAITGKAT NI'KLIR
A. Pengoperasian Perangkat Nuklir

1) Sistem Mutu
a). I Membuat forrnulir/lembar data

21. Uj i fu n gsi (komisionin g) / kalibrasi / p engoperasian /
perawatan/ perbaikan / instalasi / pembuatan
(perangkat keras atau lunak) / dekontaminasi/
dekomisioning Perangkat Nuklir
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SIIB TINSUR YAI{G DINILAI

Melakukan operasi/perawatan / perbaikan
Perangkat Nuklir kelas III

Desain, Inovasi, dan Renovasi Perangkat Nuklir

Membuat gambar teknik rancangan / peta
radiometrik, singkapan, topografik atau peta sejenis

Penyelenggaraan Ke selamatan Nuklir
Pemantauan dan pelaksanaan keselamatan radiasi
personil, daerah kerja, lingkungan dan kesehatan
kerja

Melakukan inventarisasi do sis-personil / fi sik-
bahan-nuklir/ sumber-radiasi

Pembuatan Karya Tutis/Karya Ilmiatr di bidang
Kepranatanukliran;

Membuat Karya Tulisi Karya Ilmiah hasil penelitian,
pengkaljian, survei dan evaluasi di bidang
Kepranatanukliran yang dipu blikasikan dalam
bentuk:

buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional

iumal ilmiah internasional
rnal ilmiah nasional terakreditasi

prosiding ilmiah konferensi internasional
Membuat Kar)'a Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian,
pengkajian, survei dan evaluasi di bidang
Ke p ranatanukliran yan g tid ak dip u b likasikan d alam
bentuk:

Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah berupa tinjauan
atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang
Kepranatanukliran yang dipublikasikan dalam
bentuk:

buku yang drterbitkan dan diedarkan secara
nasional
majalah ilmiah yang diakui secara nasional

Membuat Karya Tulis/ Karya llmiah berupa trnjauan
atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam
bidang Kepranatanukliran yang tidak
dipublikasikan, dalam bentuk:

Membuat tulisan ifmiatr populer di bidang
Kep ranatanu kliran yan g di seb arlu askan m elalui

Menyampaikan prasaran berupa tinj auan, gagasan
dan/atau ulasan ilmiah di bidang Kepranatanukliran
pada pertemuar ilmiah

Penerj emahan / penyaduran buku dan / atau b ahan -
bahan lain di bidang Kepranatanukliran

Menerjematrkan/menyadur buku di bidang
Kepr anatanukliran yang dipublikasik an, d alam
bentuk:

mqJalah ilmiah yg diakui oleh instansi yang
berwenang

Menerjemahkan/ menyadur buku di bidang
Kepranatanukliran yang dipu blikasikan, dalam
bentuk:

Membuat abstrak tulisan di bidang Keprananukliran
yang dimuat dalam penerbitan
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NO ST'B UNSUR YANG DINILN
AITGI(A KREDIT MENI'RUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENNLAI

LAMA BARU J('MLAH LAMA BARU JuMLAH
I 2 3 4 5 6 7 8

3). Membuat abstrak tulisan di bidang Keprananukliran
yang dimuat dalam penerbitan

c. Pen5ru sunan buku pedoman / ketentu an p elaksanaan /
ketentuan teknis di bidang Kepranatanukliran
1) Membuat buku pedoman di bidang Keprananukliran
2]'. Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang

Keprananukliran
3). Membuat ketentuan teknis di bidang

Kepranranukliran

D. Pengembangan teknologi tepat guna di bidang
Kepranatanukliran

Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang
Kepranatanuklirarr

E, Perolehan paten
1) Paten sederhana
2). Paten

F. Perolehan Lisensi/ Brevet
r) Tingkat I

2). Tingkat II
s). Tingkat III

JUMLAH I'NSUR UTAMA T S.D 3

II. UNSUR PENI'NJANG
PENUNJANG TUGAS PRA!{ATA NUKI,IR
I Pengaj ar / Pelatih pada diklat fungsional / tel..nis bidang

kepranatanukliran
Mengajar/melatih pada diklat fungsional/ teknis bidang
Kepranatanukliran

2 Peserta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang
Kepranatanukliran

A. M en giku ti seminar / lokakarya/ konferen si di bid an g
Kepran atanukliran, seb agai:

1) Pemrasaran
2). Pembahas/ moderator/ narasumber
3). Peserta

B. Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional, sebagai:
r) Ketua
2\. Anggota

C. M engiku ti dele gasi ilmiah pertemu an Internasional,
sebagai:

i) Ketua
2\. Anggota

3. Keanggotaan dalam organisasi profesi
A. Menj adi An ggota Organisasi Tin gkat Internasional /

Nasional, sebagai:

1) Pengurus Aktif
2). Anggota Akif

B. Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Provinsi/
Kabupaten/ Kota, sebagai:

1) Pengurus Aktif
2). Anggota Aktif

4. Keanggotaan dalam Tim Penilai
Keanggotaan Tim Penilai, sebagai:
A. Ketua/Wakil Ketua
B. Anggota

5. Perolehan penghargaan/ tanda j asa
A. memperoleh pen ghargaan / tanda j asa Satya Lancana

Karya Satya
1) 30 (tiga puluh) tahun lebih
2ll. 20 (dua puluh) tahun
3). l0 (sepuluh) tahun

6 Perolehan gelar kesarjanaan lainnya
A. Memperoleh ljazeh/gelar yang tidak sesuai bidang

tugasnya
r).lDiploma III
2 lDiploma II

JIIMLNI UNST'R PENI'NJAilG

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG
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Butir Kegiatan Jenjang di atas/di bawah *)

I 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH I'NSI'R UTAMA DAI{ I'NSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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III LAMPIRAN PENDTIKI'NG DIIPAT(:

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan
2. Surat pernyataan melal<ukan kegiatan
3. Surat pernyata€u-r melakukan kegiatan
4. Surat pernyataan melakukan kegiatan
5. Surat pernyataan melakukan kegiatan
6. dan seterusnya

NIP.

rV Catatan PeJabat Pengusul :

1.

2,

3.

4. dan seterusnya
(Jabatan)

(Nama Pejabat Pengusul)
NIP.

v Catatan Anggota Tim Penllal
1.

2.

3.

4. dan seterusnya

(Nama Penilai I)

NIP.

(Nama Penilai II)
NIP.

VI Catatan Ketua Tlm Penllal :

l.
2.

3.
4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai

(Nama)
NIP.
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ANAK LAMPIRAN I.J

PERATURAN BERSAMA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR

2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL

PRANATA NUKLIR DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR MAHIR

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR MAHIR

NOMOR:

I(ETERAIICAN PERORANGATI

1. Nama

2. NIP

? Nomor Seri KARPEG

4, Tempat Tanggal Lahir

5. Jenis Kelamin

6. Pendidikan Yang Diperhitungkan Angka Kreditnya

7. Pangkat/ Golongan ru ang/TMT

B. Jabatan Pranata Nuklir Keterampilan PN Mahir

9. Masa Kerja Golongan
Lama

Baru

10. Unit Kerja

NO SUB T'ITSUR YANG DIIVILAI

AI{GI{A KREDIT MENURUT

IITSTANSI PENGUSUL TIM PENILN

LAIIIA BARU JIIMLAH LATUA BARU JUMLAH
I 2 3 4 5 6 7 8

I. UNSUR UTAIYIA

t. PEITIDIDII{AIT

A. Pen didikan sekolatr dan memperoleh ijazah I gelar

Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh
ljazahlgelar:

1) Diploma III/ Sarjana Muda

2\. Diploma II

3). SMA/SMK/Diploma I

B. Diklat fungsional/teknis di bidang
kepranatanukliran dan memperoleh Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau
sertifikat

Mengikuti diklat fungsional/teknis di bidang
kepranatanukliran dan memperoleh Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau
sertifikat:

1) Lamanya lebih dari 960 jam

2],. Lamanya 647 - 960 jam

J,. Lamanya 481 - 640 jam

4). Lamanya 161 - a80 jam

s). LamanyaSl - 160 jam

6) Lamanya 30 - 80 jam

t l. Lamanya kurang dari 30 jam
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NO SUB UNSUR YANG DIIYILAI
AIIGIIA I{REDIT MENURUT

IIYSTANSI PENGUSUL TIM PENILN

LAMA BARU JTIMLAII LAMA BARU JUMLAII
I 2 3 4 5 6 7 8

2. PEMAilFAATAN ILMU PEIYGETNIUAI{ DAN
TETTNOLOGT (rPTEKl NUr(LIR

A. Perencanaan Program

Periz nan

1) Mengumpulkan data dalam rangka penyiapan
dokumen perizinan

3. PENGELOLAAIY PERAI{GKAT IYUKLIR

A. Pen goperasian Perangkat Nuklir

1) Sistem Mutu
a). Menyusun Instruksi Kerla

21. Uji fungsi (komisioning) / kalibrasi/
pengoperasian / perawatan / perbaikan /
instalasi/ pembuatan (perangkat keras atau
lunak) / dekontaminasi/ dekomisioning
Perangkat Nuklir

a) Melakukan kegiatan uji fungsi
(komrsionin g) / kalibrasi / instalasi /
pembuatan perangkat (keras atau lunak)/
dekontaminasi/ dekomisioning Perangkat
Nuklir kelas III

b), Melakukan kegiatan uji fungsi
(komisioning) / kalibrasi / operasi /
perawatan / perbaikan / in stalasi /
pembuatan perangkat (keras atau
lunak) / dekontamin asi / deko rn isionin g

Perangkat Nuklir kelas II

c). Melakukan kegiatan uji fungsi
(komisioning) / kalibrasi / operasi /
perawatan / perbaikan / in stalasi /
pembuatan perangkat (keras atau
lunak) / dekontaminasi/ dekomisioning
Perangkat Nuklir kelas I

?l Penanggu langan kedaruratan nu klir
a). Melakukan simulasi ke siapsiagaan /

penanggulangan kedaru ratan nu klir/
remediasi lokal

B. Desain, Inovasi, dan Renovasi Perangkat Nukhr

Perancangan

1) Membuat rancangan Perangkat Nuklir
Penyelenggaraan Keselamatan Nuklir

1) Pemantauan dan pelaksanaan keselamatan
radiasi personil, daerah kerja, lingkungan dan
kesehatan kerja

a) Mendampingi kegiatan inspeksi

2). Pengelolaan Bahan Nuklir
a). Melakukan pembuku an / pencatatan

Bahan Nuklir

4. PENGEMBANGAN PROFESI

A. Pembuatan Karya Tulis/ Karya llmiah di bidang
Kepranatanukliran;

r) Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah hasil
penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di
bidang Kepranatanu kliran yang
dipublikasikan dalam bentu k:

a) buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

b). buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara internasional

c). majalah ilmiah

d). urnal ilmiah internasional

e). iurnal ilmiah nasional terakreditasi

0. prosiding ilmiah konferensi internasional
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NO SUB UIVSUR YANG DINILAI
AIYGI(A KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSI'L TIM PENILN

LAITTA BARU JtIMLAH LAMA BARU JUMLAH
I 2 3 4 5 6 7 8

2r'. Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah hasil
penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di
bidang Kepranatanu kliran yang tid ak
dipublikasikan dalam bentuk:

a). buku
b). makalah

3). Membuat Karya Tulis/ Karya llmiah berupa
tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan
sendiri di bidang Kepranatanukliran yang
dipu blikasikan dalam bentuk:

a). buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasionat

b). mqialah ilmiah yang diakui secara
nasional

41. Membuat Karya Tulis/ Karya llmiah berupa
tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan
sendiri dalam bidang Kepranatanukliran yang
tidak dipublikasikan, dalam bentuk:
a). buku

b). makalah

s). Membuat tulisan ilmiatr populer cii bidang
Kepranatanu kliran yang disebarlu askan
melalui media massa

6). Menyampaikan prasaran berupa tinj au an,
gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang
Kepranatanukliran pada pertemuan ilmiah

B. Penerjemahan/penyaduran buku dzur/atau bahan-
bahan lain di bidane Kepranatanukliran

1) Menerjematrkan/menyadur buku di bidang
Kepranatanu kliran yang dipu blikasikan,
dalam bentuk:

a). buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

b). majalah ilmiah yg diakui oleh instansi
yang berwenang

21. Menerjemahkan/ menyadur buku di bidang
Kepranatanu kliran yang di publikasikan,
dalam bentuk:

al. buku
b). makalatr

3). Membuat abstrak tulisan di bidang
Keprananukliran yang dimuat dalam
penerbitarr

C. Penyusunan buku pedoman/ ketentuan
pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang
Kepranatanukliran

1\
Ll Membuat buku pedoman di bidang

Keprananukliran
21. Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang

Keprananukliran
3). Membuat ketentuan teknis di bidang

Keprananukliran
D. Pengembangan teknologi tepat guna di bidang

Kepranatanukliran

Mengembangkan teknologi tepat guna di
bidang Kepranatanukliran

E. Perolehan paten
I Paten sederhana
2. Paten

tl. Perolehan Lisensi/ Brevet
i Tingkat I
2. Tingkat II
3. Tinskat III

JUMLA}I T'IfgUR UTAMA T S.D 3
II. UNSUR PENUNJANG

PENUNJN{G TUGAS PRANATA NUI(LIR
I Pengajar/Pelatih pada diklat fungsiona_l/ teknis bidang

kepranatanukliran
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NO SUB UNSUR YAI{G DINILN
ANGI(A I(REDIT MEHURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PEI{ILN
LAMA BARU JIIMLAH LAMA BARU JUMLATI

I 2 3 4 5 6 7 8
Mengajar/melatih pada diklat fungsional/ teknis
bidan g Kepranatanukliran

2. Peserta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidanf
Kepranatanukliran
A. M en giku ti seminar/ lokakarya/ konferen si di bidan g

Kepranatanukliran, sebagai :

1) Pemrasaran

2). Pembahas/ moderator / n arasu m ber

3). Peserta

B. Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional,
sebagai:

1) Ketua

2). Anggota

Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan Internasional,
sebagai:

r) Ketua

21. Anggota

3. Keanggotaan dalam organisasi profesi
A. Menjadi Anggota Organisasi Tingkat

Internasional / Nasional, sebagai :

1), Pengurus Aktif
2]'. Anggota Aktif

B. Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Provinsi/
Kabupaten I Kota, sebagai:

r) Pengurus Aktif
2). Anggota Aktif

4. Keanggotaan dalam Tim Penilai

Keanggotaan Tim Penilai, sebagai:

A.

B,

Ketua/Wakil Ketua

Anggota

5. Perolehan pen ghargaan / tanda j asa
A. lmemperoleh penghargaan/tanda jasa Satya

lLancana Karya Satya
1). 30 (tiga puluh) tahun lebih

2). 2O (dua puluh) tahun
3). lO (sepuluh) tahun

6 Perolehan gelar kesarjanaan lainnya
A. Memperoleh ijazahlgelar yang tidak sesuai bidang

tugasnya
1) Diploma III
2\. Diploma II

JUMLAH UNSUR PENUNJANG

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG
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Butir Kegiatan Jenjang di atas/di bawah *)

I 2 3 4 5 6 7 8

JUMLATI UNSUR UTA}TA DAN UNSUR PENUNJATTG

*) Dicoret yang tidak perlu
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III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK:

l. Surat pernyataan melakukan kegiatan

2. Surat pernyataan melakukan kegiatan

3. Surat pernyataan melakukan kegiatan

4. Surat pernyataan melakukan kegiatan

5, Surat pernyataan melakukan kegiatan

6, dan seterusnya

NIP.

IV Catatan PeJabat Peagueul :

].
2.

3.

4. dan seterusnya

(Jabatan)

(Nama Pejabat Pengu sul)

NIP.

v Catatan Anggota Tim Penllal :

1

2

3

daII seterusnva

(Nama Penilai I)

NIP.

(Nama Penilai II)

NIP.

VI Catatan Ketua Tlm Penllal :

'I

2.

?

4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilar

(Nama)
NIP.
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ANAK LAMPIRAN I-K
PERATURAN BERSAMA
I(EPAI,A BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR

2 TAHUN 2OI4 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PRANATA NUKLIR DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR PBI\TYELIA

DAFTAR USUL PDNDTAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR PEI\ryELIA
NOMOR :

KETERAIYGAN PERORAITGAN
I Nama

2. NIP
? Nomor Seri KARPEG
+. Tempat Tanggal Lahir
5. Jenis Kelamin
6. Pendidikan Yang Diperhitungkan Angka Kreditnya
7. Pangkat / Golongan ruang/TMT
8. Jabatan Pranata Nuklir Keterampilan PN Penvelia

9. Masa Kerja Golongan
Lama
Baru

10. Unit Kerja

AT{GI{A I(REDIT MENURUT
NO SUB UNSUR YANG DINILAI TNSTANST PENGUSUL I TIM PENILN

I 2 3 4 5 6 7 I
I. UI{SUR UTAMA

1. PENDIDII(AN

A. Pendidikan sekolah dan memperoleh tjazah I gelar

Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh

r) Diploma III/ Sarlana Muda

2). Diploma II

3), SMA/ SMK/ Diploma I

B. Dikiat fungsional/teknis di bidang
kepranatanukliran dan memperoleh Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau
Mengikuti diklat fungsional/teknis di bidang
kepranatanukliran dan memperoleh Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau

1) Lamanya lebih dari 960 jam
2). Lamanya 6a1 - 960 jam

3). Lamanya 481 - 6a0 jam
4). Lamanya 161 -480 jam
s). Lamanya 81 - 160 jam
6). Lamanya 3O - 80 jam
IL Lamanya kurang dari 30 jam

2. PEMNIFAATAN ILMU PENGETAHUAII DAN
TEr$OLOGT (IPTEKI ITUXLIR

A. Pengkajian Iptek Nuklir, 35 (Safetg / Keselamatan,
Security / Keamanan, Safeguards/Seifgard) dan 1L
(Liobility / Pertanggungj awaban Keru gian Nu klir)

Pengkajian Teknologi/ Teknik Nuklir
Mengkaji teknik baru (seperti teknik analisis,
teknik komputasi, teknik ukur. teknik

B. Perencanaan Program
Perizinan
1). lMengolatr data dalam rangka penyrapan,I

ldokumen perizinan
3. PEN GELOLAAN PERANCIIAT NUI(I,IR

A. Pengoperasian Perangkat Nuklir
l) Sistem Mutu

a). l Menyusun Prosedur Kerja



-54-

NO SUB I'NSUR YAIYG DINILN
ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TI M PENILN
LAMA BARU JT'l[LAII LAMA BARU JUMLAH

1

2 3 4 5 6 7 8
2). Uji fungsi (komisioning) /kalibrasii

pen goperasian / perawatan / perbaikan /
instalasi/pembuatan (perangkat keras atau
lunak) / dekontaminasi / dekomisioning
Perangkat Nuklir
a). Menyelia kegiatan uji fungsi

(komisioning) / kalibrasi / operasi /
perawatan / perbaikan / instalasi / pembu ata
n perangkat (keras atau lunak)/
dekontaminasi/ dekomisioning Perangkat
Nuklir kelas III

b). Melakukan evaluasi kegiatan uji fungsi
(komisioning) / kalibrasi/ operasi/
perawatan / perbaikan / instalasi /
pembuatan perangkat (keras atau
lu nak) / dekontaminasi / dekomisioning

c). Menyelia kegiatan uji fungsi
(komisioning) / kalibrasi/ operasi/
perawatan / perbaikan / in stalasi /
pembuatan perangkat (keras atau lunak)/
dekontaminasi/ dekomisioning Perangkat

d), Melakukan evaluasi kegiatan uji fungsi
(komisioning) / kalibrasi /
operasi/perawatan/ perbaikan / instalasi/
pembuatan perangkat (keras atau
lunak) / dekontaminasi/ dekomisioning

e). Menyelia kegiatan uji fungsi
(komisioning) / kalibrasi/
operasi / perauratan / perbaikan / in stalasi /
pembuatan perangkat (keras atau lunak)/
dekontaminasi/ dekomisioning Perangkat

0. Melakukan evaluasi kegiatan uji fungsi
(komisioning) / kalibrasi/ operasi/
perawatan/ perbaikan/ instalasi/
pemhuatan perangkat (keras atau
lunak) /dekontaminasi/ dekomisioning

3). Penanggulangan Kedaru ratan Nuklir
a). Menyelia kegiatan simulasi kesiapsiagaan/

penanggulangan kedaruratan nuklir/
remediasi lokal

B. Desain, Inovasi, dan Renovasi Perangkat Nuklir
Perancangan
a). 

I 
Menyelia/memeriksa gambar dan

lrancangan 
Perangkat Nuklir

c Penyelenggaraan Keselamatan Nu klir
Pengelolaan Bahan Nuklir
a). Menyiapkan bahan laporan seifgard

n Aud

1) Melakukan kegiatan auclitee

2). Melakukan audit internal
3). Melakukan tindakan koreksi hasil audit

4. PENGEMBAIYGAN PROFESI

A. Pembuatan Karya Tulis/Karya llmiah di bidang
Kepranatanukliran;

r) Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah hasil
penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di
bidang Kepranatanukliran yan g

a). buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

b). buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara internasional

c). majalah ilmiah
dl. urnal ilmiah internasional
e). iurnal ilmiah nasional terakreditasi
0. prosiding ilmiatr konferensi internasional

2). Membuat Karya Tulis/ Karya llmiah hasil
penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di
bidan g Kepran atanukliran yang tidak
dipublikasikan dalam benruk:
a). buku
b). malcalah
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NO SUB UNSUR YANG DINILAI
ANGKA I(REDIT MENURUT

IITSTANSI PENGUST'L TIM PENILN

LAMA BARU JT'MLAH LAIIIA BARU JUMLAH
1 2 3 5 6 7 8

3). Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah berupa
tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan
sendiri di bidang Kepranatanukliran yang

a). buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

b). majalah ilmiah yang diakui secara
4). Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah berupa

tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan
sendiri dalam bidang Kepranatanukliran yang
tidak dipublikasikan, dalam bentul<:

a). buku

b). makalah

s). Membuat tulisan ilmiah populer di bidang
Kepranatanu kliran yang disebarlu askan
melalui media massa

6), Menyampaikan prasaran beru pa tinjauan,
gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang
Kepranatanukliran pada pertemuan ilmiah

B. Penerjemahan/penyaduran buku dan/atau bahan-
bahan lain di bidane Kepranatanuklirar:

1) Menerjemahkan/ menyadur buku di bidang
Kepran atanukliran yang dipublikasikan,
q. buku yang diterbitkan dan diedarkan

secara nasional
b). majalah ilmiah yg diakui oleh instansi

yang berwenang

2) Menerjemahkan/ menyadur buku di bidang
Kepranatanu kliran yang clipu blikasikan,
a) buku

b) makalah

3), Membuat abstrak tulisan di bidang
Keprananukliran vane dimuat dalam

Penyusunan buku pedoman/ ketentuan
pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang
r) Membuat buku pedoman di bidang

2). Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang
Keprananukliran

3). Membuat ketentuan teknis di bidans
D. Pengembangan teknologi tepat guna di bidang

Kepranatanukliran
Mengembangkan teknologi tepat guna di
bidang Kepranatanukliran

E. Perolehan paten

1) Paten sederhana

2). Paten

F. Perolehan Lisensi/ Brevet

1) Tingkat I

2). Tingkat ll
3). Tingkat III

JT'MLAH UNSUR UTAI}IA 1 S.D 3
II. UNSUR PENUNJAIIIG

PENUNJAI{G TUGAS PRANATA I{UKLIR
I Pengajar/Pelatih pada diklat fungsional/ teknis bidang

kepranatanukliran
Mengajar/melatih pada diklat fungsional/ teknis
bidang Kepranatanukliran

2. Peserta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang
Kepranatanuklirarr

A, Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi di bidang
Kepranatanukliran, sebagai :

r) Pemrasaran

2). Pembahas/ moderator/ narasumber

3). Peserta

B. Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional,

1) Ketua

2). Anggota

C, Mengikuti deleqasi ilmiah Dertemuan Internasional.
1) lKetua
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NO SUB UNSUR YAIYG DII{ILAI
ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PEIIIGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAII
i 2 3 4 5 6 7 8

2). Anggota

3. Keanggotaan dalam organisasi profesi

A. Menjadi Anggota Organisasi Tingkat
Internasional / Nasional, sebagai :

1) Pengurus Aktif
2). Anggota Aktif

B. Menj adi Anggota Organisasi Tingkat
Provinsi/ Kabupaten / Kota, sebagai:

r) Pengurus Aktif
2). Anggota Aktif

+. Keanggotaan dalam Tim Penilai

Keanggotaan Tim Penilai, sebagai:

A. Ketua/Wakil Ketua

B. Anggota

Perolehan penghargaan / tanda jasa

A. memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya
Lancanra Karya Satya

1) 3O (tiga puluh) tahun lebih

2\. 2O (dua puluh) tahun

3). 10 (sepuluh) tahun
6. Peroleh an gelar kesarjanaan lainnya

A. Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang

1) Diploma III

21. Diploma II

7. Pembinaan kader non Pranata Nuklir
Memberikan bimbingan penuh kader ilmiah sampar
mencapai Diploma lll, per orang sebagai
Pembimbing Pendamping

JUMLAH UNSUR PENUNJANG

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG
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Butir Kegiatan Jenjang di atas/di bawah *)

1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH UNSUR UTAMA DAI{ T'ilSUR PENUI{JANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK:

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
4, Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
5. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..,....
6. dan seterusnya

NIP.

lv Catatan PeJabat Pengusul :

l.

2.

3.

4. dan seterusnya

(Jabatan)

(Nama Pejabat Pengusul)

NIP,

v Catatan Anggota Tim Penllal :

I.
2.

J,

4. dan seterusnya

(Nama Penilai I)

NIP.

(Nama Penilai II)

NIP,

VI Catatan Ketua Tlm Peallal :

1.

2.

?

4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilar

(N a)

NIP.
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ANAK LAMPIRAN I-I
PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR
2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PRANATA NUKLIR DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDTT
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR AHLI PERTAMA

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR AHLI PERTAMA

NOMOR :

T(ETERANGAN PERORANGAN

1 Nama

2. NIP

Nomor Seri I(ARPEG

a. Tempat Tanggal Lahir

5. Jenis Kelamin

6. Pendidikan Yan g Diperhitu ngkan Angka Kreditnya

I Pangkat / Golongan ruang/TMT

8. Jabatan Pranata Nuklir Keahlian PN Ahli Pertama

L Masa Kerja Golongan
Lama

Baru

10 Unit Kerja

NO SUB UITSUR YAITG DINILAI
ANGKA I(REDIT MENURUT

INSTN{SI PENGUST'L TIM PENILN

LI\MA BARU JT'MLAH LAMA BARU JUMLAII
I 2 3 4 5 6 7 8
I UNSUR UTAMA

1. PENDIDIKAN

Pendidikan sekolah dan memperole h ij azah / gelar

Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh
ijazah / gelat:

1) Doktor (S3)

2). Magister (S2)

3). Sarjana (Sl)/ Diploma IV
B. Diklat fungsional/teknis di bidang

kepranatanukliran dan memperoleh Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPPI atau
sertifikat
Mengikuti diklat fungsional/teknis di bidang
kepranatanukliran dan memperoleh Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (SfiPP) atau
sertifikat:

r) Lamanya lebih dari 960 jam

21'. Lamanya 64i - 960 jam

3). Lamanya 481 - 64O jam

4l'. Lamanya 16f - a8O jam

s). LamanyaSl - 160 jam

6). Lamanya 3O - 80 jam

7). Lamanya kurang dari 30 jam

c. Diklat Prajabatan
Mengikuti Diklat Prajabatan golongan III

2. PEMANFAATATY ILMU PENGETAHUAN DAN
TEr(NOLOcr (rPTEKl NI'I{IIR

A. Perencanaan Program
r,, Perizinan

a). Mengumpulkan data dalam rangka
penyiapan dokumen perizinan

3. PEIYGELOLAAIY PERAilGI(AT IYUIOIR
A. Pengoperasian Perangkat Nuklir
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NO SUB T'ilSUR YANG DIIIILAI
ANGI(A KREDTT MEITURUT

INSTANSI PENGUS

LAITTA BARU JI'MLAH LAMA BARU JUMLAH
i 2 3 .+ 5 6 7 8

l) Rencana uji fungsi (komisioning)/
kalibrasi/ operasi/ perawatan/ perbaikan /
instalasi/ pembuatan perangkat (keras atau
lunak)/dekontaminasi/ dekomisioning
Perangkat- Nuklir

a). Menyusun rencana uji fungsi
(komisioning) / kalibrasi/ operasi /
perawatan / perbaikan / instalasi /
pembuatan perangkat (keras atau
lu n ak) / dekontaminasi / deko mi sionin g
Perangkat Nuklir kelas III.

2]'. Sistem Mutu
a) Menyusun Instruksi Kerja

3). Uji fungsi (komisioning) /kalibrasi/
pen goperasian / perawatan / perbaikan /
instalasi/pembuatan (perangkat keras atau
lunak)/dekontaminasi/ dekomisionrng
Perangkat Nuklir

a). Melakukan kegiatan uji fungsi
(komisionin g) / kalibrasi / insralasi /
pembuatan perangkat (kera,s atau
lunak) /dekontaminasi/ dekomisioning
Perangkat Nuklir kelas III

b) Melakukan kegiatan uji fungsi
(komisioning) / kalibrasi/operasi/
perawatan/ perb,aikan/ instalasi/
pembuatan perangkat (keras atau lunak)/
dekontaminasi/ dekomisioning Perangkat
Nuklir kelas II

c). Melakukan kegiatan uji fungsi
(komisioning) / kalibrasi/ operasi /
perawatan/perbaikan/
in stalasi/ dekontamin asi / dekomisioning
Perangkat Nuklir kelas I

4). Pemanfaatan Perangkat Nuklir untuk
pengkajian, pengembangan, dan penerapan
iptek nuklir
a). Melaku kan ke giatan pem anfaatan

Perangkat Nuklir un tuk pengkaj ian,
pengembangan, dan penerapan iptek
nrrklir

s). Penan ggu langan Kedaru ratan N u klir
a) M elakukan simulasi kesiapsiagaan /

penanggu langan kedaru ratan nu klir/
remediasi lokal

B. Desain, Inovasi, dan Renovasi Perangkat Nuklir

! Penentuan standard/ code untuk rancangan/
pengujian

a). Menyiapkan dan mencari standard/ code
yang diterapkan

2). Perancangan
a). Membuat rancangan / prototipe, atau

melakukan implementasi desain/ inovasi
atau renovasi perangkat nuklir

C. Penyelen ggaraan Ke selamatan Nuklir
1) Pemantauan dan pelaksanaan keselamatan

radiasi personil, daerah kerja, lingkungan dan
kesehatan kerja
a). Mendampingi kegiatan inspeksi
b). Melakukan pengelolaan ke selanratan

radiasi personil/daerah kerja I
lingkungan/ keselamatan dan kesehatan
kerja atau proteksi fisik bahan nuklir

21. Membuat dokumen Laporan Analisis
Keselamatan (LAK) sebagai persyaratan Ijin
Operasi Reaktor dan Instalasi Nuklir Non
Reaktor, AMDAL dan dokumen lainnya yang
sejenis

Jl. Pengelolaan Bahan Nuklir
a) Membuat laporan seifcard
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NO SUB UNSUR YANG DINILAI
ANGKA I(REDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSI'L TIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
I 2 3 4 D 6 7 8

4. PE}TGEMBANGAN PROFESI

A. Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang
Kepranatanukliran,

1) Membuat Karya Tulis/Karya llmiah hasil
penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di
bidan g Kepran atanukliran yang
dipublikasikan dalam bentuk:

a). buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

b) buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara internasional

c,. majalah ilmiah
d). j urnal ilmiah internasional
e). jurnal ilmiah nasional terakreditasi
0. prosiding ilmiah konferensi internasional

2). Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah hasil
penelitian, pengkqiian, survei dan evaluasi di
bidan g Kepranatanukliran yang tidak
dipublikasikan dalam bentuk:

al. buku
b). makalah

3). Membuat Karya Tulis/ Karya llmiah berupa
tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan
sendiri di bidang Kepranaranukliran yang
dipublikasikan dalam bentuk:

a). lbuku yang diterbitkan dan diedarkan
I secara nasional

b). mqjalah ilmiah yang diakui secara
nasional

4). Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah berupa
tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan
sendiri dalam bidang Kepranatanulcliran yang
tidak dipublikasikan, dalam bentuk:
al . buku
b), makalah

s). Membuat tulisan ilmiah populer di bidang
Kepranatanu kliran yang disebarlu askan
melalui media massa

6). Menyampaikan prasaran berupa tinjauan,
gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang
Kepranatanukliran pada pertemuan ilmiah

B. Penerjemahan/penyaduran buku dan/atau bahan-
bahan lain di bidang Kepranatanukliran

ll Menerjemahkan/menyadur buku di bidang
Kepranatan ukliran yang dipu blikasikan,
dalam bentuk:
a). buku yang diterbitkan dan diedarkan

secara nasional
ht mqjalah ilmiah yg diakui oleh instansi

yang berwenang
2). Menerjemahkan/menyadur buku di bidang

Kepranatanukliran yang d ipu blikasikan,
dalam bentuk:
a). buku
b). makalah

3). Membuat abstrak tulisan di bidang
Keprananukliran yang dimuat dalam
penerbitan

C. Pen5ru sunan buku pedoman/ketentuan
pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang
Kepranatanukliran

1) Membuat buku pedoman di bidang
Keprananukliran

21. Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang
Keprananukliran

s). Membuat ketentuan teknis di bidang
Keprananukliran

D. Pengembangan teknologi tepat guna di bidang
Kepranatanukliran
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NO SUB UNSUR YANG DINILAI

ANGKA I(RTDIT MENURUT

INSTANSI PEIYGUSI,'L TIM PENILAI

LAMA BARU JI'MLI\H LAMA BARU JUMLATI
1 2 3 4 5 6 7 8

Mengembangkan teknologi tepat guna di
bidang Kepranatanukliran

E. Perolehan paten

1) Paten sederhana

2). Paten

F. Perol ehan Lisensi/ Brevet

1) Tingkat I

2). Tingkat II

3). Tingkat III

JUMLAH UIISUR UTAI}TA 1 S.D 4
II. UNSl IIR PENUNJANG

PEN]
'NJANG 

TUGAS PRANATA TVUHLIR

1 Pengajar/Pelatih pada diklat fungsional/ teknis bidang
kepranatanukliran

Mengajar/melatih pada diklat fungsional/ teknis
bidang Kepranatanu kliran

2 Peserta daiam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang
Kepranatanukliran

A, Mengikuti seminar/lokakarya/ konferensi di
bidan g Kepranatanu kliran, sebagai :

1) Pemrasararr

21. Pembahas/ moderator/ narasu m ber
a\rr. Peserta

B Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional,
r) Ketua

2). Anggota

Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan Internasional,
sebagai:

1) Ketua
t\ Anggota

3 Keanggotaan dalam organisasi profesi

A. Menj adi Anggota Organisasi Tingkat
Irrternasional/ Nasional, sebagai:

r) Pengurus Aktif
c\ Anggota Aktif

B, Menjadi Anggota Organisasi Tingkat
Provinsi/ Kabupaten/ Kota, sebagai:

1) Pengurus Aktif
2). Anggota Aktif

4 Keanggotaan dalam Tim Penilai

Keanggotaan Tim Penilai, sebagai:

A. Ketua/Wakil Ketua

B. Anggota

Perolehan penghargaan / tanda j asa

memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya
Lancana Karya Satya

rJ 30 (tiga puluh) tahun lebih
2). 20 (dua puluh) talrun
3). 10 (sepuluh) tahun

6 Perolehan gelar kesarjanaan lainnya
A. Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang

tugasnya

r) Doktor (S3)

41, Pasca Sarjana (S2)

Jl. Sarjana (St)/ Diploma IV (DIV)

JUMLAH UNSUR PEI'IUNJANG
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG
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Butir Kegiatan Jenjang di atas/di bawah *)

I 2 3 4 D 6 7 8

JUMLNI UITSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret I'ang tidak perlu
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III LAMPIRAN PENDUKT'NG DUPAK:

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .

2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .

3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .

4. Surat pernyataan melakukan kegiatan .

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan .

6, dan seterusnya

NIP.

IV Catatan PeJabat Pengucul :

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

(Jabatan)

(Nama Pejabat Pengusul)

NIP.

v Catatan Anggota Tim Peullal :

l.
2.

?

4. dan seterusnya

(Nama Penilai I)

NiP.

(Nama Penilai II)

NIP.

VI Catatan Ketua Tlm Peullal :

1.

2.

?

4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai

(N a)

NIP.
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ANAK LAMPIRAN I-m
PERATUMN BERSAMA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATUMN MENTERI
PENDAYAGU NAAN APARATLTR N EGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR
2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PRANATA NUKLIR DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR AHLI MUDA

DAF1AR USUL PENETAPAN ANGIG KREDIT
JAE}ATAN I.-UNGSIONAL PRANATA NUKLIR AHLI MUDA

NOMOR :

KBTERANGAN PERORAIYGAI{
1 Nama

2. NIP

? Nomor Seri KARPEG

4. Tempat Tanggal Lahir
5. Jenis Kelamin

6. Pendidikan Yang Diperhitu n gkan Angka Kreditnya
7. Pangkat / Golongan ruang/TMT
8. Jabatan Pranata Nuklir Keahlian PN Ahli Muda

9, Masa Kerja Golongan
Lama

Baru
10. Unit Kerja

AIYGI(A KREDIT MENURUT
NO

1

INSTN{SI PENGUSUL TIM PENILN

re
I. UNSUR UTAMA

t. PENDIDII(N{
Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah I gelar

Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh
ijazah / gelar

1) Doktor (S3)

2). Magister (S2)

3). Sarjana (S 1)/Diploma IV
B. Diklat fungsional/teknis cti bidang

kepranatanukliran dan memperoleh Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau
sertifikat

Mengikuti dilCat fungsional/teknis di bidang
kepranatanukliran dan memperoleh Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau
sertifikat:

IJ Lamanya lebih dari 960 jam

2]|. Lamanya 641 - 960 jam

3). Lamanya 481 - 6aO jam

4). Lamanya 161 - a8O jam

Lamanya 81 - 160 jam

6). Lamanya 3O - 8O jam
-\I t, Lamanya kurang dari 30 jam

2. PEMNTFAATAI{ ILMU PENGETAIIUAN DAN
TEI{TYOLOGI (IPTEKI NUKLIR
A. Pengkajian Iptek Nuklir, 35 lSafetg I

Keselamatan, Secunty / Keamanan,
SafeguardslSeifgard) dan 1L (Liabilitg I
Pertanggungiawaban Kerugian Nuklir)

r) Pengkajian Teknologi/Teknik Nuklir
a). Mengkqji teknik baru (seperti teknik

analisis, teknik komputasi, teknik ukur,
teknik sampling)
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NO SUB UNSUR YAI{G DII{ILAI
ANGKA KREDIT MENURUT

INSTAI{SI PENGUSUL T ]M PENII ,AI
LAMA BARU JUMLATI LAIYTA BARU JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7 I
B. Perencanaan Program

1) Strategi / program / TOR/ kegiatan

a). Membuat usulan kegiatan tahunan/
kegiatan 5 (lima) tahunan/kegiatan
insidental

2). Program Fasilitas Nuklir
a). Menyusun prograrn pengoperasian dan

perawatan sesuai dengan sistem
manajemen keselamatan

3). Perizinan

a). Mengolah data dalam rangka penyiapan
dokumen perizinan

3. PENGELOLAAN PERANGKAT NUI(LIR

A. Pengoperasian Perangkat Nuklir
1). Rencana uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/

operasi/ perawatan/ perbaikan/instalasi/
pembuatan perangkat (keras atau lunak)/
dekontaminasi/ dekomisioning Perangkat
Nuklir

a), Menyusun rencana uji fungsi
(komisioning) / kalibrasi / operasi /
perawatar: / perbaikan / in staiasi /
pembuatan perangkat (keras atau
Iunak) / dekontaminasi / dekomisioning
Perangkat Nuldir kelas II.

2]'. Sistem Mutu

a). Men5rusun Prosedur l(erja

3). Uji fungsi (komisioning) /kalibrasi/
p en goperasian / p erawatan / perb aikan /
instalasi/pembuatan (perangkat keras atau
lunak) / clekontaminasi/ dekomisioning
Perangkat Nuklir

al. Melakukan evaluasi kegiatan uji fungsi
(komisioning) /kalibrasi/ operasi/
perawatan / perbaikan / in stalasi /
pembuatan perangkat (keras atau
lunak) /dekontaminasi/ dekomisioning
Perangkat Nuklir kelas III

b). Melakukan evaluasi kegiatan uji fungsi
(komi sioning) / kalibrasi /
operasi / perawatan / perbaikan /
instalasi/pembuatan perangkat (keras
atau lunak) / dekontaminasi/
dekomisioning Perangkat Nuklir kelas II

c) Melakukan evaluasi kegiatan uji fungsi
(komisioning) / kalibrasi /
operasi / perawatan / perbaikan /
instalasi /pembuatan perangkat (keras
atau lunak) / dekontarninasi/
dekomisioning Perangkat Nuklir kelas I

4). Pemanfaatan Perangkat Nuklir uniuk
pengkajian, pengembangan, dan penerapan
iptek nuklir
a). Melakukan evalu asi pelaksanaan

kegiatan Pemanfaatan Perangkat Nuklir
untuk pengkajian, pengembarrgan, dan
penerapurn iptek nuklir

s). Penanggulangan Kedanrlatarr Nu klir
a). Melakukan evaluasi simulasi

ke siapsiagaan / pen an ggu I an gan
kedaruratan nuklir/remediasi lokal

B, Desain, Inovasi, dan Renovasi Perangkat Nuklir
r) Penentuan standardmde untuk

rancangan/pengujian
a) Memilih standard/ code yang diterapkan

2). Perancangarr

a). M elakukan evaluasi rancangan /
prototipe, atau implernentasi desain/
inovasi atau renovasi Perangkat Nuklir
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NO SUB UNSUR YANG DINILAI
ANGI$ I(REDIT MENURUT

ITISTAIISI PENGUSUL TIM PENII ;AI
LAMA BARU JUMLIIH LAMA BARU JUMLAH

1 2 3 A- 5 6 7 I
Penyelen ggaraan Keselamatan Nu klir

1) Pemantauan dan pelaksanaan keselamatan
radiasi personil, daerah kerja, lingkungan
dan kesehatan kerja

a). Melakukan evalu asi pengelolaan
keselamatan radiasi person il / daerah
kerj a/ lingkungan / keselamatan dan
kesehatan kerja atau proteksi lisik
Bahan Nuklir

2). Membuat dokumen Laporan Analisis
Keselamatan (LAK) sebagai persyararan Ijin
Operasi Reaktor dan Instalasi Nuklir Non
Reaktor,AMDAL dan dokumen lainnya yang
seienis

3). Pengelolaan bahan nuklir
a). Melakukan evaluasi kegiatan seifgard

D. Aud
1) Melakukan kegiatan auditee
2). Melakukan audit internal
3). Melakukan tindakan koreksi hasil audit

4. PENGEMBANGAIII PROFESI

A, Pembuatan Karya Tulis/ Karya Ilmiah cli bidang
Kepranatanukliran;

1) Membuat Karya Tulis/ I(arya llmiah hasil
penelitian, pengkajian, sLrrvei dan evaluasi
di bidang Kepranatanukliran yang
dipublikasikan dalam bentuk:

a). buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

b). buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara internasional

c). majalah ilmiah

d). urnal ilmiah internasional

e). urnal ilmiah nasional terakreditasi

0. prosiding ilmiah konferensi internasional

2). Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil
penelitian, pengkajian, srrrvei dan evaluasi
di bidang Kepranatanukliran yang tidak
dipu blikasikan dalarrr bentu k :

a). buku

b). makalah

3). Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa
tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan
sendiri di bidang Kepranatanukliran yang
dipublikasikan dalam bentuk:

a). buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

b). mqjalah ilmiah yang cliakui secara
nasional

4l Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah berupa
tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan
sendiri dalam bidan g Kepranatanukliran
yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:

a). buku

b). makalah

s). Membuat tulisan ilmiah populer di bidang
Kepranatanu kliran yang di sebarlu askan
melalui media massa

6). Menyampaikan prasaran berupa tinj auan,
gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang
Kepranatanukliran pada pertemu€ul ilmiah

B. Penerjemahan/ penyaduran buku dan/atau
bahan-bahan lain di bidang l(epranatanukliran

r) Menerjemahkan/ menyadur buku di bidang
Kepranatanu kliran yang dipublikasikan,
dalam bentuk;
a). buku yang diterbitkan dan diedarkan

secara nasional
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NO SUB I'NSUR YANG DINILN
ANGI(A KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUST]L TIM PENILAI
LAI}TA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLATI

I 2 3 4 5 6 7 8

b). m4jalah ilmiah yg diakui oleh instansi
yang berwenang

tl Menerjemahkan/ menyadur buku di bidang
Kepranatanukliran yang dipublikasikan,
dalam bentuk:

a). buku

D,|. makalah

3). Membuat abstrak tulisan di bidang
Keprananukliran yang dimuat dalam
penerbitan

Penyusunan buku pedoman/ ketentuan
pelal<sanaan/ketentuan teknis di bidang
Kepranatanukliran

1) Membuat buku pedoman di bidang
Keprananukliran

2). Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang
Keprananukliran

3). Membuat ketentuan teknis di bidang
Keprananukliran

D. Pengembangan teknologi tepat guna di bidang
Kepranatanukliran

Mengembangkan teknologi tepat guna di
bidang Kepranatanukliran

F, Perolehan paten

1) Paten sederhana
21. Paten

F. Perolehan Lisensi/ Brevet
l) Tingkat I

2t. Tingkat II
3). Tinekat III

JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3

II. UT{SUR PENUNJANG

PENUNJANG TUGAS PRAI{ATA NUI{LIR

Pengajar/Pelatih pada diklat fungsional/ teknis bidang
kepranatanukliran

Mengajar/melatih pada diklat fungsional/teknis
bidang Kepranatanukliran

2 Peserta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di
bidang Kepranatanukliran

A Men giku ti seminar/ lokakarya/ konferensi di
bidang Kepranatanukliran, sebagai :

r) Pemrasaran

2). Pembahas/ moderator/ narasu mber
3). Peserta

B. Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional,
sebagai;

r) Ketua

2\. Anggota

C. Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan
lnternasional, sebagai:
t Ketua
2). Anggota

J Keanggotaan dalam Organisasi Profesi

il. Menjadi Anggota Organisasi Tingkat
Internasional/ Nasional, sebagai :

'I Penzurus Aktif
2t. Anseota Aktif

B. Menjadi Anggota Organisasi Tingkat
Provinsi / Kabupaten/ Kota, sebagai :

1 Pengurus Aktif
zl . Anesota Aktif

4 Keanggotaan dalam Tim Penilai
Keanggotaan Tim Penilai, sebagai:
A. Ketua/Wakil Ketua
B. Anggota

5 Perr rlehan pen ghargaan / tanda j asa
A memperoleh penghargaan / tanda j asa Satya

Lancana Karva Satva
l). 130 (tiga puluh) tahun lebih
2). 20 (dua puluh) tahun
3). lO [sepuluh) tahun
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NO SUB UNSUR YANG DINILAI
AITGKA I(RTDIT MENURUT

IITISTANSI PENGUSUL TIM PENILN
LAIITA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLATI

I 2 3 4 5 6 7 8
6 Perolehan gelar kesarjanaan lainnya

A memperoleh ijazahlgelar yang ticlak sesuar
bidang tugasnya
l) Doktor (S3)

OI Pasca Sarjana (S2)

3), Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV)

Pembinaan kader non Pranata Nuklir
Memberikan bimbingan penuh kader ilmiah sampai
mencapai Diploma III, per orang sebagai Pembimbing
pendamping

A. Pasca Sa4ana (S2), per orang sebagai:

r) Pembimbing pendamping
B. Sarjana (Sl)/Diploma IV/Diploma IIi, per orang

sebagai:

1). Pembimbing utama
2\. Pembimbing pendamping

3). Penguji

JUMLAH UNSUR PENUNJANG

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG
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Butir Kegiatan Jenjang di atas/di bawah *)

t 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH UNSUR UTAMA DAIT UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu



- 7r -

LAMPIRAN PENDUKT'NG DUPAK:

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan

2. Surat pernyataan melakukan kegiatan

3, Surat pernyataan flrelakukan kegiatan

4. Surat pernyataan melakukan kegiatan

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan

6. dan seterusnya

Catatan PeJabat Pengusul :

1.

2.

4. darr seterusnya

(Jabatan)

(Nama Pejabat Pengusul)

Catatan Anggota Tlm Penllal :

(Nama Penilai I)

(Nama Penilai II)

Catatan Ketua Tim Penllal :

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai

(Nama)
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ANAK LAMPIRAN I-n
PEMTURAN BERSAMA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR I\iASIONAL DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR

2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL

PRANATA NUKLIR DAN ANGKA KREDITNYA
CONTOH:

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR AHLI MADYA

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR AHLI MADYA

NOMOR:

KBTERANGAIY PERORAITIGAN

I Nama

2. NIP

Nomor Seri I(ARPEG

4. Tempat Tanggal Lahir
5. Jenis Kelamin

6. Pendidikan Yang Diperhitungkan Angka Kreditnya
7. Pangkat / Golongan ruang/TMT
R Jabatan Pranata Nuklir Keahlian PN Ahli Madya

9. Masa Kerja Golongan
Lama

Baru

10. Unit Kerja

NO SUB UNSUR YANG DINILN
AI{GI(A I(REDIT MENURUT

INSTANSI PEIYGUST'L TIM PENILAI
LAJ}IA BARU JUMLATI LAMA BARU JUMLATI

I 2 3 4 5 6 7 8
I UNSUR UTAMA

1 PENDIDII(AN
A. Pendidikan sekolah dan memperoleh iiazah / selar

Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh
ijazahlgelar:
I) Doktor (S3)

2). Magister (S2)

3). Sarjana (S1)/ Diploma IV
B. Diklat fungsional/teknis di bidang

kepranatanukliran dan memperoleh Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (SfiPP) atau
sertifikat

Mengikuti diklat fungsional/teknis di bidang
kepranatanukiiran dan memperoleh Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau
sertifikat:

1) Lamanya lebih dari 960 jam
2). Lamanya 641 - 960 jam
3). Lamanya 481 - 640 jam
41. Lamanya 161 - 480 jam
s). LamanyaSl - 160jam
6). Lamanya 30 - 80 jam
7\. Lamanya kurang dari 3O jam

2. PEMANFAATAN ILMU PENGETNIUAN DAN
TEI(NOLOGI IIPTEKI NUI$IR

A. Pengkajian lptek Nuklir, 35 (Safetg/ l(eselamatan,
Sennritg / Keamanan, Safeguards/ Seifgard) dan 1L
( Liab ility / Pe rtan ggu n gj awab an Ke ru gi,an N u klir)

r) Pengkajian Kebijakan Iptek Nuklir
a. lMengkaji kebijakan iptek nuklir tir,gkat

llenrbaga
2). Pengkaj ian Kebij akan Keselanratan,

Keamanan dan Seifgard (Safetg, Securitg dart
Safeguard s) serta Liability
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NO SUB UITSUR YANG DINILN
ANGIIA I(RTDIT MENURUT

IIISTANSI PENGUST'L TIM PENILAI

LAMA BARU JTIMLAH LAMA BARU JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 I

a). Mengkaji kebijakan keselamatan,
keamanan, seifgard dan tiability tingkat
lembaga

3). Pengkaj ian Teknologi/Teknik Nu klir
a). Mengkqii teknologi baru (seperti proses

produksi, teknologi pabrikasi, teknologi
reaktor, teknologi keselamatan dan
teknologi pengolahan limbah)

C. Perencanaan Program
t\
L) Strategi / program / TO R/ kegiatan

al. M eru mu skan kegiatan pengkaj ian,
pengembangan, penerapan dan
Pemanfaatan iptek nuklir tingkat eselon II

2]'. Program Fasilitas Nuklir
a). Menyusun program uji fungsi dan kinerja

untuk struktur, sistem dan/atau
komponen

3). Studi kelavakan

al. Melakukan studi kelayakan operasr
Perangkat Nuklir/lnstalasi Nuklir

4), Perizinan

a). Menyusun dokumen perizinan

3. PENGELOLAAN PERANGKAT NUIOIR
A- Pengoperasian Perangkat Nu klir

1) Rencana uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/
operasi/ perawatan/ perbaikan/instdasi/
pembuatan perangkat (keras atau lunak)/
dekontaminasi/dekomisioning Peranglcat
Nuklir

a). Menyusun rencana uji fungsi
(komisioning) / kalibrasi/ operasi /
perawatan / perbaikan / in stalasi /
pembuatan perangkat (keras atau
lu nak) 1 dekontaminasi / dekomisionin g
Perangkat Nuklir kelas l.

2\ Sistem Mutu

a). Menyusun Panduan llutu
3) Uji fungsi (komisioning) /kalibrasi/

pen goperasian / peraw atan I perbaikan /
instalasi/pembuatan (perangkat keras atau
lunak) / dekontaminasi/ dekomisionin g

Perangkat Nuklir

a). Melakukan koordinasi teknis kegiatan uji
fungsi (komisioning) / kalibrasi/ operasi/
perawatan/ perbaikan/ instalasi/
pembuatan perangkat (keras atau lunak)/
dekontaminasi/ dekomisioning Peran gkat
Nuklir kelas III.

h\ Melakukan koordinasi teknis kegiatan uji
fungsi (komisioning) /kalibrasi/ operasi/
perawatan / perbaikan / in stalasi /
pembuatan perangkat (keras atau lunak)/
dekontaminasi / dekomisionin g Peran gkat
Nuklir kelas II.

c). Melakukan koordinasi teknis kegiatan uji
fungsi (komisioning) /kalibrasi/ operasi/
perawatan / perbaikan / in stalasi /
pembuatan perangkat (keras atau lunak)/
dekontaminasi/ dekomisioning Perangkat
Nuklir kelas L

4). Pemanfaatan perangkat nuklir untuk
pengkajian, pengembangan, dan penerapan
iotek nuklir.
a) Melakukan koordinasi teknis kegiatan

Pemanfaatan Perangkat Nuklir untuk
pengkajian, pengembangan, dan
penerapan iptek nuklir.

s). Penanggulangan Kedaruratan Nuklir
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NO SUB UNSUR YANG DINILAI
ANGI(A I(REDIT MENURUT

II{STANSI PENGUSUL I .IM PENI 'AI
LAMA BARU JI'MLAII LAMA BARU JUMLAH

I 2 3 .t 5 6 7 I
a), Melakukan koordinasi teknis simulasi

ke siapsiagaan / penanggul an gan
kedaruratan nukiir/ remediasi lokal

B. Desain, Inovasi, dan Renovasi Perangkat Nuklir
rl Penentuan standard/code untuk rancangan/

pengujian

a). Mengkaji kelayakan penerapan standard/
code

tl Perancarrgan

a). Melaku kan koordinasi teknis ke giatan
rancangan/prototipe, atau implementasl
desain/inovasi atau renovasi Perangkat
Nuklir

Penyelenggaraan Keselamatan Nuklir
1) Pemantauan dan pelaksanaan keselamatan

radiasi personil, daerah kerja, lingkungan dan
kesehatan kerja

a). Melakukan koordinasi teknis pengelolaan
keselamatan radiasi personil/daerah
kerja/ lingkungan/ keselamatan dan
kesehatan kerja atau proteksi fisik tsahan
Nuklir

21. Membuat dokumen Laporan Analisis
Keselamatan (LAK) sebagai persyaratan Ijin
Operasi Reaktor dan Instalasi Nuklir Non
Reaktor, AMDAL dan dokumen lainnya yang
sejenis

3). Pengelolaan Bahan Nuklir
a). Melakukan koordinasi teknis kegiatan

seifgard

D. Aud

l) Melakukan asesmen/konsultasi mutu dalam
rangka akreditasi

4. PENGEMBANGAIT PROFESI

A. Pembuatan Karya Tulis/ Karya Ilmiah di bidang
Kepranatanukliran;

1) Membuat Karya Tulis/ Karya llmiah hasil
penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di
bidan g Kepranatanu kliran yarr g
dipublikasikan dalam bentuk:

a). buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

b). buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara internasional

majalah ilmiah

d). iurnal ilmiah internasional

e). iurnal ilmiah nasional terakreditasi

f) prosiding ilmiah konferensi internasional

2\. Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah hasil
penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di
bidang Kepranatanukliran yang tidak
dipublikasikan dalam bentuk:

a). buku

b). makalah

3). Membuat Karl's Tutis/ Karya llmiah berupa
tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan
senrliri di bidang Kepranatanukliran yang
dipublikasikan dalam bentuk:

a). buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

b). majalah ilmiah yang diakui secara
nasional

4), Membuat Karya Tulis/ Karya llmiah berupa
tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan
sendiri dalam bidang Kepranatanukliran yang
tidak dipublikasikan, dalam bentuk:

a). btrku

b). makalah
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NO SUB UNSUR YANG DINILAI
ANGI(A I(REDIT MENURUT

i
LAMA BARU JIIMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 2 3 4 5 6 I
Membuat tulisan ilmiah populer di bidang
Kepranatanu kliran yang disebarlu askan
melalui media massa

6). Menyampaikan prasaran berupa tinjauan,
gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang
Kepranatanukliran pada pertemuan ilmiah

B. Penerjemahan/penyaduran buku rlan/atau bahan-
bahan lain di bidang Kepranatanukliran

1) Menerjemahkan/menyadur buku di bidang
Kepranatanukliran yang dipu blikasikan,
dalam bentuk:

a). buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

b). majalah ilmiah yg diakui oleh instansi
yang berwenang

2). Menerl emahkan/ menyadur buku di bidang
Ke pranatanukliran yan g dipub likasikan,
dalam bentuk:

a). buku

b). rnakalah

3). Membuat abstrak tulisan di bidang
Keprananukliran yang dimuat dalam
penerbitan

c. Pen5ru sunan buku pedoman / ketentuan
pelaJ<sanaan/ketentuan teknis di bidang
Kepranatanukliran

r) Membuat buku pedoman di bidang
Keprananukliran

2\. Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang
Keprananukliran

2Iv,. Membuat ketentuan teknis di bidang
Keprananukliran

D. Pengembangan teknologi tepat guna di bidang
Kepranatanukliran

Mengembangkan teknologi tepat guna di
bidzuig Kepranatanukliran

EJ. Perolehan paten

lt Paten sederhana

2). Paten

F. Perolehan Lisensi / Brevet

l) Tingkat I

2). Tingkat II

3). Tingkat III

JUMLAH UNSUR UTAIITA I S.D 3
II. UI{SUR PENUNJANG

PENUNJANG TUGAS PRANATA IYUKLIR

t Pengajar/Pelatih pada diklat fungsional/teknis bidang
Kepranatanukliran

Mengajar/melatih pada diklat fungsionall teknis
bidang Kepranatanukliran

2 Peserta dalarrr seminar/lokakarya/ korrferensi di bidang
Kepranatanukliran

A. Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi di bidang
Kepranata:ru kliran, sebagai :

1) Pemrasaran
2). Pembahas/ moderator/ narasumber
J). Peserta

B. Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional,
sebagai:

l) Ketua

2). Anggota

C. Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan Internasional,
sebagai;

1) Ketua

21. Anggota
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NO SUB UNSUR YANG DINILAI
ANGI(A IGTEDIT MENURUT

INSTAI{SI PENGUSUL TIM PENILN
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

I 2 3 4 5 6 7 8
3 Keanggotaan dalam organisasi profesi

A. Menjadi Anggota Organisasi Tingkat
Internasional / Nasional, sebagai:

r) Pengurus Aktif
2). Anggota Aktif

B. Menjadi Anggota Organisasi Tingkat
Provin si / Kabu paten / Kota, sebagai :

1) Pengurus Aktif
21. Anggota Aktif

+ Keanggotaan dalam Tim Penilai

Keanggotaan Tim Penilai, sebagai:

A. Ketua/Wakil Ketua

B. Anggota

5 Perolehan pen ghargaan/ tanda jasa

A. Me mperoleh penghargaan/tanda jasa Satya
Lancana Karya Satya

1) 30 (tiga puluh) tahun lebih

2). 20 (dua puluh) tahun
3). l0 (sepuluh) tahun

6 Perolehan gelar kesarjanaan lainnya
A. Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuar bidang

tugasnya

r) Doktor (S3)

21. Pasca Sarjana (S2)

3). Sarjana (S 1)/ Diploma IV (DIV)

Pembinaan kader non Pranata Nuklir
Memberikan bimbingan penuh kader ilmiah sampai
mencapai Diploma III, per orang sebagai Pembimbing
pendamping

A. Doktor (S3), per orang sebagai:

r) Pembimbing pendamping
B. Pasca Sarjana (S2), per orang sebagai:

i) Pembimbing utama
2). Pembimbing pendamping
3). Penguji Pasca sarjana

Sarjana (S1)/Diploma IV/Diploma III, per orang
sebagar:

1) Pembimbing utama
2). Pembimbing pendamping

3). Penguji

JUMLAH UNSUR PENUNJANG

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG
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Butir Kegiatan Jenjang di atas/di bawah *)

2 3 4 5 6 7 8

JUIVILAH UNSUR UTAIIIA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Drcoret yang tidal< perlu
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III LAMPIRAN PENDUKUITG DUPAK:

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan
2. Surat pernyataan melakukan kegiatan

3. Surat pernyataan melakukan kegiatan

4. Surat pernyataan melakukan kegiatan

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan

6. dan seterusnva

NIP.

IV Catatan PeJabat Pengusul :

1.

2.

4. dan seterusnya

(Jabatan)

(Nama Pejabat Pengusul)

NIP.

v Catatan Anggota Tim Penllal :

1.

z-

4. dan seterusnya

(Nama Penilai l)

NIP.

(Nama Penilai II)

NIP.

IfI Catatan Ketua Tim Penilal :

1.

2.

J.

4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai

(Nama)
NIP
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ANAK LAMPIRAN I.o
PERATURAN BERSAMA

I{EPALA BADAN TENAGA NUKI,IR NASIONAL DAN

I(EPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

RBFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR

2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL

PRANATA NUKLIR DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:

DAF*IAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR AHLI UTAMA

DAFIAR USUL PENETAPAN ANGIG KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR AHLI UTAMA

NOMOR :

KETERANGAN PERORANGAN

I Nama

2 NIP

Nomor Seri KARPEG
A Tempat Tanggal Lahir

5. Jenis Kelamin

6. Pendidikan Yang Diperhitungkan Angka Kreditnya

Pangkat / Golongan ruang/TMT

8 Jabatan Pranata Nukiir Keahlian PN Ahli Utama

9.
Lama

Baru

10.

NO SUB UNSUR YANG DINILAI

ANGI(A I(REDIT MENURUT

INSTANSI PEIYGUSUL TIM PEI{ILAI

LAIITA BARU JUMLAH LAIIIA BARU JTIMLAH
1 2 3 4 J 6 7 8

I UNSUR UTATUA

1. PENDIDII(AN

/'l. Pen didikan sekolah dan memperoleh ijazah I gelar

Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh
ijazahlgelar:

r) Doktor (S3)

2\. Magister (S2)

3). Sarjana (Sl)/ Diploma IV
B. Diklat fungsional/ teknis di bidang

kepranatanukliran dan memperoleh Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau
sertifikat

Mengikuti diklat fungsional/teknis di bidang
kepranatanukliran dan memperoleh Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau
sertifikat:

I Lamanya lebih dari 960 jam
2]|. Lamanya 641 - 960 jam
?\ Lamanya 481 - 6a0 jam
4). Lamanya 161 - a8O jam
s). Lamanya 81 - 160 jam
6), Lamanya 30 - 80 jam
7\. Lamanya kurang dari 30 jam

2. PEMANFAATAT{ ILMU PEIIGETAHUAN DAN
TEroroLocr (rPTEKl NUKLTR

A. Pengkajian Iptek Nuklir, 35 lSafetg /Keselamatan,
Seanritg / Keamanan, Safeguards/Seifgard) dan lL
(Liabilitg / Pertan ggu ngj awaban Keru gian Nu klir)

1) Pengkajian Kebijakan lptek Nuklir

a). Mengkqji kebijakan iptek nuklir ringkat
nasional



-80-

NO SUB T'I{SUR YANG DIITILAI

AITTGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILN
LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

I 2 3 4 5 6 7 8

z), )engkajian Kebijakan Keselamaran,
(eamanan dan Seifgard lSafetg, Seanntg dan
Safeguards) serta Liabtlitg

M engkaji kebij akan keselamatan,
(earnanan, seifgard dan liability tingkat
easional

rl. ian Teknoloei/Teknik Nuklir
a,. Melakukan reviu hasil pengkajian teknik/

teknologi baru
B. )enguasaan, pengembangan, dan penerapan iptek

ruklir
r). Membuat proposal untuk kegiatan

pe n gkaj ian / pen gemban gan / pene rapan /
Pemanfaatan iptek nuklir

o\ Membuat laporan hasil pengkajian/
pen gemban gan / penerap an / Pem anfaatan
iptek nuklir

c. Perencanaan

). Strate gi / program / TO R/ ke giatan
a). Merumuskan program pengkajian,

pengembangan, penerapan, dan
Pemanfaatan iptek nuklir tingkat lembaga

b). Melakukan reviu rumusan program/
kegiatan pengkqiian, pengemban gan,
penerapan dan Pemanfaatan iptek nuklir
tingkat lembaga/eselon Il

2). Program Fasilitas Nuklir
a). lMelakukan reviu perencanaan program

llnstalasi Nuklir
3). Studi Kel

dr. Melakukan reviu terhadap dokumen hasil
studi kelayakan operasi Perar-gkat Nuklir/
Instalasi Nuklir

4). Perizinan
a). Melakukan reviu dokumen perizinan

3 PENGELOLAAIT PERAXGKAT NUI(LIR

A. Peng operasian Perangkat Nuklir
1). Rencana uji fungsi (komisioning) /kalibrasi/

operasi/ perawatan / perbaikan/ in stalasi /
pembuatan perangkat (keras atau iunak) /
dekontaminasi / dekomi sioning Perangkat
Nuklir

a). Melakukan reviu rencana uji fungsi
(komisioning) / kalibrasi / operasi/ perawata
n / perbaikan / instalasi / pembu atan
perangkat (keras atau
Iunak)/dekontaminasi/ dekomisioning
Perangkat Nuklir

2). Sistem Mutu
a). Melakukan reviu Instruksi Kerja/Prosedur

Kerja/Panduan Mutu
3). Uji fungsi (komisioning) / kalibrasi/

pengoperasian/ perawatatl/ perbaikan /
instalasi/pembuatan (perangkat keras atau
Iunak) /dekontaminasi/ dekomisioning
Perangkat Nuklir.

a), Melakukan reviu dokumen hasil kegiatan
uji fungsi (komisioning)/
kalibrasi / operasi/ perawatan /
perbaikan/instalasi / pembu atan
perangkat (keras atau lunak)/
dekontarninasi / dekomisioning Perangkat
Nuklir kelas III

b). Melakukan reviu dokunren hasil kegiatan
uji fungsi (komisioning)/
kalibrasi/ operasi/ perawatan /
perbaikan / instalasi / pembuatan
perangkat (keras atau lunak)/
dekontaminasi / dekomi sionin g Pe ran gkat
Nuklir kelas II
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NO SI'B I,'NSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSI'L TIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAIT LAMA BARU JI'MLAH
1 2 3 4 J 6 7 I

c). Melakukan reviu dokumen hasil kegiatan
uji fungsi (komisioning) /
kalibrasi/operasi/ perawaran/ perbaikan/
instalasi/ pembuatan perangkat (keras
atau lunak) / dekontaminasi/
dekomisioning Perangkat Nuklir kelas I

4). Pemanfaatan Perangkat Nuklir untuk
pengkajian, pengembangan, dan penerapan
iptek nuklir
a) Melakukan reviu pelaksanaan kegiatan

Pemanfaatan Perangkat Nuklir untuk
pengkajian, pengembangan, dan
penerapan iptek nuklir

s). Penanggulangan Kedaruratan Nuklir
a. Melakukan reviu simulasi kesiapsiagaan/

penanggulangan kedaruratan nu klir /
remediasi lokal

B. Desa n, novasi, dan Renovasi Perangkat Nuklir
r) Penentuan standard/ code untuk rancangan/

pengujian
a). Menetapkan peneraDan standard/ code

21. Perancangan
a). Melakukan leviu rancangan/ prototipe,

atau implementasi desain/ inovasi atau
renovasi Perangkat Nuklir

r- Penyelen gga-raan Ke selamatan N u klir
1) Pemantauan dan pelaksanaan keselamatan

radiasi personil, daerah kerja, lingkungan dan
kesehatan kerja

a). Melakukan reviu pengelolaan keselamatan
radiasi personil / daerah kerj a/ lingkungan /
keselamatan dan kesehatan kerja atau
proteksi fisik Bahan Nuklir

2). Membuat dokumen Laporan Analisis
Keselamatan (LAK) sebagar persyaratan Ijin
Operasi Reaktor dan Instalasi Nuklir Non
Reaktor, AMDAL dan dokumen lainnya yang
sejenis

3). Pengelolaan Bahan Nuklir
a) Melakukan reviu laporan seifeard

D. Audi
r) Melakukan reviu pelaksanaan jaminan mutu

4 PENGEMBANGAN PROFESI
A Pembuatan Karya Tulis/ Karya Ilmiah di bidang

Kepranatanukliran;
r). Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah hasil

penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di
bidan g Kepranatanukliran yan g
dipublikasikan dalam bentuk:

a). buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

b) buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara internasional

c, maialah ilmiah
d) urnal ilmiah internasional
eJ urnal ilmiatr nasionai terakreditasi

0. prosiding ilmiah koirferensi internasional
2\. Membuat Karya Tulis/ Karira llmiah hasil

penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di
bidang Kepranatanukliran yang tidak
dipublikasikan dalam bentuk:

al. buku
b), makalatr

3). Membuat Karya Tulis/ Kar"va Ilrniah berupa
tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan
sendiri di bidang Kepranatanukliran yang
dipublikasikan dalam bentuk:

a). buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional
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NO SUB UNSUR YANG DINILAI
ANGI{A I(REDIT MENURUT

IIfSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAITTA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
I 2 3 4 5 6 7 8

b). majalah ilmiah yang diakui secara
nasional

4) Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah berupa
tinjauan atau ulasan ilmialr dengan gagasan
sendiri dalam bidang Keprenatanukliran yang
tidak dipublikasikan, dalam bentuk:

a). buku

b). makalah

s). Membuat tulisan ilmiah populer di bidang
Kepranatanukliran yang clisebarlu askan
melalui media massa

6). Menyampaikan prasaran berupa tinjauan,
gagasan dan/atau ulasan ilmiah di biclang
Kepranatanukliran pada pertemuan itmiah

B. Penerjemahan/penyaduran buku dan/atau bahan-
bahan lain di bidang Kepranatanukliran

l) Menerjemahkan/ menyadur buku di bidang
Kepranatanu kliran yang dipu blikasikan,
dalam bentuk:

al , buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

b). majalah ilmiah yg diakui oleh instansi
yang berwenallg

2). Menerjemahkanlmenyadur buku di bidang
Kepranatanukliran yang dipu blikasikan,
dalam bentuk:

a). buku

vl, makalah

3). Membuat abstrak tulisan di bidang
Keprananukliran yang dimuat dalam
pe,nerbitan

C. Penyu sunan buku pedoman /ketentuan
pelaksanaan/ketentuan teknis rli bidang
Kepranatanuldiran

1) Membuat buku pedoman di bidang
Keprananukliran

2). Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang
Keprananukliran

3). Membuat ketentuan teknis di bidang
Keprananukliran

D. Pengembangan teknologi tepat guna di bidang
Kepranatanukliran

Mengembangkan teknologi tepat guna di
bidang Kepranatanukliran

Perolehan paten

I,' Paten sederhana

2\. Paten

F. Perolehan Lisensi/ Brevet

l) Tingkat I

2). Tingkat II

3). Tingkat III

JUMLAH UNSUR UTAMA I S.D 3
n. UilSUR PEIYUNJANG

PEN I,'NJANG TUGAS PRANATA NUIGIR

Pengajar/Pelat
kepranatanukl

h pada diklat fungsional/teknis bidang
ran

Mengajar/melatih pada diklat fungsional/ teknis
bidang I(epranatanukliran

2 Peserta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang
Kepranatanukliran

A. Mengikuti seminar/lokakarya/ l<onferensi di
bidang l(epranatanukliran, sebagar:

1) Pemrasaran

2). Pernbahas/ moderator,/ narasu m ber

3) Peserta
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NO SUB UNSUR YANG DINITAI
ANGKA I{REDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSTJL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAII
I 2 3 5 6 7 8

B. Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional,
sebagai:

Lt Ketua

2). Anggota

C. Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan Internasional,
sebagar:

1) Ketua

2). Anggota

3 Keanggotaan dalerm organisasi profesi
Menladi Anggota Organisasi Tingkat
Internasional/ Nasional, sebagai:

1) Pengurus Aktif
zl. Anggota Aktif

B. Menjadi Anggota Organisasi Tingkat
Provinsi/ Kabupaten/ Kota, sebagai:

1) Pengurus Aktif
2). Anggota Aktif

4 Keanggotaan dalam Tim Penilai

Keanggotaan Tim Penilai, sebagai:

n. Ketua/ Wakil ketua

B. Anggota

5 Perolehan penghargaan / tanda j asa

A. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya
Lancana Karya Satya

r), 30 (tiga puluh) tahun lebih

2l,l 20 (dua puluh) tahun

3). lO (sepuluh) tahun
6 Perolehan gelar kesar;€rnaan lainnya

A. Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang
tugasnya

1) Doktor (S3)

21. Pasca Sarjana (S2)

3). Sarjana (S1)/ Diploma IV (DIV)

7 Pembinaan kader non Pranata Nuklir
Memberikan bimbingan penuh kader ilmiah sampai
mencapai Diploma III, per orang sebagai Pembimbing

A. Doktor (S3), per orang sebagai:
r) Pembimbing utama
21. Pembimbing pendamping
3). Penguji Doktor

B. Pasca Sarjana (S2), per orang sebagai:

r) Pembimbing utama
2). Pembimbing pendamping
JJ. Penguji Pasca sarjana

C. Sarjana (Sl)/Diploma IV/Diploma llt, per orang
sebagai:

1\ Pembimbing utama
21. Pembimbing pendamping
AIrl. Penguji

JUMLAH UNSUR PENUNJANG

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG
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di atas/di bawah

JUMLAH UNSUR UTAITIA DAI{ I'NSUR PENUNJAIIG

*) Dicoret yang tidak perlu
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III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK:

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan

2. Surat pernyataan melakukan kegiatan

3. Surat pernyataan r,nelakukan kegiatan

4. Surat pernyataar melakukan kegiatan

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan

6, dan seterusnya

NIP.

IV Catatan PeJabat Pengucul

I.
2.

?

4. dan seterusnya

(Jabatan)

(Nama Pejabat Pengusul)

NIP.

v Catatan Anggota Tlm Penllal :

l.
2.

?

4. dan seterusnya

(Nama Penilai I)

NIP,

(Nama Penilai Il)

NIP

VI Cetatan Ketua Tlm Penllal :

1.

2.

3,

4. dan seterusnya

Ket.ua Tim Penilai

(Nama)
NIP.
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ANAK LAMPIRAN I-P
PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
RBFORMASI BIROKRASI NOMOR 2 TAHUN 2OI4
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERTVYATAAN TELAH MENGIKUTI
PENDIDIKAN

SURAT PERNYATAAN

TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/ golon gan ruang
Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Telah mengikuti Pendidikan sebagai berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung

No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Kesiatan

Angka
Kredit

Jumlah
Angka
Kredit

Keterangan/
bukti fisik

I 2 3 4 5 6 7 8
I
2.
3.
4.
5.

dst
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ANAK LAMPIRAN I-q
PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 2 TAHUN 2OI4
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH
MELAKUKAN KEGIATAN PEMANFAATAN
IPTEK NUKLIR

SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN PEMANFAATAN IPTEK NUKLIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Telah melakukan kegiatan pemanfaatan iptek nuklir sebagai berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung

NIP

No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Kesiatan

Angka
Kredit

Jumlah
Angka
Kredit

Keterangan/
bukti fisik

I 2 3 4 5 6 7 8
I
2.
3.
4.
5.

dst
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ANAK LAMPIRAN I-T
PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 2 TAHUN 2OI4
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN PENGELOLAAN PERANGKAT
NUKLIR

SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN PENGELOLAAN PERANGKAT NUKLIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/ golon gan ruang/ TMT
Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Telah melakukan k t nuklir se i berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung

Uraian Kegiatan
Keterangan/
bukti fisik
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ANAK LAMPIRAN I-S
PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN TBNAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMAST BIROKRASI NOMOR 2 TAHUN 2OL4
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
DAN ANGKA KREDITNYA

Nama
NIP
Pangkat/ golon gan ruang/ TMT
Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/ TMT
Jabatan
Unit kerja

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Kesiatan

Angka
Kredit

Jumlah
Angka
Kredit

Keterangan/
bukti fisik

I 2 3 4 5 6 7 8
1

2.
3.
4.
5.

dst



-90-

ANAK LAMPIRAN I-t
PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 2 TAHUN 2OI4
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN PENUNJANG TUGAS PRANATA
NUKLIR

SURAT PERI{YATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS PRANATA NUKLIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ......
NIP : ......
Pangkat/golongan ruang/TMT : .........
Jabatan : .........
Unit keda : ......

Menyatakan bahwa:

Nama : ......
NIP : ......
Pangkat/golongan ruang/TMT : ......
Jabatan : .........
Unit kerja : .......

Telah melakukan kegiatan penunjang tugas pranata nuklir sebagai berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

......'..t

Atasan Langsung

No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Keeiatan

Angka
Kredit

Jumlah
Angka
Kredit

Keterangan/
bukti fisik

1 2 3 4 5 6 7 8
I
2.
3.
4.
5.

dst
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ANAK LAMPIRAN I-U
PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 2 TAHUN 2OI4
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
PENETAPAN ANGI(A KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR:

ASLI disampaikan dengan hormat kepada: Ditetapkan di ....
Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan *) Pada tanggal ......

Tembusan disampaikan kepada:
1. Pranata Nuklir yang bersangkutan;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; Nama Lengkap
3. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/ NIP. ...

Bagian Kepegawaian instansi yang bersanglrutan; dal
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.
*) Coret yang tidak perlu.

KETERANGAN PERORANGAN

I Nama

2 NIP

3 Nomor Seri I(ARPEG

4 Pangkat/Golongan ruang TMT

J Tempat dan Tanggal lahir

6 Jenis Kelamin

7 Pendidikan Tertinggi

8 Jabatan Fungsional/TMT

9 Unit Ke4'a

n PENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA BARU JUMLAH

I UNSUR UTAMA

A Pendidikan
1) Pendidikan formal
2) Diklat fungsional di bidang kepranatanukliran serta

memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan
{STTPP) atau sertifikat

3) Diklat Praiabatan
B Pemanfaatan iptek nuklir
C Pengelolaan perangkat nuklir
D Pengembangan profesi
Jumlah Unsur Utama

2. UNSUR PENUNJANG
Penunjang Trrgas Pranata Nuklir
Jumlah Unsur Penunians

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

III DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIANGKAT/DINAIKKAN*} DALAM JABATAN ........
PANGKAT ... / TMT.

,/
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ANAK LAMPIRAN I-v
PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 2 TAHUN 2OI+
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN KENAII{AN JABATAN DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

: 1.
2.

3.

4.

KEPUTUSAN
KEPALA/ GUBERNUR / BVP ATr / WALIKOTA*)

NOMOR :............
TENTANG

KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR

KEPALA/ GUBERNUR/ B UPATr / WALIKOTA, *)

a. batrwa Saudara NIP .......... berdasarkan Penetapan Angka Kredit...... ...Nomor ......,
tanggal: memenuhi syarat untuk dinaikkan dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir;

b. sebagai pelaksanaaN dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2OI4 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
dan Angka Ifteditnya dan Peraturan Bersama Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomor ... Tahun 2OI4 dan Nomor ... Tahun 2074 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 2 Tahun 2Ol4 tentang Jabatan F\rngsional Pranata Nuklir dan Angka Ifueditnya
dipandang perlu untuk mengangkat Saudara .. dalam Jabatan Fungsional
Pranata Nuklir;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2OO3 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2Ol4

5. Peraturan Bersama Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor....Tahun 2074 dan Nomor......Tahun 2OI4;

MEMUTUSKAN:

mengangkat Pegawai Negeri Sipil:

ruang/TMT

Pranata Jabatan Fungsional

rip;ii; k;;;lil il; i;;i;i;;;;a$;i i;;k;iiil; ;;; il;;;;;;; akan diadakan perbaikan
dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui
dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

TEMBUSAN:

NIP.

*)

4.
J.

1. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional;
2. Kebala Badan KepeEawaian Neeara/Ki (e.giolal p KN_yang b e rsan gku tan ;

Biro / Baeian Kenesawaian
2. Kebala Badan Keoeiawaian Nesa.ralKantor Reeional BKN vane bersan
3 . Keir ala B KD Provin si / Kab u pate"n 7 Kota atau Biio / B agian Ite p e"gawaian

inslansi vans bersanekutan :*)
lgj ab.atyan{berwenlng qeir6tapkan angka_ kreditlPeiabat yang berwenane menbtapkan anska kredit:
Kdp ala Kant--or Pelayan da Perberfd aharadir N e gar a / Kep ala Biro / Bagian
yang bersanekutan-:*)

6. Peja'bat lain lang diahggap perlu.
*) Coret yang tidak perlu.
"*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

Keuangan Daerah
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ANAK LAMPIRAN I-w
PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 2 TAHUN 2OI4
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERINGATAN

SURAT PERINGATAN

Nomor :

DARI
KEPADA YTH. : ...
ALAMAT
TANGGAL

1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa :

Nama
NIP

Jabatan
Unit kerja

sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah tahun menduduki jabatan
tetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan sejumlah

2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2OI4 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka
Kreditnya dan Peraturan Bersama Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor ...Tahun 2Ol4 dan Nomor .... Tahun 2OI4 diminta agar Saudara dapat
memenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan.

3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara
dari Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.

4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

pada tanggal : ......

NIP.

Tembusan:
l' Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)

2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
yang bersangkutan; *)

3. Pimpinan unit kerja Pranata Nuklir yang bersangkutan;
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
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ANAK LAMPIRAN I-X
PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 2 TAHUN 2OI4
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
DAN ANGKA KREDITT{YA

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA
DARI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR

KEPUTUSAN
KEPALA / GUBERNUR / B UPATr / WALIKOTA*)

NOMOR : .......

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR

KEPALA/ GUBERNUR/ BUPATI / WALIKOTA, *)

Menimbang : a. bahwa Saudara NIP jabatan... pangkat/
golongan ruang ,... terhitung mulai tanggal . berdasarkan keputusan
pejabat yang berwenang Nomor tanggal ........;

b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil
dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir, dipandang perlu membebaskan sementara
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Pranata Nuklir;

Mengingat : l. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2014;

5. Peraturan Bersama Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor ....Tahun 2OL4 dan Nomor ......Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... membebaskan sementa.ra dari Jabatan Pranata Nuklir:

a. Nama
b. NIP
c. Pangftat/Golongan ruang/TMT : .........
d. Unit Kerja : ......

KEDUA : ....... ..........**)
KBTIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan

perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui
dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di :........
pada tanggal :.......

NIP.

TEMBUSAN:
l. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
3. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten /Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian

instansi yang bersangkutan ;*)4. Pejabat yang berwen^ng menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah

yang bersanglrutan.*)
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.
*) Coret yang tidak perlu.
"*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu,
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ANAK LAMPIRAN I-y
PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 2 TAHUN
2OI4 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA
NUKLIR DAN ANGKA KREDITI\ryA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR

Menimbang

Mengingat : 1.
2.

3.

4.

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

NIP.

TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten lKota atau Biro/Bagian Kepegawaian

instansi yang bersangkutan ;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah

yang bersanglnrtan;*)
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.
*) Coret yang tidak perlu.
*") Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

KEPUTUSAN
KEPALA / G UBERNUR / BUPATT / WALIKOTA* )

NOMOR:........ 
ffi;;;;

PENGANGI{ATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR

KEPALA / GUBERNUR / BUPATI / WALIKOTA

a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 36 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2Ol4 tentang Jabatan Fungsional
Pranata Nuklir dan Angka Ifteditnya, dipandang perlu untuk mengangkat kembali Saudara

. dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintatr Nomor 40 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2OO3 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2OI4:

5. Peraturan Bersama Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor ....Tahun 2Ol4 dan Nomor ......Tahun 2Ol4;

MEMUTUSKAN :

Terhitung mulai tanggal
a. Nama
b. NIP
c. Pangkat/golongan ruang/TMT
d. Unit kerja

Dalamjabatan ........ dengan

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan
dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui
dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal
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ANAK LAMPIRAN I-z
PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 2 TAHUN
2OT4 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA
NUKLIR DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN
DARI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR

KEPUTUSAN
KEPALA/ GUBERNUR / BUPATI / WALIKOTA*)

NOMOR : ........
TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PRANATA NUKLIR
KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUI.IYAI

KEKUATAN HUKUM TETAP/TIDAK DAPAT MENGUMPULI(AN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN *)

Menimbang

KEPALA / GUB ERNUR / B UPATI / WALIKOTA, *)

: a. bahwa Saudara NIP ... jabatan pangkat/golongan
ruang terhitung mulai tanggal berdasarkan keputusan
pejabat yang berwenang Nomor . tanggal .......telah dijatuhi
hukuman disiplin tingkat berat/dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam
jangka waktu I (satu) tahun sejak dibebaskan sementara *);

b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil
dalam Jabatan Fungsiona-l Pranata Nuklir dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri
Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2OO3 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2O74;
6. Peraturan Bersama Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian

Negara Nomor ....Tahun 2OI4 dan Nomor ......Tahun 2Ql4;

MEMUTUSKAN :

Terhitung mulai tanggal memberhentikan dengan hormat dari
Jabatan Fungsional Pranata Nuklir:

Menetapkan
PERTAMA :

KEDUA
KBTIGA
KEEMPAT

Nama
NIP
Pangkat/Golongan ruang/TMT :

Unit Ke{a :

a.
b.
c.
d.

:::::::::':::'''.::.':..:::::.:::'::::.''...:::::::.....:...''.'.........'...........'.''''''.'.':::::''.''''''..':]:::::::
Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan
perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional;
2. Keirala Badan Kepefawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; ")3. Keirala pKD SopinSiT-eXO Kab-[rpaien /Kota at"au Biro/Bagian-Kepegawaian

rnst€rnsr yang bersanglrutan ;*l4. Peiabat fan{berwenane menetapkan anska kredit:
5. Kdpal-a Kant-or Pelayandr Perbeddaharadir Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah

vang bersangKutan:-l
6. Pejdbat lain"yang di'anggap perlu.

") Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
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ANAK LAMPIRAN I-AA
PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 2 TAHUN 2OL4
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA
NUKLIR DAN ANGKA KREDITT{YA

CONTOH:
KEPUTUSAN PEI{YESUAIAN/ /NPASSTVG DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA
KETIGA

KEPUTUSAN
KEPALA/ GUBERNUR / BUPATI / WALI KOTA*)

NoMoR' .ffii,ii;ila

PENYESUAIAN / /IVPA SSTVG DALAM JABATAN FUNGSI ONAL PRANATA NUKLI R

KEPALA/ GUBERNUR/ BUPATI / WALIKOTA, *)

: a. bahwa Saudara NIP .......... berdasarkan Penetapan Angka Kredit...... ...Nomor ......,
tanggal: dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata
Nuklir melalui penyesuai xt I inpassing.

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, dipandang perlu menetapkan keputusart
penyesuaianlinpassing dalam jabatan dan angka kredit Pranata Nuklir.

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OIa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2OL4;
5. Peraturan Bersama Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Kepala Badan Kepegawaiart

Negara Nomor ....Tahun 2Ol4 dan Nomor ......Tahun 2Ol4;
MEMUTUSI(AN :

: Pegawai Negeri Sipil di bawah ini :

a. Nama :......
b. NIP : ......
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : .......
d. Unit Keda : .......
Terhitung mulai tanggal............disesuaikan dalam jabatan dengan angka kredit sebesar
............(.......,...) sesuai dengan lampiran X Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 20L4.

r ....... ...........**)
: Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan

perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui
dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

l. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional;
?. 4eb4a Bada4r Kepefawaian Negara/Khntor Regional BKN yang bersangkutan;*)
3. Keirala pKD {opinsi/-BKD K3b-lrpaien atau KoTa atau BirolBd'Sran Kepegawaian

rnstansl yang bersangkutan ;*)4. Peiabat van{berwendne meiretapkan aneka kredit:
5. Kepal-a Kant-or Perbenddhara€ur dan KasT{egara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah

vang bersanskutan:*)
6. i'ejabat lain"yang didnggap perlu.
*) Coret vane tidak perlu.
"*) Diisi apabila ada ilenambahan diktum yang dianggap perlu.



P END AYA 
" 
*,ffiTrlHn-R NE'ARA

DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAI{U}T 2OL4
TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR DAN ANGKA KREDITT\TYA

DEI.IGAN RAHMAT TUHAN YANG MATIA ESA
MENTERI PENDAYAGIJNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. batrwa Keputusan Menteri pendayagunaan Apararur

Negara Nomor: r49 /r<EplM.pAN / rr / 2oog i"rrt"rrg
Jabata' F\rngsional pranata Nuklir dan Angka lfteditnya
masih terdapat kelnrrangan dan belum dapat memenuhi
tuntutan kebutuhan sehingga perlu diganti;

Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud daram hunif a, perlu rrrenetapkan perahrrarr
Mcnteri pendayagunaall Aparatur Negara dan Refonnasi
Birokrasi Republik Indonesia tenterrg Jabatan Fungsional
Pranata Nuklir dan Angka ltreditnya;

: 1. unclang-undang Nornor g. T'ahun lgr4 tentang pokok_
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indorresia Tahun rgr4 Nomor 5s, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indo'esia Nomor 3041), sebagaimana
telah diubah dengan undang-undang Nomor +c r"rrr.r,
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur t 1999Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 3g9O);

2 ' undang-undang Nomor r o Tahun rggl tenrang
Ketenaganukiiran (Lembaraq Negara Repriblik Indonesia
Tahun Lggr Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia l{omor 36761;

3. Peraturan penrerintah Nomor 16 Tahun Lgg4 tenta'g
Jabatan Fungsionar pegawai Negeri sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tatrun Lgg4 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor
3547), sebagainlana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2oio (Lembaran Negara
Republil< Inconesia Tahun 20ro Nomor .5r, Tambahan
Lembaran Negara Repubrik Incronesia Iromo r sr2rr;

4. Peraturan ...
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4. Peraturan pemerintah Nomor gT Tatrun 2oo0 tentangForsrasi pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara RepublikIndonesia ?atrun 2000 Nomor Lg4, Tambaha' Lembara'Negera Repubrik Inconesia Nomor 4orsi, sebagaima'a
telah diubah dengan Peraturan Pemerintatr Nomor s4Tatrun zeog (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tatrun 2oog Nomor !22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4332);

5. Perat,ra' pemenntah Nomor gg rahun 2ooo tentangPengadaa' pegarvai Negeri sipil (Lcmbara' Negara
Republik Indonesia Tatrun 2ooo Nomor rgs, Tambatran
kmbarasr Negara Repubrik Indonesia Nomor 4016),
sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah
Nomor r I Tahun 2oo2 (Lembara' Negara Republilc
Indonesia Tatrun zooz Nomor 3 r, Tarrrbatra' Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomo r 41921;

6. Perahrra' pemerintah Nomor gg Tatrun zooo tenta'g
Kenailcan pa.gkat pegawai Negeri sipil (Lembaran Ncga^-a
Republik Indonesia Tahun 2ooo Nomor 196, Tarrrbatran
Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 4oLTl,
sebagaimana telah diubah derrgan Peraturari pemerintatr
Nomor L2 Tatrun 20e2, (Lembaran Negaia Republik
Irrdonesia Tatrun 2oo2 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Ind.onesia Nomor 4I93);

7. Peratwan pemerinrah lrlomor ror rahun 2ooo tentang
Pendidikan dan pelatiharr Jabatan pegawai Negeri sipil(Lembara' Negara Repubrik Indonesia Tahun 2oo0Nomor r9B, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Irrdonesia 4019);

8. Peraturarr pemerintah Nomor g Tahun 2003 tentangWewenang pengangkatan, pemindahan, dan
Pemberherrtio,n pegawai Negeri sipil (Lembara' Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor rs, Tambahan
Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 4262),
sebagaimana telah ctiubah dengan peratura' pemerintah
Nomor 6g Tatrun 2009 (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun ZOO} Nomor 164);

9. Peratura'pennerintah Nomor s3 Tahun 2010 tentang
Disiplin pegawai Negeri sipii (Lembaran Negara Repubrik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tanrbaha. Lembara'
Negara Republik Indonesia Nomor SlS5);

10. Peraturan...
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10. Peraturan pemerintatr Nomor 46 Tatrun zoLL tentang
Penilaian prestasi Kerja pegawai Negeri sipil (Lembara'
Negara Republik Indonesia Tatrrrn 2ort Nosror L2L,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258);

1 1. Peraturan presiden Nornor +T Tahun 2oog tenta'g
Pembentukern dan orga'isasi Kementerian Negara
sebagaimana telatr beberapa kali diubatr terakhir denga'
Peraturan presiden Ncmor ss ratrwr 20ra (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2otg Nomor r2s);

12. Peraturarr presiden Nomor 24 Tahun 2qro tentangKeduduka', T\rgas, da' Fungsi Kementerian Negara
r serra susunan organisasi, T\rgas, da' F'ngsi Eselon I

Kementerian Negara sebagaimana teiah beLrapa kalidiubah terakhir denga' perat.ra' presiden Nomor s6Tatrun 2013 (Lcmbaran Negara Republik Indonesia
Tatrun 2013 Nomor L26l;

13- Keputusan presiden Nomor gr rahun 1999 tentang
Rumpun Jabata' F\rngsional pegawai Negeri sipil,
sebagaimana telah diubatr <iengan Peratgran presirlen
Nomor gr Tahun 2orz ,(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 2BS);

14. Keputusan prcsiden llomor sglp Tahun 2o1r;
UIEMUTUSI(AN:

MCNCTAPKAN : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATURNEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REFUBLIK
INDONESIA TEI\I1hNG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA
NUKLIR DAN ANGKA KREDITIVYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

pasal I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud denga':
1' Jabatan F'ngsional pranata Nuklir adalatr jabatan yangmempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab,

we-vvenang, dan hak untuk melalcsanakan kegiatan
kepranatanukliran.

2. pranata Nukrir adarah pegaw-ai Negeri sipil (pNS) yang
diberi tugas, tanggung jawab, *"*.na'g da' hak secarapenr:h un tuk melaksanalcan kegiata' kepranata'ukliran.

3' Kepranatanukliran adalatr kegiaten ilmiah danprofesional yang berkaitan dengan pemanfaafan ilmupengetahuan dan teknologi (iptek) nuklir dan pengelolaa'
perangkat nuklir"

4. Pemarrfaatan ...
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4, Pema'faah' adalah kegratan yang berkaita' denga'tenaga nukrir yang meliputi penelitia', pengembangan,
penanbarrga-n, pembuatan, produksi, -o"rrg*gkutar:,
penyimparran, pengalihan, ekspor, impor, penggunaarl,
dekomisioning, dan pengelolaan limbah radioaktif unhrk
meningkatkan kesej ahteraan rakyat.

5. Pengelolaa' perangkat Nukrir adalatr kegiata' yaJrgmeliputi pengoPerasian, desain, inovasi da' renovasiperangkat nuklir dan penyelenggaraan keselamatan
nukiir serta audit.

6. Pera'gkat Nuklir adarah peralata' nr-rkrir, komponen
instalasi nuklir', instalasi radiasi pengion, sistem ba'tuinstalasi nukrir dan/arau sarana pemanfaatan iprek
nuklir.

7, Tenaga Nuklir adalah tenaga dalarn benhrk apapun yang
dibebaska' dalam proses transformasi inti, lermasuk
tenaga yang berasal dari sumber radiasi pengion.

8. Ketenaganuklira' adarah har yang berkaitan denge.'
Pema'faatan, pengcmbangan, da' penguasaan ilnru
pengetairuan" dan telcnolog: nuklir serta pengawasan
kegiatan yang berkaitan dengan Tenaga Nuklir.

9. Radiasi pengion ada-rah gciombang eiektromagnetik dan
partikel bennuatan yang karena energi yang dimilikinya
rrrs,nrpu mengioni sasi media yang dilaluinya.

10. Bahan Nuklir adarah bahan yang dapat menghasilka:r
reaksi pemhelallan inli berantai atau baha'yang diubah
menjadi bahran yang dapat menghasilka' reaksi
pembelahan inti berantai.

I 1. Instalasi Nuklir aclalah:

a. reaktor.nuklir;

b. fasilitas ya'rg digunalcan untuk pemurnian, konversi,
pengayaan Bahan Nukrir, fabrikasi bahan bakar
'uklir dan/atau pengolahan ura'g bahan bakar
nuklir bekas; dan/atau

c' fasilitas yang crigunakan untuk menyimpan bahan
b^kar nuklir dan bahan bakar nukrir bekas.

12. Reaktor Ntrklir adaiah alat atau instdasi yang dijalanka'
dengan bahan bakar nukrir yang dapat menghasilkan
reaksi inri berantai ya'g ter.kendali dan digunakan untuk
pernbangkitan daya, atau penelitian , danf a[au produksi
radioisotop.

13. Dekomisioning ...
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13' Dekomisioning adalatr suatu kegiata' ,-lnrkmenghentikan beroperasinya Instalasi Nuklir secaratetap, a'tara lain dilarrukan pemindalran baharr bakarnuklir dari teras rearctor, pembongrcara' kompo'en
reaktor, pembongkaran t'asilitas twt 65;tt, dekontaminasi
dan pengamanan akhir.

14. Keselamatan Nuklir adalatr pencapaian kondisi operasiyang ditetapka', pencegatran kecelakaa' ataupernbatasa' konseritrensi keceralcaan sehingga
memberikan perrindungan kepada pekeda. masyarakat
dan ling}mngan dari bahaya radiasi.

15. Angka Kredit adatah sahran nilai darf setiap butir
kegiatan dan/atau atnrnutasi butir-butir kcgiatan i,anghanrs dicapai oreh Frapsl" Nuklir dalan rangka
pembinaan karie r kepangkatan dan j abatanrrya.

16' Tim Penilai Angka Iftccrit Jabatan F\'rssional pranata
Nuklir yang selanjutnya d,isebut Tim Pcnitai adalah timyang dibentuk dan ditctaplcan sleh pcjabat yang
berwenang dan berhrgas menilai prestasi kerja pranata
Nuldir.

17 - r{orya Ttrlis/Karya Ilsdah adatatr tuLisan hasil pokok
pikira', pengembangan <lan hasil kajian/penelitiarl yang
disusun oleh pramata N,krir baik. perorangan ata.u
kelompok di bidang Kepranatanukliran.

18- orga'isasi profesi adaratr organisasi profesi pranata
Nuklir yang bertugas mengatur da' menetapkan prinsip-
prinsip profesionalisme cta' .etika ha'ata N'krir.

19' Penghargaan/Ta'da Jasa adarah pengharga art/tand,ajasa Satya Lancana Karya Satya

BAB II
RUMPUN JABATAN, KEDUDIJI(AI.I, DAI.I TUGAS PoKoK

Bagran Kesahr
Rumpun Jabatan

pasal 2
Jabata' F\rngsional pranata Nuklir termasuk dalarn runrpun
fisika, kimia dan yang berkaitan.

Bagian Kedua
Kedudukan

pasal 3
(1) Jaba'tan F\rngsional Pranata Nuldir berkedudukan

sebagai pelaksa'a teloris di bidang Kcpranatanrrlcliran.

(21 Jabatall ...



-6-

(2) Jabata' F\rngsional pranata Nuklir sebagaimana
dirnaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier yang
diduduki oleh pNS.

Bagian Ketiga
T\rgas pokok

Pasal 4
T\rgas pokolc pranata N*krir yaitu melaksanat€n kegiata'Kepranata'uklira' yang meliputi pema'faatan iptek rr,rui,
dan Pengelolaan perangkat Nukiir.

BAB III
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

pasal S

Insta'si Pembi'a Jabatan Fr.rngsionar pra'ata Nukrir adalah
Badan Tenaga Nuklir Nasional yang sela'jutnya disebut
tsATAIV.

pasal 6
(1) Instansi Pembina Jabatan F'ngsionar pranata Nuklir

sebagaimana direaksud datam pasal 5 mempunyai tugas,
antara lain:

a. menJnisun ketentuan teknis pelaksanaan Jabatan
I.\ngsionai pranau Nuklir;

b. menJrusun dan rrrenetapkan pedoman formasi
Jabatan F\rngsional pranata Nuklir;

c. mengembangkan dan menJrusun standar kornpetensi
Jabatan F\rngsional pranata Nuklir;

d' menlansun pedoman penulisan lGrya Tulis/K a{}ta
Ihdah di bidang Kepranatanukliran;

e. menyusun kuriln:lurn pendidikan dan pelatihan
(diklat) fungsional/ teknis di bidang
Kepranatanr_rlCiran;

f. menyelenggarakan diklat fungsional/teknis di bida'g
KepranatanukJiran;

g. menyelenggai'akan uji kompetensi Jabatan
F\rngsional pranata NukJir;

h. menganalisis kebutuha' diklat fungsion.il/teknis di
bidang Kepranatanukliran ;

i' mengusulkan tunja'gan dan peqpanjangan batas
usia pensiun Jabatan Ftrngsional pra'ata Nuklir;

j. mengembangkan ...
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j. mengemba'gka' sistem informssi Jabata.Ftrngsional pranata Nuklir;
k. memfasilitasi peraksansen trrgas pokok Jabata'Fungsional Ftanaia Nuklir;
l. melarcrrka' sosialisasi Jabata' F\rngsionar prqnata

Nuklir, ketent'a' pelaksa'aannya, da' ketenhra'
teknisnya;

m. memfasilitasi pembentukan orgarrisasi profesipranata Nuklir;

'', memfasilitasi pen]rusunan da' peneiapa' etikaprofesi den kodc etik pran'.ta Nuklir; dan
o. melar*kan ruonitoring da' evaruasi pelarcsanaan

Jabatan I\rngsional pranata Nuklir.
,r) 

lfr:i - 
pembina dalam rangfta metaksanal€n hrgaspemDrnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaa' Jabata'F\rngsional pra'ata Nuklir secara ucrtata sesuai denga'perkembangan pelarcsa'aan pcmbinaa'. kepada Mcnteriyang berta'ggungiawab di bidang pendayaguraanaparatur negara dengan tenbusan Kepala Barlan

Kepcgawaian Negar.a.

BAB IV
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGA}.J RUANG

pasal 7
(1) Jabatan Fungsionar pranata Nuklir terd,iri dari:

a. Pranata Nuklir Tingkat Terampil; dan
b. pranate. Nuklir Tingkat Ahti.

(2) Jenjang jabatan Pranata Nuklir Tingkat Terampil dariyang pding rendah sampai dengan v*g paling tinggi,yaitu:

a. pranata Nuklir peleksana;

b. Pranata Nuklir pelaksana Lanjutan; dan
c. pranata Nuklir pcnyelia.

(3) Jenjang jabatan pra'ata Nurfir Tingkat Ahri dari yangpaling rendatr sarnpai dengarr yang paring tirrggi, yait':
a. Pranata Nuklir pertama;

b. Pranata NukUr Muda;
c. Pranata Nuklir Madya; dan
d. Pranata Nutclir Utanra.

{4) Pangkat ...
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(4) Pangkat, golongan ralang Pranata Nulclir Tingkat Terampil
sebagaimane_ dimaksud pada ayat (2), yaihr:
a. Pranata Nuklir pelaksana;

l. Pangkat pengatur, golongan ruang II/c; dan
2. Pangkat pengahrr Tingkat I, golongan ruan gu/d,.

b. Pranata Nukli:r pelaksana Lanjutan:
1. Pangkat penata rvluda, gorongan ruang III/a; dan
2. Pangkat penata Muda Tingkat I, golonga' ruang

rrr/ b.

c. Pranata Nuklir penyelia:

1. Pangkat penata, golongan nrang III/c; dan
2- Pangkat penata fingkat I, golo'ga'ruang rrr/d.

(5) Pangkat, golongan ruang pranata Nuklir Tingkat Ahli
sebagairnana dirnaksud pada ayat (S), yaitu:
a. Pranaig. Nuktir Pertama:.

I. Pangkat penata Muda,
2. Pangkar penata Muda

m/b.
b. Pranata Nr:klir Muda:

1. Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
2. Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruarlg rrr/d.

c. Pranata NukJir Madye.:

l. Pangkat pembina, golongan ruang Iy /a;
2, Pa'gkat Pembina Tingkat I, golongan 

'u.Eurg 
rv /b;

dan

3. Pa.gkat Pembina utama Muda, golongan ruang
IV/c.

d. Pranata Nuklir tltama:
1. Pa'gkat pembina utama Madya, golongan ruang

lV/d; dan

2. Pangkat pembina Utama, golongan ruang IV /e.
Pa'gkat, golongan ruang untuk masing-masing jenja'g
jabatan Pranata Nuklir sebagaimana dimaksud pada Lyat
(a) da' ayat (s), berdasa'kan jumlah Angka Kredit yang
ditetapkan.

golongan ruang lll/ a; dan
Tingkat I, golongarl ruang

(6)

(7) Penetapan ...
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(71 Penetapan jenjang jabatan untr,rk pengangkatan dalasr
Jabatan F\:ngsional pranata Nukllr bcrdaearkan Angka
Iftedit yang dimiliki serclah ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang menetapt*n Angka lfted,it, sehingga jenjarrg
jabatan, pangkat, golongan ruang dapat tidalc sesuai
dengan jcnjang jabatan, pangkat, golongan ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (s).

BAts V
UI.ISUR DAN Si'B UNSUR KEGI,ATAI.T

Pasal 8

unsur dan sub unsur kegiataSr pranata Nuklir yang dapat
dinilal Angka lfteditnya, tcrdiri dari:
a. pendidikan, meliputi:

1. pcndidikan sekolatr clan mempenoleh iiazatr / gelat;
2- diklat fungsiorral/tcknis di bidang Kepranatanutctiran

can m€mpenoleh surat t'anda Tanat pend.idikan d€n
Pelatihan (STTpp) atau sertilikat; dan

3. diklat PrEabatan.

b. Pemanfaatan iptek nurklir, meliputi:
1. pengkajien iptek nr:klir. gs (safetg/keseramatan,

seanitglkeamanan, saJeguardlseirgard) dan LL
(Liabtlitgl pertanggunglawaban kemgian nuklir) ;

2- penguasaan, pengernba'gan, da' penerapan iptek
nuklir; Can

3. perencanaan prograrn.

c. Pengelolaan Pera:rgkat Nuklir, meliputi:
1. pengoperasian perzurgkat Nuklir;
2, desain, inovasi, dan renovasi pera'gkat Nuldir;
3. penyelenggaraan Keselamatan Nuklir; dan
4. auciit.

d. Pengembangan profesi, meliputi:
l. pernbuatan Karya Tulis/Karya ilmiah cli bidang

Kepranatanukliran;

2. penedematran/penyaduran bulnr dan/atau baha'-
batran tain di bidang lr.epranata'ukriran;

3. penJrusunan bulnl
pelaksanaan / ketenttran
Kepranatarrukliran;

pedoman/ketenhran
teloris di bidang

4. pengembangan...
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4' pengembangan teknorogi tepat guna di bidang
Kepranatanukliran;

5. perolehan paten; dan
6. perolehan lisensi/brevet.

e. Penunjang tr,rgas pranata Nuklir, meliputi: .

1' pengajr;r/petatih pada diklat fungsional/r-elrnis bidang
Kepranirtanukliran;

2. peserta dalanr seminar/lokakar;wa/konferensi di bidang
Keprana.,.anuktiran;

3. keanggotaan dalam Organisasi profesi;
4, keanggotaan dalam Tim penilai;

5. perolehan penghargaan/Tanda Jasa;
6. perolehan gelar/ijazah diploma atau kesarja'aan

lainnya; dan
7. pembinaan ka.Cer rlon hanata Ntilclir.

BAB VI
RINCIAN KEGI.{TAN DAT.I UNSUR YAI'IG DINII.AI

DAI.AM PEMBERI.AN A}.IGKA I(REDIT
pasal 9

(1) Rincian kegiatan pranata Nukrir Tingkat Terampil sesuai
jenjang jabatan, sebagai berilnrt:
a. Pranata Nuklir pelaksana, meliputi:

1. membuat formulir/lemhar data;
2. melakrikan operasi/ perawatan/ perbaikan

Perangkat Nuktr kelas III;
3. membuat gambar teknik rancangan/peta

radiometrik, singkapan, topografik atau peta
sejenis; dan

4. melalarkan inventarisasi dosis-personil/frsik bahan
nuklir/ sumber radiasi.

b. Pra'ata Nuklir peraksa'a La'juta', meriputi:
1' mengumpulkem data daram rangka penyiapan

dolnrmen perizinan;

2. meu)rusun instnrksi kerja;
3' merekukan kegiatan uji fi:ngsi (komisioning)/

kalibrasi/instalasi/pembuata' pera'gkat (keras
atau tunak)/ dekontaminasi/Dekomisioning
Perangkat Nuklir kelas III;

4. melakrrkan ...
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4. melalmkan kegiatan qii fungsi (komisioning)/
kali brasi / ope rasi / pe rawatan / perbarl-.an / insralasi /
pembuatan perangkat (keras atau h:na1c)/
dekontaminasi/Dekomisioning perangkat Nuklir
kelas II;

5. melakukan kegiatan qji fungsi (komisioning)/
kalibrasi / o perasi/ pcrawatan/ perbaikan/ instalasi/
pembuatan pera;rgkat (keras atau lt:nak)/
dekontaminasi/Dekomisioning perangkat Nukrir
kel,as I;

6. melalmkan simulasi kesiapsiagaan/
penanggulangan kedanrratan nuklir/remediasi
lokal;

7. membuat rancangan Perangkat Nrrklir;
8. mendampin€F kegiatan inspeksi; dan

9' melakukan pembulman/pencatatan Bahan Ntrklir.
c. Pranata Nuklir Penyelia, meliputi:

1. mengfnji teknik banr (seperti teknik anarisis,
teknilc komputasi, teknik ukui, teknik saropling);

2. mengolatr data dalarn rairgka penyiapan dornrrnen
perizinan;

3. menrusun prosedur keda;

4. menyelia kegiatan uji fungsi (komisicning)/
kalibrasi / operasi/ perawatan/ perbailsn / instalasi /
pembuatan perangkat (keras atau tunak)/
dekontaminasi/Dekomisioning perangkat Nuklir
kelas III;

5. melak'lcan evaluasi kegiatan uji fungsi
(komisioning) / kalibrasi/ operasi/ pcrawatan/ perbai
kan/instalasi/pembuatan perangkat (keras atau
lunak)/dekontaminasi/Dekomisioning perangkat
Nuklir kelas III;

6. menyelia kegiatan uji fungsi (kornisioning)/
kalibras i / op eras i / peraw. atan / perbaikan / i n stalasi /
pembuatan perangkat (keras atau lunak)/
dekontaminasi/ Dekomisioning perangkat Nuklir
kelas II;

7, melalmkan evaiuasi kegiatan uji fungsi
(komisioning) / kalibrasi/ operasi/ perawatan /
perbaikan/instalasi/pcmbuatan ierangkat (keras
atau lunak)/ dekonte'ninasi/ Dekomisioning
Perangkat Nuklir ketas II;

B. menyelia ...
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8. menyelia kegiatan qii fungsi (komisioning)/
katibrasi/ operas i / perawatan / perbaika' / in stalasi /pembua'ta' perangkat fteras atau rqrr.r.)/dekontaminasii Dekomisioning pera'gkat Nuktirkelas I; --o---v

9. melalnrkarr evaluasi kegiatan qii fuhgsi(kornisioningj/ kalibrasi/ operasi/ o"r"*i.i7perbaikan/instalasi/pernbuatan perangkat (kerasatau lunal-i/ dekontaminasi/ Dekomisioningperangkat l.Juklir kelas I;
10. menyelia kegiatan si:n.rlasi kesiapsiagaan/

penanggulangan kedanrrata' nuklir/remediasi
lokal;

I I. rrrenyelia/memeriksa gambar dan rancangan,
Perangkat t{trkiir;

12. neenyiaptcan batran laporan seifgard;
13. melalmlcan kegiatan autiitee;
14. melakukan audit internal; dan
15. meralnrka' tindakan koreksi hasil audit.

(2) Rincia' kegiartan pranata l.Iukrir Tingkat Ahri sesuaijenjang jabatan, sebagai berikr:t:
a. Pranata Nuklir pertama, meliputi:

1' mengumpulka' data datam rangka penyiapan
clokumen perizinan;

2' rren,rusun rencana uji fungsi (komisioni'g)/
kalibra si / o p e ras i / p er awatan / perbaikan / in s tal as i /pembuata' perangkert (keras atau runak)/
dekontarninasi/Dekomisioning perangkat Nukrir
kelas III;

3. men)rusun instruksi kerja;
4' melarcr:kan kegiah.n uji fungsi (komisioning)/

kalibrasi/insnrasi/pembuatan lerarrgk"t (kerasatau rrrnak)/ deko'taminasi/ Dekomisioning
Perangkat Nuklir kelas III;

5' mela,'rukan lregiata' qii 'fungsi 
(komisioning)/

kalibrasi/i'stalasi/pembuatan perangkat (kerasatau lunak)/ dekontamin asiJ Dekomisioning
Peranglcat Nuklir kela.s II;

6. melal<r,rkan ...
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6' melalcukan kegiatnn qii fungsi (komisioning)/
kalibrasi/tnstalasl/pembuatan pcrangtat (keras
atau lunak)/ dekontaminasi/ Dekomisioning
Perangkat Nuktir kelas I;

7. melakukan kegiatan pemanfaatan perangkat Nuklir
. unhrk pengk4iian, ircngembanga' da' penerapan

ip'0ek nuklir;

8. melalnrkan sinulasi kcsiapsiagaan/
pcnanggulangan kedanrratan nuklir/remediasi
lokal;

9. menyiapkan dan mencari stan"dard/ sd.e . yang
diterapkan; ' 

c

10. membuat rancangan/prototipe, atau melakukan
implementasi desain/inovasi atau renovasi
Perangkat Nuklir;

1 1. mendampingi kegiatan inspeksi;
12. melalcukan pengelolaan keselafiraran radiasi

pcrsonil/daeratr kcrja/lingkungan/kesetamatan
dan kesehatan kcrja atau proteksi fisik Batran
Nuklir;

13. mernbuat laporan seifgard; dan
14. membuat dokumcn l.e,poran Analisis Keselanaatan

(LAK) sebagai persyarata' r'j.n operasi Realctor
dan Instalasi Nuklir Non Reaktor, AMDAL dan
dokumen lainnya yang sejenis.

b. Pranata Nuklir Muda, meliputi:
1. mengkaji teknik baru (seperti teknik analisis,

teknik komputasi, teknik ulcur, teknik sampling);
2. membuat usulan kegiatan tatrunan/kegiatan 5

(lima) tatrunan/ kegiatan insidental;
3. menJrusun prograrn pengoperasia' d,a' perawatan

sesuai dengan sistem manajernen keselamatan;
4. mengolatr data dalam rangka penJnapa' dolmmen

perizinan;

5. menJnrsun renca'a uji frrngsi (komisioning)/
kalibrasi/ operasi/ peraw atan / perbaikan / instalasV
pembuatan perangkat (keras atau t,nat<)/
dekontaminasi/Dekomisioning perangkat Nulclir
kelas II;

6. men5rusun prosedrrr keda;

7, nelakl:kan ...



-14-

7, melalcr'rka' evaruasi kegiatan uji fungsi(komisioni:rg)/ karibrasil operasi/ peravratan/
perbaika'/instalasi/pembuatan perangkat (kerasatau iunak)/ dekontaminasi/ Dekomisioning
Perangkat Nuklir kelas III;

8. rnelak'kan evaluasi kegiata' uji fungsi(komisionind/ kalibrasi/ operasi/ perawatan/
perbaika'/instalaei/pembuatan pera'gkat (kerasatau lunak-)/ dekontaminasi/ Dekoraisioning
Perangkat I.Iuklir kelas II;

9. melatnrkan evaluasi kegiata' uji fungsi
ftomisioning)/ kalibrasi/operasi/ perawata'/
perbaikan/instalasi/pembua^r.an pera'gkat (kerasatau lunalc)/ dekontar'inasi/ Dekomisioning
Perangkat liluklir kelas I;

10. melakrrkan evaluasi perarcsanaa' kegiatan.
Pemdnfaatan pcrangkat Nukrir 

'nhrk 
p"rrgt ayian,

pengembangan, den penerapan iptek nuklir;
1 1' rnelalnrtcan evaluasi simulasi kesiaps iagaart /penanggularrga.n kedaruratan rruklir/ rernediasi

lokal;

12. memilih standard/ codeyang diterapkan;
13. melalsukan evaluasi rancangan/ prototipe. atau

implementasi desain/ inovasi atau renovasi
Perangkat Nuklir;

14. mclakrrkan evaluasi pengelolaan keselamata'radiasi personil/daeratr kerja/lingkungan/
lceselamata' da' kesehatan keda atau proteksi
fisik Bahan Nukli.r;

I5. melalnrkan evaluasi kegiatan seifgard;
16. melakrrkan kegiatan auditee;
17. melakukan audit internal;
18. melalmkan tindakan koreksi hasil audit; da'
19. membuat dolcumen Laporan Analisis Keselamata'

(LAK) sebagai persyaratan rzin operasi Reaktor
dan Instalasi Nuklir Non Reaktor, AMDAL, dan
dol<umen lainnya yang sejenis.

c. Pranata Nuklir Madya, meliputi:
1. merrgkaji kebijakan iptek nuklir tingkat lembaga;
2. mengkaji kebijarcan keselamatan, keamanan,

seifgard, da' Iiability kerugian nukrir tingkat
lembaga;

3- menolreii



-15_

3. mengkaji teknologi banr (sepcrti proses produksi,
tcknologi pabrrkasr, teknorogt rcalctor, teknorogi
keselamatanr, dan teknologi pengoraha' rimbatr);

4' merumushan kegiata' pcngkajia', pengenrbangan,
penerapan, dan pemanfaatsn iptek nuklir tingkat
es.elon II;

5' menJrusun program qii fungsi dan kinerja unhrk
stnrlchrr, sistem, dan/atau komponen;

6. melalnrkan shrdi kelayakan operasi perangkat
Nuklir/ Instalasi Nuklir;

7. rlcrrlusun dolalmen perizinan;
8' menJrus,n rencana uji fungsi ftomisioning)/

ka I ibrasi/ operasi/ pcrawatan/pcrbaika'/ instalast
pembuatan perangkat (keras atau rurrak)/
dekontaminasi/Dekornisioning perar.gkat Nr:klir
kelas I;

9, menJrusun panduan muh.l,;

10. melakrrkan k<.rordinasi telcris kcgiatan uji fungsi
(komisioning)/ karibrasi/ operasi/ perawata' /perbaikan/instalasir/pembuatan perangkat (keras
atau lunalc)/dekontaminasi/Dekomi,sio*ing
Perangkat Nuklir kelas III;

I 1- melakukan koordinasi teknis kegiatan uji fungsi
(komisioning)/ kalibrasi/ operasi/ perawatan/
perbaika'/instarasi/pembuata' per-a.gkat (kerasatau lunak)/ dekontaminasi/ Dekomisioning
Perangkat Nuklir kelas II;

12. rnelakr:ka' koordinasi teknis kegiatan uji fungsi
(komisioning)/ karibrasi/ operasi/ perawatan/
perbaikan/instalasi/pembuatan perangkat (kerasatau luttak)/ dekontaminasi/ Dekomisioning
Perangkat Nulclir kelas I;

13. rnelalnrka' koordinasi teknis pelalcsanaan kegiatarr
Pemanfaatan pera'gkat Nuktir u'hrk pengklqiia',
perrgembangan dan penerapan iptek nuklir; 

-

14. melakrrkan koordinasi
ke siapsi agaan / penanggulan gan
nuklir/ remerJiasi lokal;

teknis simulasi
kedaruratan

15. menglqii kelayakan penerapan stand ard/cod.e;
16. melalrukan koordinasi teknis kegiatan rancangan/

protogpe/atau irnprementasi desain/inovasi atau
renovasi perangkat Nutdir;

17. melakukan...
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17. melalrukan koord.inasi teloris pengelolaankeseler:rratan radiasi personil/daerah
kerja/ lingkun gan/keselamata' dan kesehata'
kerja atau prcteksi fisik Batran Nukrir;

18. melalnrrran koordi'asi teknis kegiatan seifgard;
19. melakul*rr asesmen/konsultasi mutu daram

ranglca akreditasi; dan
20. membuat dokuruen rnpor-a' Analisis Keselamatan(IAI0 sebagai persye,sata' .Izin operasi Realctor

dan Instalasi Nurdir l{on Reaktor, AMDAL, da'
dolcu'rren lainnya yang sejenis,

d. Pranata Nrrklir Utama, meliputi:
1. mengkaji kebijakan iptek nutclir tingkat nasional;
2' rnengk4ii kebiialran keserarnatan, keama'a',

seifge-rd dan riabilitg kerugian nukrir tingkat
nasional;

3. melalc*lcarr reviu hasil penglcqiian teknik/teknorogi
bartr; :

4. membuat proposal unhrk kegiatan pengkaj it /pengernba'gen/penerspa'/pemarifaatan iptek
nukiir;

5. membuat laporan hasil pengkaj iar_r/pcngembanga'/penerapa'/pema'faata' iptek
nuklir;

6, meraunuskan progiar' pengkajia', pengemba'garr,
penerapan, dan pemanfaata' iptek nukrir tingkat
lennbaga;

7 ' melalstrkan reviu rumusa' program /kegi*ortpengkajian, pengembangan, penerapan, dan
Pemanl'aatan iptek nuklir tingkat lembaga/eselon
II;

melakukan reviu 'perencanaan program Instalasi
Nuklir;

melakukan reviu terhaclap dolnrmen hasil studikelayakan operasi perangkat Nuklir/Instalasi
Nuklir;

10. melalnrkan reviu dokumen perizinanj
11. melatrrukan reviu rencana uii firngsi ftomisioning)/

l,calibrasi/ operasi/ perawatan / perbaikan / instarasi/
pembuatan pera'gkat (keras atau runalc)/
dekontaminas i / D ekornisioning pera'gkat Nuklir;

8.

9.

12, melakukan ...
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(3)

12. melakr.rkan reviu instruksi kerja/proeedr:r kerja/
panduan muhr;

13. metakulcan reviu dolnrmen hasil kegiatan r,$i fungsi
(komisioning)/ karibiasi/ op"r""i7 pcrawatan/
perbaikan/instalasi/pembuatan perangkat (keras
atau lunak)/ dekontaninasi/ Dckomisioning
Perangkat tluklir kelas III;

14. melalnrltan reviu dokurnen hasil kegiatan uji fungsi
ftomisioning;,r niUUrasiT operasi/ per:awatan/
perbaikan/instalas!/pcmbuatan perangkat (keras
atau lunak)/ dekontaminasiT' Dekomisioning
Perangkat lftrklir kelas II;

15. mclalnrlcan reviu dckurnen hasil kegiatan ujr, fungsi
ftomisioning)/ kalibrasi/ opcrasi/ pcrawatarr/
perbaikan/instala$/pcmurratan perangkat (keras
atau lunakJ/ dekontn'ni'rasi/ dekomisioning
Perangkat Nuldir kblas I;

16. melalnrkan reviu pclaksanaa:r kegiatan
Pemanfaatnn Pcragrgkat Nuklir r:nhrk penglcajian,
pcngembangan dan penerapan iptek nuklir;

17. melalnrican reviy simulasi kesiapsiagaan/
penanggulangan . kedarurara,n nuklir/rernedrasi
lokal; ,

1 B. rnerretapkzur penerap art stand,ard./ od.e;
19. meiakr.rkan reviu rancangan/prototipe, a.tau

irnplementasi desain/inovasi atau renovasi
Pere.ngkat Nuklir; ;

20. melakukan reviu pengelolaan keselarnatan raciasi
personil/daeratr i ter5aTlinglnxrgan/keselamatan
dan kesehatan kerja atau proteksi frsik Batran
Nuklir; i

21. melakukan reviu l4poran seifgard;
22. melakLlkan re.viu petaksanaan jaminan mutu; da;r
23. membuat dokumeir l,apor"r. Analisis Keselamatan

(LAIQ sebagai persyaratan rz'n operasi Realctor
dan Instalasi Nulilir Non Reaktor, AI\{DAL, danr
dolnrmen lainnya l.ang sejenis.

Pranata Nuktir yahg melalcsanakan kegiatan
sebagaimana dimaksud! pada ayat (u atau ayat (21
diberikan ailai Angka .:.Iftedit sebagaimana tercantum
dalam Larnpiran I ataq Lampiran u yang menrpakan
bagan tidat< terpisalrkarq dari peraturan Menteri ini.

;

I

1
:

I

(a) Pranata ...
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(4) ksnata' Nukrir ya+g melalcsanarcsn kegiatanpengemba'gan profesi id* penur{ang tugas h.a'ataNuklir diberikan nilai Angka tfteait sebagairnana
tercantum dalarn Lampiran I atau la.mpirzur II perahrra'
Menieri ini. ' 

i

Pasal 10
Apabila pada suatu unit ker.ga tidak terdapat pranata N.kliryang sesuai dengan jenjang jabatannya rrntuk nrelaksanaka'
kegiatan sebagaimana dimalcsud crararn pasal 9 ayat (r) atauayat (2), malca Pranata Nukiir lain yang berada sahr tingkatdi atas atau sahr tingkat di bawah j"rrjls jabatsnn),a dapatmelaksanakan kegl.atan telsebut berdasarrca' p"-r,rg""*
secara tertulis dari pi*pi"*i lr'it kerja yang bei.sanglrlrtan.

p{sal I 1

Penilaian Angka lftedit 
"t*$ hasil penugasan sebagaimana

dimaksud dalarn pasar r0, ditetapr*r, sebagai berilnrt:
(1) Pranata Nuklir ya.rg ,rr"lAku*al€n kegiatan sat, dngkatdi bawah jenjang ja$atanrrya, Angka lftedit yang

diperoleh ditetaplca' se{csar loozo (seratu,.s persen) dari
Angk;a Kredit setiap juutir kegiatan, sebagaimana
tercanhrm dalam La*{rra' I atau L,ampira' II vangmerupakan bagia' dd4.k terpisahkan da!-i peratura'
Menteri ini. 

i
(21 Pranata Nuklir yang *.tft"at al€n kegiatan satu tingkat

di atas jerrjang jabatanrry", Angka Iftedit yang diperoleh
ditetapkan sebesar gor+ (delapan puluh persen) dariAngka Kredit setiap j b*tir kegiatan sebagairna'a
terca'tum dalam la.mgjira' I atau Lampira' II yang
merupaka' bagia:r tid4k terpisatrkan dari peraturan
Menteri ini. j

prisal t 2
;(1) Pada a''al tahun setiap iera'ata Nuklir wajib menJrusun

sasaran Kerja Pegawai itsrq yang akan d.ilaksanakan
dalam I (sa.ttr) tehun UerJa&m

(21 sKP disusun berdasarkin tugas pokok pranata Nuklir,
sesuai dengan jenjang jafatannya.

(3) Pranata Nuklir yang mitatcsarral€n tugas sebagaimana
dimaksud dalam nasa{ . to dalam pen]rusunan sl{p
dihitung sebagai tugas 

drnbatran.
(4) sKP yang teratr disusulr sebagairnana dimaksud pada

ayat (1) hanrs disehrjuti o*, ditetaplcan oreh pimpinan
unit kerja dan/atau 

"*rh" hngsung.
I

(5) Unhrk...



(s)

(1)

I
t

- le- I

{
I

untulc kepentingarr din1t, srcr yang t€lah d.isetqiui dan
ditetapkan dapat ditatcul{an penyesuaian.

Pdud ls
uns'r keglata' yang {t*" dalarn pemberia' Angka
Iftedit terdiri dari: I

a. unsur utama; dan

b. unsur penunjar.g.

(21 Unsur utana terdiri d
a. pendiditcan;

aril
.l

1

(3)

b. Pemanfaatan iptek

c. Pengelolaan

d. pengembangan

Unstrr pentrnjang kegiatan yang mendrrlnrng
pelalcsanaan ttrgas Nuldir sebagqiman. tersebut
dalasr Pasal 8 huruf e.

(4) Rincian kegiatan Nuklir dan Angka Kredit
masing-masing unsur *iu"g"itttana dinaaksud pada ayai*rraour5-rrursrrlg r,lnsur sgoagalmana dinaaksud pada ayai
(1) yaitu sebagaimana tdcentum dalam L,ampiran I atauILampiran II yang rrr€rrl bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri i

(1) Jumlah Angka Kredit ulatif pating rendah J/angharus dipenulri untuk pat diangkat dalanr jabatan dan
kenailian jabaian /paurr Pranata Nuklir, unttrk:
a. Pranata Nuklir

SLTAr'Diploma
t Terampil dengarr pendirlikanT

I tercanrttrm Calam
l,ampiran III yang merJrparcan bagran tidak terpisatrkan
dari Feraturan lvtenteri ini:dari Feraturan lvtented ini;

b. Pranata Nr.rklir t Terampil dengan pendiciikan
Diploma II se

1In
tercantum dalam L,ampiran IVyang menrpakan tidak terpisatrt<an dari

Perahrran Mentei ini;
c. Pranata Nuklir Terampil dengan pendid.ikan

Diploma lll/Sarjana
dalam Lampiran V

uda sebagairrrana tercantum

terpisatrlsan dari
merupakan bagran tiCak

Menteri ini;
d. Pranata Nuklir

Sarjana (S1) atau
t Ahli dengan pendidikan

dalan Lanpiran VI
lV sebageimana tercarihrm
merupakan bagian tidak

Menteri ini;terpisahkan deri

e. Pranata ...



e. Pranata Nuklfu. AhIi dengan pendidikan
tercanttrm dalam Lampiran

Magister (S2) se
VII yaleg mempakan
Psrahrran Menteri ini;

bagian tidak tprpisatrkan dari

f. Preria'ra Nuklir Ahli dengan pendidikan Dolctor(S3) sebagairnana
merupakan bagran
Menteri ini.

lrumulatif paling rendatr
a ayat (t) yaihr;

(21 Jumlah Angka
sebagaimana dirnaksud

m dalam l,anpiran VUI yang
terpieahtran dad perahrran

rendah B0% delapan puluh persen) Angka
a. paling

Iftedit berasal dari utana ddak termasuk subunsur pendidikan dan pating lcurang 2Oo/tt (duapuluh persen) hanrs dari unsur pemanfaatan

b. pafing tiugg 20% ( puluh persen) Angka lftedit
berasal dari unsur ang.

(1) Pranata Nuklir Madya, t Pembina, golongen ruangtliayang al<an nark menjadi Pembina Tingkat I,golongan rrang Iv /b,
rendatr 8 (delapan)

wajib mengumpulkan paling
Iftedit dari kegiatanpengembangan profesi karya ilmiah terbit.

(2) Pranata Nui<lir Mad pangkat pem'bina Tingkat I,golongan ruang IV/b akan naik pangkat menjadiPembina Utarna M
mengurnprilkan paling
dari kegiatan pengem
terbit.

profesi benrpa karya ilmiah

iptek nuklir dan/a
dan

Pengelolaan perangkat Nuklir;,

golongan ruang Iy /c, wajib
datr lO (sepuluh) /.ngka Kredit

akan naik jabatan dan
Nuldir Utama, pangkat

(3) Pranata
golongan
parrgkat
Pembina

menjadi
Utama golongan

ndah L2
bangan

Nuklir Madya, t Pembina Utama Muda,ruang IV/c

mengumpulkan paling
Kredit dari kegiatan pen
ilmiah terbit.

(4) kanata Nuklir Utama,
golongan ruang fv/d
Pembina Utama,
meng'runpulkan paling
Iftedit dari kegiatan
ilmiah tcrbit

ruang fv/d, wqiib
(dua belas) Angka

profesi berupa karya

gkat Pembina Utama Madya,
akan naik pangkat menjadi

ruang \l /e, wajib
L+ (empat belas) Aneka

profesi benrpa karya

Paaal 1A
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tsal 16

Anska rfte dit ;jf,f-'[ffi .ffiu"T"lff- Tll?Y
dan/atau pangkat setinqpar.lebih tingd, kelebihan Angt€Iftedit tersebut clapat {iperhitrr'gk"" untuk kenaikanjabatan dan/atau patrgk{t beritnrtnya.

(2) Pranata Nrut'Jir pacla tarrgn pertarna tclah memen'lri ateu
mrl-l^l|.! A- -r-- ru- rr, I -

t

meleblhi Angka lftcdlt y{ng disyaratkan unhrk kenaikanjabatan dan/atau p"trgk+t dalam masa jabata' dan/atau
pangkat yapg didudu$nya, pa& tat'rn kedua dan

t

(1) Pranata Nullir yang ni""riliu Angka Iftedit melebihi
Angka lftedit y€ng disy{ratkan ranttrk kenaikan jabatan
dan/atau pangkat setinqFar.lebih tingd, kelebihan Aneka

seterusnya ciiwqiibkan fmengumpunmn paring rendatr
20% (ttua puluh persenlt*.*r" I(redit dari juntarr AngkaIftedit yand disyarat{an nntuk kenaikan jabaL

dan/atau pengem
dari kegiatari hrgas pokok

prcfesi. .

(21 Pranata Nuklir U pangkat Pembina Utama,

dan/atau kenaikan
berasal dari kega
pengembangan profesi.

(1) Pranats. Nuklir
golongan ruang lll/ cl,
pangkahrya, wqiib
(sepuluh) Angka

sctingkat lcbih .tinggi yang
hrgas pokok dan/atau

pangkat Penata Tingkat I,
scjah rnendudukl

paling rendah lO

tatnrn

golongan ruang N /", fietiap tah'n scjak mendud'ki
pangkatnya, wa.iib meng&mpull€n paiinq rendah 2s frtrrqpangkatnya, wa.iib *.ngi.*pull€n paiing rendatr 25 (duapuluh tima) Arrgka tcrriait dari kegiatan tugas pokok
purun uma, Arrglca l{rqdit dari k"gl
dan/ arau pengemba ngad profesi.

p{sat I I
(1) Pranata Nuklir ya'g {"""t* bersama-sarna membuat

Karya Tulis/I{arya llmiah di bidang Kepranatanuklirarr,
diberikan Angka tcre{t denga' ketentua' sebagaiberikart: 

Ia. apabila terdiri dari] z (du*) orang penulis makapembagta **t " rJ"aitnya ,** 6eo/o (enam puruh
persen) 

.bag.r 
penurisl utama dan 4oo/o (empat puluh

persen) bagi penulis $"rrt r;
b. apabita. terdiri aarif e (dga) orang penulis rnajra

pembagi.a' Aneta rfeaitnya yaitu s'zo (rima puluh
persen) 

.o:*.'. 
penulis l"q-" dan masing-masini 2so/o

(dua p'uluh lima persfn) bagi penuris banhr; d*t
t
I
i
',:l

;

ll

c. apabila ...
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c. apabila terdiri drri i4 (empat) orang penulis maka
pembagian Angka rcpaitnya yaihr 400/o (empat puluh
persen) bagt penuris lutama clarr masing-masing 2oo/o
(dua putuh persen) UAg, penulis banhr.

(2) Jumtah penulis ba'hr sibagaimana d,imaksud pada ayat
(1), paling banyak 3 (tig4 orang.

p4sal 19
Pra'ata Nuklir,vang secare bersama-Bama rnemperoleh patendi bidang Keprenat"rr,rktit+, turgka Kr.editnya ditetapkan
sebagai berikuil j

a. apabila terdiri dari 2: (dua) orang inventor makapembagla' A'gka lftediL:ya yaitu 60yo (enam puruh
persen) bagi inventor itama da' 4oo,/o (empat puluh
persen) bagr inventor barltu;

b' apatrila tcrdiri dari gJ (tiga) orang inventor malca
pcmbagian Angka lfteditnya yaitu 5oo/o (lima puluh
persen) bagr inventor qtam" dan masing-masing 2so/o
(dua puluh tirna persen) F"st inventor ba'ttr;

c- arpabila terdiri dari + j lempat) orang inventor malca
pem,bagian Arrgka. IGeditnya yaitu 4eo/o (empat F,uh*rpersen) bagr inventor dtrrrra dart masing-masing 2oo/o
(dua puluh persen) bagr itrventor bantu; dan

d. apabila terdiri d,*i s ($ma1 orang inventor atau lebih
maka pembagia' Angka ffteditnya yaitu zo% (dua puruh
persen) bag inventor uiama dan sisa Angka Kreditnya
dibagi rata bag inventor panrrr.

B',As Vrr
PENIT AIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

pd.sal 20
I(1) untuk kelancaran penilaia' dan penetapan Angka Kredit,

setiap Pranata Nuklir *$jiu rnencatat, menginventarisasi
selunrh kegiatan yanq dilalnrkan da' mengusulkan
Daftar Usulan penilaiai Can penetapan Angka Kredit(DupAK) j

(2) setiap Pranata NuHirl mengusutka' secara hirarki
kepada atasannya DUpdK sebagaimana dimaksucl pada
avar (1) paling sediki, ,"fu k"t 

";u"o *"r.(3) Pranata Nuklir yang dq,pat dipertimbangkan kenaika'pangkatnya, penilaian ja"tr penetapan Angka lfteditdilat<ukan g (tiea) u"lb sebelum period"" trr"*"r,
pangkat PNS ditetapkanri

.?

.'
.1

Y
!

BAB VIII ...
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ry\BVrU
PF^IABAT YAI{G EPNWE,IVANG MENETAPISU\T AIYGKA

KREDIT, TIM PEM!*', DAI{ PEJABAT YAI{G
MENGUsLrt 16.,111 PENETAPAN ATIGKA KREDIT

Bag+n Kesatu
Pejabat Y*g Berwcnang Menetapt@n Angka lfted,it

Pasal 2 I
Pejabat yang berwena'g menetapt(an Angka lftedit:
a. Kepala BATAN bagr pranata Nuklir Madya, panglcat

Pembina, golongan ruanB Tr I a oampai delsan parrgk"t
Pembina utama Muda, golongan ruang N/; dan h.anata
Nuldir utama pangkat pbmbina utama Madya, gollrngan'ruang rv / d sampai dehgan pa'gkat pembina utanrra,
golongan nrang FI / e di lingln$gan BATAII dal Insta'si
di luar BATAI.I;

b. Sekretaris Utama nefeltj, bag:
1. Pranata Nukrir r,Lu."*t", pa'glcat pengat'r,

golongan ruang illc\ sa:npai denga. pranata N'klir
Penyelia, pnngkat pinata Tingkat I, golongan ruang
III/d; dan :

2. Pranata Nuklr pcganra, pa'g{cat penata Muda,
gotongari mang rrild sampai denga' pranata Nukli;
lvtuda, pa'gkat penafr. Tingkat I, gorong,an nan grrr/d,

di tinglilngan BATAN;

c. Pejabat eselon II yang irnernbid,a'gi Kepranatanukliran
atau Direkhrr/Kepara Rqmah sakit pusat bagr:
1. Pranata Nukrir pelalcsa'a pangkat pengat'r, golongan

nurng ll/c sa*pai derrgan pra'ata Nukrir perryelia,
pangkat penata Tinglrat I, golongan ruang III/d,; dan

2. Pranata Nukrir pertama, pangkat penata Muda,
golongan mang IIU d. sampai denga' pra'ata Nuklir
Muda; pangkat penate Tingkat I, golongan ruang ul/d

di linglnrnga'instansi pusat selain BATAT.I;
d' Pejabat eselon II yang'membida'gi Kepranata'ukliran

atau Direkhrr/Kenala nrjmatr Salcit provinsi bagi:
1. Pra'ata Nuklir pelalcsana pa'gkat pengah'., golongan

ruang II/c sanrpai dengan pranata Nuldir penyelia,
pangkat penata tingliat I, golongan ruang III/d; dan

2' Pranata Nukrir pcrtama, pa'gkat penata Muda,
golongan ruang lll/ti,sampai dengan h-anata Nuklir
Muda, pangkat penath Tingl@t I, golongasr ruang rrr/d,

di lingkrrngan pemrti"4 Daeratr provinsi;
":

e. Pejabat ...
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e. Pejabat eselon II yang
atau Direktur/Kepala
bagi:

:

membidangi Kepranatanukliran
Rrrmatl Salcit Kabupaten/Kota,

l. Pra'ata Nuklir peraksa'a pa'gkat pengatr,rr, golonganntang II/c sampai dengan Pranata Nuklir penyelia,
pangkat penata Tingkat I, gorongan ruang III/d; dan

2. Pra'ata Nuklir pertama, pangkat penata Muda,golongan ruang rrrla sa*pai aenga' pra'ata Nukrir
l'Iuda, pangkat penata Tingk;at I, goiongan ruang \r/d,

di iingkrrngam pernerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
Bagian Kedua

Tim Penilai
p4sal 22

Dalan menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana
dimaksud dalaru pasal 21, drbantu olehi
a. Tim Penilai bag Kepala BATAII yang selanjutnya disebut

Tim Penilai hrsat;
b' Tim Penilai bagi serrretaris utarrra BATAN yang

selarrjutnya disebut T:m penilai Unit lr.eqa;
c. Tim Penilaj bagi pejabat eselon II yang membidangi

Kepranatanuklira' atau Direktur /Kepara Rumatr sakit
Rrsat yang selanjutnya disebut Tim penilai Instansi;

d. Tim Penilai bagi pejabat eselon II yang membidarrgi
Kepranatanukliran atarr Direkr.rr /Kepala Rumah sakit
Provinsi yang selanjutnya d,isebut fim penilai provinsi;

e. Tim Penilai bagr pejabat eselon II yang membida:rgiKepranata'uklira' atau. Direkfrrr/Kepala Rumah sakit
Kabupaten/Kota yang selaljutnya disebut Tim penilai
Kabupaten/Kota.

(1) Tim Penilai terdiri
Kepranatanukliran,
Nuklir.

Pasal 23

dari unsur teknis yang membidangi
unsur kepegawaian, dan pranata

(21 Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berilnrt:
a. seorang Ketua mera'gkap angS;ota ,cari unsur teknis;
b. seorang Waldl Ketrra merangkap anggota;
c. seorang sekretaris rnerangkap anggota dari unsur

kepegawaian; dan

d. paling sedikit 4 (empat) orang Anggota.

(3) Anggota ...
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(3) Anggota sebagairnana dimakeud pada ayat (g) hularf d
paling sedikit 2 (dua) orlang dari pranata Nuklir.

(4) Syarat unhrk menjad,i Anggota, yaittr:
a. menduduki jabatan/pangkat paling rendair sama

. dengan jabatan/pangkat pranata Nuktir yang dinilai;
b. memiliki lccatrlia' dan fts'"raFpuan 

'ntuk menil,ai
prestasi kerja pranata Nulclir; dan

c. dapat aktif melakukan peniiaian.
(5) Apabila jumlah Anggota sebagaimana climaksud pada

ayat (3) tidat< dapat dipenuhi dari pr:anata Nuklir, m€ka
Anggota dapat diangkat dari pNS lain yang memiliki
.kompetcnsi unh:k menilai prestasi kerja pranata Nuklir.

Pasal 24
(1) Apabita Tim penilai Inp.tansi belurn tcrbentr:k, maka

penilaian dan penetaparr Angka lftedit pranata Nuktir
dapat dimintal€n kcpadit Tim pcnil,ai unit Kerja.

(2) Apabila Tim Penilai provinsi belum, terbentuk, maka
penilaian darr penetapen Angi€ lftecit pranata tluklir
dapat dimint"l€n kepada Tim penilai provinsi lain yang
terdekat atau Tim penilai Unit Kerja.

(3) Apabila Tirrr penilai lhbupaten/Kota belu:n terbentuk,
malca penilaian dan pene'tapan Angl-"a llredit pranata
Nuklir dapat dimintalan kepada Tim penilai
Kabupaten/Kota lain yang terdeka! atau Tim penilai
Provinsi, atau Tim penilai lJnit Kerja.

(4) Pembenhlkan dan susunan keanggotaan Tim penilai
ditetapkan oleh:

a. Kepala BATAN unhrk Tim penilai hrsat;
b. selcretnris utama BATAI{ untuk Tim penilai Unit

Ke{a;

c- Pejabat eselon iI ya'g membidangi Kepra'atanukliran
atau Direktur/Kepala Rumatr sakit hrsat untuk Tim
Penilai Instansi;

d. Pejabat eselo'II ya'g membida'gi Kepra'atanuktiran
atau Direktur/Kepala Rumah salcit provinsi, untrrk
Tim penilai provinsi; dan

e' Pejabat eselon II yang membidangi Kepranatanukriran
atau Direkhrr/Kepala Rumatr salcit Kabupaten/Kota,
unhrk Tim penilai lkbupatenlKota.

Pasal 25 ...
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pasal 25
(1) Masa jabata' Anggota paling lama B '(tiga) tatrun dandapat diangkat kernbari unhrk masa jabatan berilnrtnya.
(21 PNS yang telah menjadi Anggota dalam 2 (dua) masajabata' berturut-turut, dapat diangkat kembali setelatr

mela'paui masa tenggang walctu satrr masa jabatan.
(3) Dalam hal terdapat Anggota yang dinilai, Ketua

rnengangkat Anggota pengganti.

pasal 26
Tata kcrja Tim penilai, dan te.te. cara peniiaian A'gka lfteditPranata N'klir, ditetapkan oleh Klpala BATAN selalnrPimpina' Irrsta'si pembina Jabata' F\rngsional pranata
Nuklir.

Begian Ketiga
Pejabat yatrg Mengusuti<a' penetapan Angka Ikedit

pas aJ ZT
usul penetapan Angka Ifted,it pranata Nuklir diajul<arr oleh:
a. sekretaris Utama BATAII, pejabat eselon II yang

membidangi Kepranatarruklira' atau Direktur/Kepala
Rumah sakit h:sat, pejabat eselon Ii 5,ang membidangi
Kepramatanukrira' atau Direkhrr/Kepala Rumatr satcitProvinsi, pejabat eseron II yang membida'gi
Kepra'ataor:kliran atau Direkhrr /KepaJa Rumah sakit
Kabupate'/Kota kepad,a Kepala BATAN bag, pra'ata
Nuklir Madya, pa'gkat pembina, gorongan ruang rv /asampai denga' pangkat'pembina utama Mud.a, goiorrg*

nang rv / c dan pra'ata Nuklir utama pangkat pembina
utama IVIadya, gorongan mang rv /d sampai denga'pangkat Pembina utama, golongan ruang rv /e di
iingkr:ngan BAI]AN dan Insta'si di Luar BATAN;

b. Pejabat eselon II di lingkungan BATAN kepada sekretaris
Utama BATAN bagi:

1, Pranata Nulclir pelaksana, pangkat pengatur,
golongan ruang rr/c. sampai denga' pranata Nuklir
Penyelia, pzurgkat penata Tingkat I, golongan mang
III/d; dzur

2, Pra'ata Nuklir pertama, pa'gkat penata Mud,a,
golongan ruang III/a sampai denga' pranata Nuklir
Ivluda, oangkat penata Tingkat I, golongarr nrang m/d

di linglrungan BATAN;

c. Pejabat ...
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c. Pejabat yang membidangi kepegawaian paling rendatr
eselon III kepada pejabat eseron II yang *"*uia"rrgi
Kepranatanukliran atau Direkhrr/Kepala Rumah sakit
hrsat bag:

1. Pra.ata Nuklir pelaksana pangkat pengattrr, golonge.
nrang II/c sampal dengan lrra'ata Nuklir penyelia,
pang[<at Penata'ringkat I, gorongan ruang III/ci; da'

2, Pra'ata Nukrir pertana, pa'gkat penata Muda,
golongan ruang fir/a sampai dcngan pranrata l{uldir
Muda, pangkat pcnata Tingkat I, gclongan ruang III/d

di linglflxrgan instansi pusat selain BATATI;
d. Pejabat yang membidangi kepegawaian paring rcndah

eselon Iu kepada peja6at eseron II yang membidangi
Kepranatantrklira' atau frircktrrr/Kcpala Rumah salcit
Provinsi bagr:

1. kaneta Nuklir pelalr.sana pangkat pengatur, golonga'
ruang II/c sarnpai dcngan pranata Nuktir penyelia,
pangkat penata Tingkat I, goronga' ruang fiI/ d,; dan

2. Pranata Nuktir pertana, pa'gkat penata l{uda,
golongan. ruang III/a se'ndai dengan pranata Nuklir
Mucia, pangkat penata Tingkat I, golongan nrang III/d

di li'gk'nrgan pemerintalt Daeratr provinsi.

e. Pejabat yang membida'gi kepegawaian paling rendah
eselon III kepada pejabat eselon II yang membidangi
Kepranatanukliran atau Direlctrrr/Kepala Rumarr saldt
Kabupaten/Kota, bagr:

1. Pra'ata Nuklir pelaksana pangkat pengahrr, goronga'
ruang II/c sampai dengan pra'ata Nuklir penl,eria,
pangkat penata Tingkat I, gorongan rusng III/d; dan

2. Pranata Nuklir pertarna, pangkat penata Muda,
golongan ruang III/a sarnpai d,engan pra'ata Nuktir
Muda, pa'gkat penata Tingkat I, golong€rn ruan g,ur/d

di lingln:ngan pemerintah Daerah Kabupaten /Kota.
Pasal 28

(1) Angka lftedit yang rlitetaprcan oreh pejabat yang
benrrenang digunakan' unhrrc mempertimba'gka'
kenaikan jabatan dan/atau pangkat pra'ata Nuklir
sesuai dengan perahrran penrndang_undangan.

(21 Keputtrsan pejabat yang berwenang menetapl€n /rngkaI(redit tidak dapat diqiukan kebiratan oleh pranata
NrJt<lir yar.g bersanglnrtan.

BAI] IX ...
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pEN cAN crarifofi,nnr TABATAN
pasal 29

(u PNS yang ctiangkat pertama kali dalam Jabata'F\rngsional pranata Nukrir Tingkat rerampil ha-rrrs
memenuhj. syarat:

a' berijazatr paling rendah Diploma IiI fisika/Hmia ataulnretifil<asi rain yang d.itenhrkan oleh Insta'si
Pembina;

b' menducuki pangkat paring rendah pengattrr,
golongan ruang II/c; dan

c' nilai prestasi kerja paling rendatr bernilai baik dalamI (satu) talrun teralctrjr.
(21 PNS yang diangkat pertama kali dalam Jabatan,

Fungsional Pranara Nuklir Tingkat AhIi ha:nrs memenu'i
syarat:

a. berijazah paling rendatr Sarjana
fisika/kimia atau kualifikasi lain

(Sl)/Diploma rv-
yang Citentukan

oleh Instansi pembina;

b. mendr-rduki pangkat paling
golongan ruang !.II I a; dan

rendah Penata lvf uda,

c. nirai prestasi kerja paring kurang bernilai baik dalamI (sattr) tahun terakhir.
(3) Pengangkatan per'lama sebagaimana dimaksud pada ayat(l) dan ayat (2) merupakan p€ngangkatal untuk mengisi

lowongan formasi dari Cilon pNS.

(4) calon PNS denga' formasi Jabatan F\rngsionar pranata
Nuklir setelatr ditetaf'kan sebagai pNS paling lama I
(satu) tatrun harus diangkat datam Jabata' Ftrngsional
Pranata Nuldir.

(5) PNS yang direngkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)pali-ng lama g (tiga) tahun seteratr diangkat wajib
mengilcr:ti da' lulus diklat fungsional di bidang
Kepranatanukliran.

(6) PNS sebagaimana dimaksurr pada ayat (s) apabila tidaklulus diklert fungsionar di bida'g Kepranata:'rkliran
diberhentilca' dari Jabatan F\rngsionar pranata Nukrir.

pasal gO

(1) Pengangkatan pNs crari jabatan rain dalam Jabatan
F\rngsional prarrata Nulclir dapat dipertimbangkan
dengan kctenhran sebagai berilnrt:

tr HaB^-..L:
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a. meme'uhi syarat sebagaimana dirnaksud dalampasal 29 ayat (t) atau ayat (2h
b. memiliki pengalama' di bidang Kepranatanukiiran

paling singkat selarna 2 (dua) tan'*un;
c. benrsia paling tinggi Sr) 0ima puluh) tahun;
d. telatr mengilnrti rran lulus dikrat fungsiorral di bidang

Kepranatantrkliran;

e. nilai prestasi kerja pari*g rendatr bernilai baik dalanr
2 (dua) tahun teralrtrir; dan

f. tcrsedia formasi Jabs.tan F\'rgsional pranata Nuklir.
(2) Pa'gkat yang ditcte.plia' bagi pNs sebagairnana

dimaksud pada ayat (1) adatatr 
-sa'ra 

dengan pa'gkat
yans dimiliHnys, dan jenjang jabatan ditctapkan sesuai
dengan Angka lftcdit yang dite aFkan oreh pejabat yang
berwenang menetapkan Angka l(red,it.

(3) Jtrmlah Angka lftedit sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) difctapl*rl dari unsur utama dan unsur penurlia'g.

(4) Pengangkatan sebagairnana pada a]at (l) dilakqkan
setelalr mendapat p,ersehrjuan teknis secara terhrlis dari
Pimpinan Instansi pemo-ina Jabatan Ftrngsional pranata
Nuklir.

pasel 3i
(li Pranata Nuklir Tingkat Terampil yang memperoteh dazairSarjana (Sl)/Diploma IV dapat diangkat dalam jabatan

Pra'ata Nukrir Tingkat Ahli, crengar- ketentrra' sebagai
berilnrt:

a. tersedia formasi untulc Jabata' F\rngsional pra,.ata
Nuklir Tingkat Ahli;

b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan k*alifikasi yang
ditenhrkan untuk Jabatan rrrngslonal pranata N.uklir
Tingkat Ahli;

c. telatr mengikr-rti dan lulus diklat fungsional di bidang
Kepranatanukliran Tingkat Ahli; dan

d' rnemenuhi jumtatr Angka lfted.it lic'muratif yang
ditentukan.

(2) Pranata Nuklir Tingkat' Teranrpil yang al€n dia'gkatmenjadi pranata lrruklir fingkat Ahri diberikan AngkaIftedit sebesar 6svo (enam puruh lirna persen) AngkaIftedit hrmulatif dari a;krat, tugas pokok, danpengembangan profesi ditambatr Angka root iiazatrsarjana (Sl)/Diploma Iv dengan tidak me.mperhitrrngka'
Angka l(redit dari unsur penunjang.

BAB X ...
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BAB X
KOMPETENSI

Pasal 92
(1) unt'k meningrratkan kornpetensi da' profesionaritas,

Pranata Nuklir yang aka.n naik jenjang jabatan setingkatlebih ti:rggr, harus mengihrti dan lurus uji kompetensi.
(2) Ketentrran rebih ianjut mengenai uji kompetensi

sebagaima*a dimaksud pada ayat (1) ditetapkan orehKepala BATAl.i selarrtr pimpinan Irrstansi pembina
Jabatan F\rngsional pranata Nuklir.

BAB XI

"FORIVIASI
pasal SS

(l) Di samping persyarata' sebagaima'.a dirnaksud dararnPasal 29 ayat (l), ayat (zl, pasal 30, dan ,"rJJipengangkata' pNS dalam ,.Iabata' F\rngsional pranata
N'klir dilarcsanakan sesuai dengan formasi Jabata'F\:ngsional Pra.ata Nu.klir Aenga' ketentuan sebagai
beriinrt:

a' Pengangkatan PNS hrsat dalam Jabata^n F\rngsional
Pranata Nuklir dilaksa'alca' sesuai d.engan formasi
Jabatan Frrngsional pra'ata Nuklir yant ditetapkanoleh Menteri yang bertanggrrngiawab di bidang
pendayagunaan aparatrrr negara setelah nnendapat
pertimbangan Kepala Badan Kepegawaia' Negara;

b. Pengangkatan pNS Daerah datam Jabatan F\ngsional
Pra'ata Nukrir dilaksa'akan sesuai denga' formasi
Jabatan F\r'gsional pranata Nukrir yang ditetapkan
oleh l(epala Daerah masing-masing setelah mendapatpersehijuan terfulis dari Menteri yang
bertarrggungiarvab di bidang pendayagunaan aparatur
negara dan rnemperoreh pertimbangan Kepara Badan
Kepegawaian l*legara.

(21 Penetapan formasi Jabatan F\.rngsional pranata Nuklir
setiap jerrja+snya didasarrcan pad,a indikator, antara lain:
a. jenis Peranglcat Nuklir;
b. jurnlah perangl-,at nuklir; dan
c. volume kegiatan Kepranatanukliran.

(3) Formasi Jabata' t\rngsionar pranata Nukiir sebagaimana
dimaksud pada di,a.t (1) didasarkan pada anarisifabatan
dan penghitungan beban kerja.

BAB )fi ...
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BAB XII
KENATKAN PAbIOI(AT/ JABATAT.I

Pasal 34
(1) Pranata Nuklir dapat dinaikl<an pangkat, apabila

memenuhi Byarau

a. mencapai angka kredit yang dipersyaratlcan;
b. memiliki ma.qa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun

dalern pangkat;

c. nilai prestasi kerja pahrg rendah bernilai baik dalam
2 (dua) tahun teraktrir; dan

d. syarat lain yang ditenhrkan oleh perahreur
penrndang,undangan.

(21 Pranata Nuklir dapat diuaikan jabatannya setingkat
lebih tinggi, apabila memenuhi syarat:
a. mincapai angka lrredit yang dipersyaratl€n dalarn

pangkat terakhir;
b. memiliki m*sa kerja 1 (sahr) tahrrn calam jabafrr';
c. nilai prestasi keda paling rend,atr bernilai baik dalam

2 (dua) tahun teralctrir; dan
d. tersedia formasi jabatan

(3) Dalam tral belum tersediarrya formasi jabatan
sebagaimaria dimaksud pacla ayat (21 hurtf ; maka
Pranata Nuklir yang telatr memen'hi syarat unhrk
kenailca' jabatan setingkat lebih tinggi tetap berada
pada jenjang jabatan teraktrir yang didudrrtcinya.

i4) Pranata Nrrkrir yang akan naik jabatan diikuti dengankenaikan pangkat, kenaika' jabata' ditetapka'
sebelum kerraikan pangkat

BAB XIII
PEMBEBASAN SEMEI'ITARA, PEN GAI{GKATAIY KEMBALI,

DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAI.I
Bagian Kcsahr

Pembebasan Sementara
Pasal 35

(1) Pranata Nuklir pelaksana, pangkat pengatur, golonganruang II/c sampai dengan Pranata Nuklir penyelia,
pangkat Penata, golongan ruang III/. da' pranata lir*ri,Pertama, pa'gkat penata Muda, golonga' nrang rrr/a
sampai dengan pranata Nuklir Lrtama, pangkat pembi'a
utama Madya, gorongan rua'g v / a, d.ibebaskan
sementara dari jabatannya, apabila daram jangka. waktrr5 (lima) tatrun sejak cliangkat dalam :au"t"il-iJ*,terakhir tidak dapat meng''puikan Angka Iftedit unhrk
kenaikan jabatan/pangkat setingkat tcbih tinggi.

(2) Pranata ...
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(2) hr*rata Nurdir penyelia, pangkat penata Tingkat I,golongan 'ruang III/.,, OU*U*"l."n sementara darijabatannya apabila setiap tatrun sejak diangkat darampangkatnya tidak dapat mengumpuikan parinf ,endatr Io(sepuluh) Angka lftedit a*i Lg*" pokok dan/ataupengembangan p.rofe si.
(3) Pra'ata Nuklir utama pangkat pembina utama goronganruang Tl / e dibebaskan sementara dari jabatannya

apabila setiap tahun sejalc menduduki pangr,rLv*, tidakdapat mengumpulkan paling rendatr 2s (dua puruh rima)Angka Iftedit dari kegiata' hrgas pokok dan/atau
pengembangan profesi.

(4) selain pcmbebasa^n sementara sebagaimana dimaksud
Pada ayrat (u, ayat (2), 'da' ayat (g) pra'ata Nuklirdibebasl€n sementara dari jabata'nya, apabila:
a' diberhenfikan sementara dari jabatan negeri;
b. ciihrgaskan secara penutr c1i luar Jabata' F\:ngsional

Pranata Nuklir;

c. rnenjalani buti cii luar tanggungarr Negara, kecualiuntuk persarinan anak kecmpat da' seterusnya; atau
d. menjalani rugas berajar rebih dari 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua
Pengangkatan Kernbali

pasal 86
(u Pranata liukfir yang dibebasrcan sementara sebagaimana

dimaksud dalam pasal 35 ayat (1), ayat (2r, da' ayat (3)dapat diangkat kembali a"r"* Jabatan Ftrngsional
Pranata Nuklir setelatr mengumpurka' Angka rredit yang
ditentr.rkan.

(2) Pranata Nuklir yang telah selesai menjalani pembebasan
sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat(4) hu*rf a dapat dia'gkc.t kembali dalam Jabatanh'rngsional pranata. Nuklir apabila pemeriksaa' olehyang berwajib telah selesai atau tetah ada putusan
pengadilan yang telah mempunyai kelmatan hulnrm yangtetap dan ternyata bahwa yarrg bersa'griRrtan tidak
bersalah.

(3) Pra'ata Nuklir pelaksana, pranata Nukrir pelaksa'a
La4iuta' dan pranata Nuklir pertama yang dibebaskan
sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal gs ayat(4) huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan
Fungsi.onal pranata Nuklir paling tineei benrsia s4 (lima
puluh empat) tahun.

(4) Pranata ..,
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(4) Pranata liuklfu' penyelia, pranata Nuklir Mucia, pranata
Nuklir Madya, dan pranata Nutdir Utnn,a yang
dibebast<an sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (4) huruf b, dapat diangkat kembali dalam
Jabatan F\ngsionat pranat_g Nuklir peling tinggi benrsia
58 (lima puluh dclapan) tatrun.

(5) Pranata Nuklir yang telatr selesai mer{ala*i pembcbassr
sementara sebagaimana dirnalcsud dalarn pasal gs ayat
(41 huruf c, dapat diangk-at kembali dararn Jabatan
Fungsional pranata NukJir, apabila telatr selesai
menjalani cuti di luar tanggrrngan negara.

(6) Pranata Nuklir yang telah seresai mer{ararri pembebasan
sementara sebagq.imqna dirnaksud dalaln pasal ss ayat(4) huruf d, dapat diangkRt kembali dalam Jabatan
F\rngsional pranata Nuklir, apabita telah selesai
menjalani tugas belqiar.

(71 Pengangkatan kerrrbali dalan Jabata' Ftrngsional
Pranata Nuklir sebagaimana clirnaksud ayat (r) i*og*
menggunatan Angka Kredit teraktrir 

'-ang 
dinilikinyadan ditambah Angl'.a lfted,it ya.g d.iperoleh selasra

pembebasan sementara.
(8) Pengangkatan kernbali dalam Jabata' F\:ngsional

Pranata I'luklir sebagaimana d,imaksud pada ayat tz) a*,
ayat (5), denga' menggurlakan Arrgka Iftedit terakhir
yang dimiliki.

(9) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional
Pranata Nuklir sebagaimana dimatcsud pada avat (3),
ayat (4)' dan ayat (6) dengan rnenggunakan Angka Iftedit
terakhir yang dimilild dan dapat ditarnbah Angka lftedit
dari pengemba'gan. profesi bempa lcarya tulis terbit yang
diperoleh selama di bebasrran sementara.

Bagran KeUga
Pembertrentian dari Jabatan

pas,al 32
Pra'ata Nuklir diberhentilcan dari jabatantry&, apabila:
a. Dalam jangka waktu 1 (sat.r) tahun sejak dibebaskan

sementara dari jabata'rrya sebagaima'a dimarcsud
dalam Pasal gs ayar (1) tidak aapat memen'hi AngkaIftedit yang disyaratka' rrntuk kerrailcanjabatan/pangkat setingkat libih tirgg;

b. Dalam jangka waktu 1 (sattr) tatrun 
"gjat dibebastcan

scmcntara d.ari jabatannya sebqgaimqna dimatrsud
dalam Pasal gs ayat (2.,, da' 

"v* (g) tidak dapatmcng'.'upull€n Angka Iftcdit ytrLgdieyamtkan; atau

c. Diiatutri ...
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c. Dtiatuhi hutnrman disiplin tinekat berat dan tetatrmempunyai kelnrata' hurQrn yang tetap, kecualipenurunan pangkat setingkal lebih rendah selama g
(tiga) tah'n da' pemindatrarr dalam rangka penurunan
jaba.tan setingkat lebih rendah.

pasal Bg
Pembebasan sementarar petrgangkatan kembati da'per-nberhentian deri Jabata' F'ngsionar pranata Nuklir
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3s, pasal g6, da' pasai
37, ditetapka. oreh pejabat yang berwena'g sesuai denga'peraturan nerunaang-undangan.

PENURUNAN JABATAN
pasal 39

(u Pranata Nuklir yang dijahrtri hulcuman disiprin tingkatberat berupa pemindatra' dalaJn ra'gka penurunanjabatan setingkat lebih rendah, melaksanaka' ttrgas
sesuai dengan jenjang.iabatan yang bar..r.

(21 Penilaian prestasi kerja dalam masa
sebagaimana dimaksud pada ayat
dengan jabatan yang barl.

. BAB )ff
PEI{YESUATAN (ffPA Ssnvc/

pasal 4O

(1) PNS yang pada saat d.itetapka' perafura' N{enteri ini,telah da' masih melaksanakan tugas di bida'g
Kepranata'ukliran berdasar-kan keputusan pejabat ya'g
berwena'g, dapat disesuai :rcan (inpcssing/ dalam Jaba.ta'
Fungsional pranata Nuklir.

(21 PNs yang disesuaikan (inpassing) dalam Jabatan
F\ngsio'al pranata Nuklir Tingkat rerampil, harus
memenuhi syarat sebagai bcrikrrt:
a. berijazcrtr paling rendah Diproma III fisika/kimia atau

k-rarifikasi lain yang ditenhrkan oreh Instansi pembina;
b. menduduki pangkat paring rendah pengatur golongan

ruang ll/c;
c. telatr merrriliki pengalrrrnan kerja di bida'g

Kepranatrurukliran paling singkat s (lima) tahun;
d. berusia paling tirrgg, S0 tatnrn;
e. nilai prestasi kerja paling rendatr bernilai baik dala' I

f. mengikilti ..,

hulcuman disiplin
(1), dinilai sesuai

(satu) tahun teralctrir;
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f. mengilrrti dan lulus qii kompetensi;
g. rnemperhatikan formasi jabatan; dan
h. mendapat rekomendasi dari pirrrpinan Insta'si

Pembina Jabatan Fungsionai pra'ata N'klir.
(3) PNs yang disesuaikan (inpassing) datarn Jabatan

Fungeional pranata Nrrklir Tingkat Atrli, hanrs memenutri
syarat sebagai berilnrt:
a. bcrijazah paring rendatr sarjana (sg/Dipioma rv

fislka/kimia atau kualillkasl laln yang aiientutcan oleh
Instansi pembina;

b. menduduki pangkat paling rendah penata Muda,
golongan ruang iII/a;

c. telah merniriki pengalamari kerja di biaang
kepranatanukliran pali'g singkat s 0ima) tatnrn;

d. berusia paling tinggi s0 fiina puluh) tat':n;
e' nilai prestasi keda paling rendatr bernitai baik dalam I

(satu) tatrun terakhir;
f, mengikr:ti dan lulus uji kompetensi;
g. menrperhatikan formasi jabatan; dan
h. mendapat rekonrendasi dari pimpina' Instanrsi

Pernbina Jabatan Fungsionar pranata N'klir.
(4) Pengangkatar^ pNS dararn Jabatan F\rngsional prana.ta

Nuklir sebagairnana dimaksud pada 
"v* (1) hanya

berlalm bagr Instansi yang berum pernarr meng.angkat
Prarrata Nuklir meralui penye suaia' (irrp as sing ).

(5) Angka Iftedit kumulatif untuk penyesuaian (inpassing)
dalam Jabatan Fr.rngsional pranata Nuklir Tingkat
Terarnpil dan Tingkat Ahli sebagaimana tercanttrm dalam
La.mpirrur IX da' lampiran x ya'g merupakan bagia.
tidak terpisatrka'. dari peraturan Menteri ini.

(6) Angka lftedit ki:mulatif sebagaima'a tercantrrm daramLampira' IX da' Lampiran x yang merupakan bagrantidak terpisatrkan dari pe.rat'ra' Menteri ini, ha'ya
berlaln: sekali serzuna masa penyesuaia' (inpa^ssing).

BAB XVI
KETENTUAN I.AIN-I"AIN

Pasal 4 I
untuk kepentinga' dinas dan/atatr peningkatanpengetatrua., pengaraman, dan pengembanga* karier,
Pranata Nuklir dapat cripin{atrl*n dalam jabata' str'kturalatau jabatan fungsional lain sepanjang memen'tri
persyaratan jabatan yang ditentukan.

BA-B XVU ...
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BAB X\[i
KEDTENTUAN PERALII{AN

Pasal 42
(1) Prestasi kerja yang telah dilalcukan pranata Nuklir

sarnpai dengan mulai berlakunya Perat'ra' Menter! i:ei,dinilai berdasarkan Keputusan Menteri pendayagunaa'
Aparahrr Negara Nomor: r4g/KEp/M.pAIV / LL/200g
tentang Jabatan F\rngsio'ar pra'ata Nr:klir da' Angka
Ifteditnya, dan harus sudarr ditetapkan paring lambat I(satu) tahrrn sejak berralrtrny-a perahrran Menteri ini.

(21 Kepuhrsan pejabat yang ber:nrenang mengangkat,
memindahlcan, membebaskan sementare, dan
membcrhentikan dalam dan dari Jabata' F\:ngsional
Pranata Nuklir yang ditetapka' seberun peraturan

. lvtenteri ini ditetaprca', dinyatakan tetap berlalm.
BAB )WIU

KETENTUAN PENUTUP

pasal 43
Ketentua-n perirksanaan peraturan Menteri ini diahrr rebihlanjut oleh Kepala BATAN dan Kepara Badan Kepegawaian
Negara.

pasal 44
Pada saat peraturan Menteri ini mulai berlaku, KeputusanMenteri pendayag,naan Aparatur Negara Nomor:
149 /rGP/M.pAlI / rL l2oog tentang Jabatan FungsionalPra'ata Nukli' da' Angka lfteditnya, dicabut dan

dinyatakan ticiak berlalm.

pasel 45
Peraturan Menteri ini murai berlaku pada tanggal
diundarrgkan.

Agar ...
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Agat setiap orang mengetatruinya, memerintatrtian
pengundangan Peratrrran Menteri ini derlgtrn
penempatannya. dalam B erita Negara Republitr Indonesia.'=

NEGARA

Ditetapkan di Jakarta
pada r-anggal 6 Januari ZOL4

MENTERI PENDAYAGUNAAI'I APAIU\TUR
DAN REFORIvTASI BIROKRASI

F"EPUBLIK INDONESIA,
ud.

AZWAR ABUBAINR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2OI4

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
AIVTIR S-TAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OL4 NOMOR 283

Salinan sesuai dengan aslinya
zuAN PANRB

Kepala Biro ikasi dan Informasi Publik,

ATMAN
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rouoR2 TAEUf, 2014
TETTATG JA8f,TfiT FIIT{GSIONTL PRAITATA KUALIR
DAIVAITCTA XREI?MtrrA

Rtr{CIAII I(ECIATA'Y JAAATAT Ft'rCSrOrAL
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AITCTA
NEDIT PEt..l.B:8AItA

D (21 t3l TAI

I lFeadidikan .A Pcndidikarr sekolah dan meupcroleh-
$azah/gelar

ti 6 7
i 
ryrcli6r{'urt Fn(rls rran scaoran Oan tnefnpcfoleh

lijazah/gelcr:
%

LtrplonelU/liar1-anaMuda

II
SMA,'SMK/ Dploma I

l.
2.

Ijazah 60 ScouaJe4y'ang
tjazah 40 ScnueJeajerrg

I t lDfulor firnoqianol r+-l-i- ,r: r.-'r* tjeeel t5 Scor:eJcnJana

I 
xrn*i",i"i,Gr dn. menrperoteh

f Surat Ter.& Tamat Pendidiksn dan

I 

Petehl' ^n (STTppl atau sertilikat

I
I

I

I
I

I

I

I

f 
Mengikuti diklat fungsional/tchis di bidang

lKepranatanuklira.r da;r memperolch Surat Taclda Tanat
lPendidikan dan Pelatihsn (STTppl atau scrtifikat

r. Mrnanya reDrD darl gorO;cm Scrtfikat r5 SemuaJenjang
2 I frnanya 641 - 96OJam SenifiLat 9 ScoueJeojeg
3 llamanya a8l - 6a0jam Scrtifilcaf 6 SceurJcnFog
4.

5.

6.

I e-'?nJr 16l - rlSO jara Scrtrflcat 3 ScdueJcojnog
I-"n?n),a81- f6Ojan Scrtifkat 2 SeornJeqiang
Lialnenye Ju - buJam Scrdflcat I ScsuaJeqfug

7. flamanSre tcumng dari 30 jan ScrtifiLat 0,5 ScoueJcnjeng
c. Diklat kaJabatan Mzng'lqrti Diklat Prajabatan golongan II Scrtifilcat

2 Prute NuHk
Fnl ruanana

L1
lFeoanfaatan Ifou
I 
Pengetahuan d".l Teknologi
i(tPTEK) Nuklir

JL p€ogksjian lptek nukll', 35
(.Qf@/kesclamatan.
Se'anitg lkesrndnanr
Safcguffd/scifgard) dan I L
(tiahfty I perteaggungiawaban
kerugien nuklir)

s[Er4,Jr.rrt r cErrurogr/ t GlfIUI( fi uxlln

IYrcnqxaJl [etsul( OarU (SCpCtIt teEnttr rnotieig, tcfrrrik
komputasi, teknik ukrr, teknik m'nftind

Pcrizinan

Dok hasfl kajiar 0,880 Pt{ Fcuyelh

B. Perenc-naan program

I Mcngrrmpulken datn datan @
perizinan

faprau o,22O Pt{ Pclatsma
Iaduterr

2. Mengoleh data dnlnm rangka pcnyiapan doktrmen
perizinan

Laprrran 0,880 PN Fcalrclia
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l. Diploma IU tFzrt/fdsr 3 ScourJctrjlrrg
2. Dipirma tr Eab/3etr I ScraurJcqimg

G. pgstrinqon icadcr noa hanatn liukiir Mcoberilm bintinsan paruh l-dFilDt h rEFd Ecocrpci
Diploma IE, pa orrng rbagri peahblng errdenping

a

I Pl{ Rrydh

KepaIa

dengan aslinya
PANRB
i dan Informasi hrblik,

R-TATMAN

MEMERI PENDAYAGUNMI{ APARATUR NEGARA
DAN REFORIvIASI BIROKRASI REPI,'BLIK INDONESIA,

ttd.

AZUTAR ABI,'BAKAR
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t(o UilSUR 8I'B UITSUR XDGIAtA.tr 64fl'AT EASIL
(sEfrAPl

fircl(A
ITNEDIT

-Tdt-
DELATEAf,A

:?t-l2l 13l *l sl
b. MengJaji aknologi baru (cpcrd proccr ercA@-

telcrologi pabrikaril, tchologt rEelior, tclalologt
kesclaroeten dan t hobg,i pcrgplshen lftnbehl

Dokhrcil kdlan l,9go PN l{adya

c Mclaln*an rwiu haril pcngkejhr tcnrit<l
leknologl banr

Dok Hasilrwiu 1,1(x) PN UtaEa

E. Pcnguaseen, pcngembangan, dan
pcnerepen iptck nuklir

I Membuat f{opotel unhrk kcdatrn p.ndajlntf 
-pcagcEbangatr/pcacrrflan/Fcounfnatan $tc.& nuldir

Proposal 1,760 PN Utana

2. Mcotrunt taporan bnCl pcngtqjt$/
pcngcnbaogen/pcrcnpo/Fcoenfeetrn iptck auldir

t poren o,8go PN Ut@a

C. lPcrenconoqn progran I statcgi/ progreE/TOR/tncghtrn
a. Mcobuet unrhn Lcsirt n trhuaaa/kcghtea s

lllmef tahuaen/lagt-ton foddcobf
Rumuaa TOR o,55() Plf lftda

b. Mcrultrqd@ bCatu pcrrtlqfie, eca3ccrblatln
pcocrapa! drn Roanfeeten iptdc nuldir ringker
ercb'a II

DokhogrlE o,990 nf MrdJE

c. Meruuusrau 1rograr! pcoglqfifi, pengobeqntrb
pcrrcrapanr .lqn Rornfaatas ip,tc& nqtdir tt'rgkat
lcobaga

Dok Program 1,760 PN Utsrn4

d. Melakulan rcviu nrmusno progrrnr/kegiatan
pnglr{fian, ecf6eebNngt4 pcocrrpea dan
Pe6nnfcrion lptct ngHir f^lFat lcobaS{aloo
1I

Dok hrsil. rwirr l,l(x) FN UtE8.

2. Prcgran Fasititer Nuldir

'l lMconrnra pr%re
lecuai dcopn &Erl D4{cocahcdaortrn

Dok ttogreo l,l0o Pl{mde

D. McnyUEUn pttCr@ SI lttasi rlra Eacrja rrr.ttrlt
rtill<tai &tEadi{frhpcaco

Dokho6ran 1,650 Pill|adya

G lleleruXm slftr Dt(@.6 lxolrtn lndrhd
Nuldto

Ilok llCtrwiu 0,Ego Rt tttror

3. Studf hdryrlcm
t Mclalnrhq rud &etryrfro opcorC nerogbt

ttuidk/hfiled lfuHir
Dokbadldrdi 2,60 nf Un4fa

b. Mclakutm rrrtr trtrdry dohuca brCl drd
fgEnlcan o?ctrd krto6tet tnnr/IrdrtrC

Dck brdl rctfir Irlo,i Dt{tttFe

.1. tri llraaq

r. Mcngumplc! drtr d+lel'. nnCre pcrylrem
dokunerr Dcrldom

Lqodt o,9420/ PN Fcttme

b. Meogohh dete ddeo, mgkancrylapan dofilDca
pcddnan

Irpcn 0,Eq, nt fMa

c- Mcnlrunrn dokunco pcdrinen Dokuoca 1,3:lO Plf lledte
d. Melakulcan rcviu dokunca pcridnan Dok basilrcriu o,Ego ffUeor
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ro ttlfsItR suB lrrsuR KEOIATAII SATUAJI II.ASIL
(sEflAPl

A.f,CKA
TNEDIT PELATSAIrA

(u t2l {3' (4t _ t5t (6t m
B. Desain, inovasi, dan renovasi Perang!:at

Nuklir
I Pcncntuan standadl de uafuk nacengaa/

pengujion

t Menyiapkan dan mcocari s6ndard/dc yang
diterapkarn

Laporea op2o PN Pertama

b. Memilih swtturdldc ya4 ditcrpkan Laprran o,%lo PN Mude

c- Mcnglcqf i keleyelcrn pcocrry.n Matdl de Leporrn o,660 PN l'lad1n

d Mcnetapkan pcncrspln stanfuil/ dc Laporan o,no P!{ Ute$"r

2. Fcrt[crl€sn
r. fM

I 
Implcacote { de.rain/hmed etau rcacrsi
lFcranslai Nuklir

Dolcunco 0,880 Pl{Fatema

b. Melalnrlan evalurst rucenpn/prototipc, etsu
furc.plcmcated dc.ein/ircsrd ettu rtamrri,
Pcrnndnt ltut{h

Dolcumcn 0,+{o PNMuda

c. Melalcukan hoordinad tctnb kcgiataD
rancangan/protodpc, rtru baplcocatrd
dessin/iDssd r.tau rcdfiBd nenagl.t Nuldir

Dolrrmcn o,660 PN Medjre

d. Melakulcen rcviu noceDgn/probtipe, etru
irnplemr:nted dcsah/iDfieri ltau rcnovesi
Fcrangfat Nuldir

Dok basil rsciu 0,++0 Pt{ Utrme

c. Pcnlrcl,enggpraan Kcsclanatan Nuklir l. Peorntar.un deo pcUfrron bdrotu rrdirri
pcrronil, doa'eh tcrla, fndnrnnn dro lcachrtrn hcrJe

r. Srt l(ccr4ra 0,rr0 PilFertanr

b. &ufen eco3clotrm trdu.trn rtdid
ooll/drcrrh bcrJr/ttnCf.ryrn/ b*loda
bcbrten trcrJe uupoc&f fdk Blhe

I^qlcao o,g2o PNFcttaoa

c
radb d pcmnil/durh hcrJr/
Ungtam*u/hre.tndn den h*betan Hr fii
protckdfriltBahe NuHfo

Laporan o,zn Pl{ lfirda

d" o Loordiard r"r,nh pcogblrE
ttro reded pcrm{dsah lqj./
pn/tcrdeoeteo &a b*betan Lcria etau
fidkBahmtfuldh

l.aporarr 0,33O PN Urdyr

g. ikr*8n revlu pcagdolaen bcelenataa rdio
onil/deceh tcrja/ndongan/ hecclenenro
kesehatan Ha eteu Fotdd firdk Behe

Dokh$il rcviq o,440 Pt{ Utaml
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ilo I'NSUR SUB ITNSTIR I(DGIATAIf ISATUAIT HASIL
(sETrlPf

AJTGIIA
KREDIT

PEIANSAITA

lr zl (3t (41 (sf (61 t7l
c. Pcnguji Dolctor srt Ketaangan lr5 PN Utama

2. Pasca Sarjana (S2i, pcronng *bagat
a. lPembimbine uta.aas-_ Tesit 3 PN Med;re & PN Utnrrrr
b. Pcmbimbing f€ndamping Tesis 2 Pt{ Muda a-d. PN tft+r-o
c- Pengrji Pasca.Sarjana SrL Kctcmngan I PN Med1ra& PN Utane

3. Sarjana (S l),/Diploaa lv/Diplooa III, per omng
a. Pcmbimbing utane Sltriprd/ nryet 2 Pll Muda rd- Pt{ Utama
b. Pertbimbing pcodo''rfin* Slaipsi/ Tutat I Scoualnjang
c. Pengrrji ff" lftteraagan 0,5 PNMudaed. PN Utane

i dcngan aslinya
AN I'NNRI}
ikasi <ian informasi Publik,

RYATMAN

MITNTI'RI
IT}NDAYAGUNA/\N N'ARATUR NEGAITA

DAN RI.]IIORMASI IIIROKIU\SI REI'UBI,IK INDONI.:SIA,

ttd.

MWAR ABUBN(NIT



Kcpala

t["fPrn/trm
PERATI'RIIi |IEI|IERI PEf,DAYAGU A.II{ APANATIUR IIEGARA
DAII FaFoRr[asI ErRoxnesr nrp,usr,u< ffDorgsri -----
ffi?$ot"ffifff-d"c{rrorurr, p'.alrara nr'x"'R
DA.II ATCKA IREITIf,TA

JI''.LA' rXGrA BREDTT *U'N'IATIF PILtf,G Rrf,DAiI U,,Tgr FEICA,.Q{ATA'
DAI{ xEtfAtxAtl .tAaATAt/Plxcrar PRAnara rfttr(LR TrncrAT fERtrFtL DErod pEDrDtf,rlt alTA/Dtptr[ta r

ai dcngan aslinya
AN I'ANRI] MENTI'RI

I'I}NDAYN GITNfu\N AI'ARATUR NI,GARA
DAN R IiI.'O TTMASI I]I ROKRASI RI}PUBI,I K IND O NESIA,

ttd.

M,WAIT AI]UIJNKNR

ikasi dan Informasi Publik,

RYATMAN

ro uttSuR PERSEITTASE

.TENJAITC JABATAN/q'H'TCAf, RUAIIO DAIT AIYGKA MEDIT
PET"AIGAT'. PEIATTIE,A'trA l.rr.NrrAr PEITELIA

IIlc nla III/r m/b III/c . trr/d
I UNSUR I.'TAMA

A. Pendidlkan

!. Penddihn sekolah 25 25 25 2s 25 25

B.

c.

D.

2. Pendiclrkan dan pelatihan

Pemanfaatan Iptek Nuklir

Pengelolaan Perang!<at Nuklir

Pengembangan profesi

f, 8Oo/o 23 44 60 100 140 22Q
| 20o/o 5.6 8,9 t2 20 28 1 44

-]2 UNSUR PEI.IUNJANG

Penunjang tugas Pranata Nuklir s 2Oo/o 7 l1 I ) 2l 35 55
JUMLAH 100% 60 80 100 150 200 300



5""1:S

LAIIPIRII| IV
pERlI!!!4I{_lqlrERr pEnDAyacolra.a tpARArrrR rfEcARAi$lffiffi ffi* nrporr.r nsoornse
rErrllfc.raEAI/Ut rtnrosroxrr, rnrtare rurc,rn
DAX /tI|OIiA B:IEDITr"A

.,UIILAII AXGIIA XREDN' KUIIUITTrF Plt,tr(} REM,Af, UrtUN PENGATGTATATDAX XElrArxitf Jralrrx/percxet pnerere nur'n ro,ori^t rinn.,r, DEXOAT' p'rDD,,iar Drpt,,xa n

y_a9"ng"n aslinya MITNTDRI
PIINDAYTiG I,r NAitN AITARATUR NDGARA

DAN RI'ITORMASI IIIROKITASI REPUBI.IK INDONESIA

trd.

AZWAR ABUI3AKI\iT

PANRT]
ikasi dan Informasi publik,

Kepala.It@
.:- *,r<
,l'o
2
4
),

tt'-"t't;

tfo l-I uNsuR PERSENTASE
JETAIIC JAAATAtt/coIotfcAlf RU

PEI.AI(SANA

-

I PEI.AI(SAIIAI.ArIJI'TATI PIIIYI9IJA

I

l

IIlc WA frlr' rn/b frlc mlaUNSUR UTAIvIA

A. Pecdidikan

l. Pendidilcan sekolah 40 40 40 40 40 402. Pendidikzur daa pel,atihan

B. Pemanfaa.tan lptek Nuklir
C. Pengelolaan perangkat Nuklir

D. Pengenbar:gan profesi

> 80oA > 20Vo 16 32 88 t28 2C8
312 614 48 916 17,6 25,6 41,6

2 UNSUR PENUNJANG

Penunjang tugas praurata Nuklir s 2oo/o 4 8 t2 22 32 s2JUMLAH l00o/o 60 BO loo r50 2@ 300

URYATMAN



Kepala

r.anprRlln v
PENAfiR/T UEITEIRI PEf,DAYAGT,T/UT ATARTf,TT,R XTGARA
DAIT RETIORIIASI BIROf,RAAT REPI,ALIT TXDOITESIA
rolioR 2 TArrulf 2014
TETTAICC JAAA?AI FUIICSIO]f,TL PRTIIATA rUXltR
DAIi ATGKA TREDITT{YA

' rrvln'.As Arcxa o"DIf f,uuuraa' prurc nEiDA! otror ]E CA'CKATATDAX AEI{ATA! JTTATAI|/PNCXAT PRfiIATA |rUT&lR TTISCEAT TEnjlXTIL OrrOErr PrWOrONrrr OTZOUE It/SAR.,rtrA X!,DA

ai_dcngan aslinya
MENTI'RI

PI}N DAYAGUNMN APARATI.'R NI,GN RADAN RIII"OI?MASI'rROKnASt ntipulrux tn noruusn,
ttd.

AZWAIT AI]UT]AI(dI

AN I'NNI?I]
ikasi dan Informasi I)ublik,

unsuR

1 IUNSUR LJTATdA

JEltJAf,c irAaaTAlt/GotnltcArv F-uAIfc orr ercu KRTDIT
PEL/lf,sANA I,AIYJITTAIT

2. Pendidikan dan peiatihan

B. Pemanfaatan lptek Nuklir

C. Pengelolaan Perangkat Nuklir

D. Pengernbangan profesi

UNSUR PEI\UNJANG

Penunjang tugas hanata Nuklir

JUMLAH

RYA'TMAN



Kepala

I,AMPIR/I VI
PERATURAII MEI{TERI PEIIDAYAOIN%AN IPARAII'R ITDCAN,

DflI nIF{'RUAAI ETROBRAAI REPI'BUT l|tIx)I{ESIA
t(oltoR2ttgtI|2014
IENTIi(I JABATTT TInICSK'TAL PRIIIATA TOALIR
DIIT IIIGTA f,REDITTYA

JI'UTAI| AI{GKA KREDI TUUULATF PTI,IfiC REXT'AE U T1OK PEtrIGAI|GI(ATIII
DAll XELATX.AI JAAATA!|/PAr{GrAT PRA!{ATA trUXttR TtitfOK/lT AItLt DEIOAI{ IEI{DIDITAX OAR.'ATA ISU/ DtPtOfA IV

ai dengan aslinya MITNTF)RI
PENI,IAYAGUNAAN APAR/\I.UR NEGAR/\

DAN RI}}'O RMASI IIIROKIIASI REI'UBIJK INDONESIA

ttd.

AZWAR ATsUIJAIGIT

AN PANRIJ
ikasi dan Informasi Publik,

r{o ulfsuR PERSEIITASE

JEruAfiC JABATAf,/COIOTCAI RUAIO DArf ArcKA TREDTT

PERTAMA l[T'DA IIAI'YA TITAUA
TIUI nr/b l- tuil tTtr/{ 

_l
Etlr

'!tIb
l- w/" rtfld

'I'IGI UNSUR I.'TAMA

A. Pendidikan

1. Pcndidikan sekolah 100 100 100 lo0 100 lo0 r00 100 100

B.

e.

D.

2. Pendidikari,ian pelatihaii

Pemanfaatan lptek Nuklir

Pengelolaan Perangkat Nuklir

Pengembangan profesi

z 80% 0 40 80 r60 240 s50 480 600 7fi.>20o/o 0 I 16 32 48 72 96 L20 152

2 I,'NSUR PENUNJANG

Peounjang hrgas Pranata Nuklir 3 2Qo/o o 10 20 4C 60 90 t20 150 190

JUMLAH 100% 100 150 200 300 400 550 700 850 1050

s*=*)t ii'[e:'1* 
Yrn

\**]
RYATMAN



! Kepala,'
t;

t

1

,-\ .}
;q
!- .1
e

,L

\,t t{

I"A.MPIRTX VN

PERAIT'RN IENTERI PFTDAYAGOXTfi IP/TRAII'R f,EGIRA
DAT REF'ORXASI BIROT|RASI REPI'DLIr II{DOTESIA
noH{rR 2 trsuf, 2014
TEIITAI{G JTIATAT TUICS'IONTL PRIIIATA IT|'SXIR
DAI{ .IITCTA trPIDTIIT'A

J TO.AE AIGEA XNDIT rl'liul.rrrF FAI.IIIO REIIDAS UtrTl,r PEIlOAllO&AtAIl
DAN I@TATA.r JIAATAI{/PANCKAT PRAI{AIA TBKIN, flXOTAT ArU DEIOAI rEf,DtDrETr XAG:STER. IgU

dengan aslinya
MENTERI

PENDAYAGI.INAAN APATIATUTI NDGARN
DAN REFORMASI BIROKI./*SI nppUnLIK INDONESTA,

ttd.

AZWAR ABUBAKAII

AN PANRI.}
ikasi dan Informasi Publik,

r-{a'r

l*f'
UIYSUR

LTNSUR tnAlvlA

A. Pendidilcrn

l. Pendidikan sekolah

l"'*',r; 'ETJAI(G 
JAI raT^r(/cou)t GAr RUAfic D.ri[ AI(GP-A tnEDIT

'DA
IAI}YAPERTA}IA xt

UTAIiAmh III/c

--

I wtr
l-_

trllr, rv/b IVr'c rv/d nr/e

i50 150 150 150 150 rso !50 150
2. Pendidiken dan pelatihan

B. Pemanfaatan lptek Nuklir

C. Pengelolaan Perangkat Nukfir

D. Pengembangari prefesi

r 80% o 40 120 200 320 +40 560 720i_l 8 21 40 & 88 rt2 144

2 UNSUR PENUNJANG

Penunjang tugas Pranata Nutdir s 2Qo/o o !0 30 50 80 110 t40 180
J U M LA H 100% 150 200 300 400 550 700 850 lo50

RYATMAN



I,AMPIRII|Vl|l
PERATI'RAIT IIEIItERI PEIIDAYAGI'III^.II .II,PARITTI'R I{EGAR./I
DAT NEFORTAAI BIROI{R.A6I REPT'BLIT ffDOTESlA
rouoR2 sull 2014

TEI{TATG JABATIII FI'I|CSTO!|AL PRATATA ICI'EI,IR
DAtf AIIGKA f,REDITNYA

JI'IIL/III AIICEA XP.EDIT I(UIIT'IAI T PALITIO RENIDAI' I'Xfl'T PETICII(GrAIAI
DAII XEt{AIrAn .IABATIiX/PAITGKAT PR.TNATA mrXLtR TII{CKAT llrl,t DEtfcAr PEIIDIDITAI DOBTOR ls:tl

uai dengan aslinya
AN PANRB MEN'T}:RI

I'I'NDAYAGU NAAN APAI?ATUR NEGAR/\
DAN RBITORMASI I}IRO ICTASI RBPUBI,IK INDONESI,A,

si dan Inforrrasf Publik,

ttd.

AZ,WAR ABUBnI(ftiI

NO UNSUR PERSENTAfIE DIttDrt IIATIYA T'TAIA
III/c mlil Frle rY/b T\TIC nrla fille

I UNSUR UTAMA

A. Pendidikan

i. Pendiciihan sekolah 200 200 zffi 200 200 200 200

tl.
c.

D.

2. Pendidikan dan pclatihan

Pemanfaatan lptck Nuklir

Pengeiolann Perangkat Nuklir

Pengembangan profesi

z 8004 0 80 160 280 400 520 680>2OVo o l6 32 56 80 10+ 136

2 UNSUR PENUNJANG

Penunjang tugas Pranata Nuklir s 20% 0 20 40 70 100 130 t70
JUMLAH r0trh 200 300 400 550 700 850 r050

URYATMAN



t
t

L/UTPIRAIT B
PERATT'RAIIT UEITTTERI PEI|DAYAGUITAAII APANAMR NPEARA
DAII REFORTASI BIROKRASI REPUB!,U( NTDONESIA
nouoR 2 TAErrn 2o^t4
rEI|TAfiG JABATAI{ FUNGSIOI{AI, PRAilATA NT'BLIR
DAI{ AIICKA IGTDITITYA

ANGKA ERTDIT KTJjtrTNATIT' UrffI'K EEITTESUAI.Afi ITIVPltS:UftT}'
DALAII JABATAII FUTGSIOilAL PRAilATA TUTLIR TINGTAT TERAUPIL

dengan aslinya
N I'NNIRI}

ikasi dan Informasi Publik,

MENTI'RI
IT}N I)nYn GUN/\A N A PAIIATUR NI,GnRn

DN N RI'IIORMNSI IJ IRO KIIASI RtrI'UBI,IK INDONDSIA,

ttd.

AZWAIT AI3UIJAI(AR

Ito GOL/ RUAr{c ulz,A'f.lsrm YANG
SETIilGKAT

AI(GKA XREDN DAIT IIASA EITPATGKATAT

< 1 TAIIT'II 1 TAETIIT 2 TAETIII 3 TAIII'N 4 TAsr'I]/
LEBIE

I rr/c Diploma III/Sa{ana Muda 60 65 70 75 79

2 illrl Diploma III/ Sarjana Muda 80 8s B9 94 99

3 III/a Diploma III/Sa{ana I'Iu.da 100 112 t23 134 t46
4 urlb Diploma UI / Sa-rjana Muda r50 163 t7+ 185 L97

5 ilI ,r" Diploma III/ Sarjana Muda 200 223 246 270 292

6 trr/d Diploma III/Sarjana Muda 300 300 300 300 300



tAMPIRA.{ X
PERATT'RAN MEITTERI PEIfDAYAGUNAAIT APARAfI'R TTEGARA

DAII REFOR}TA^ST BIROI(NASI REPUBLIK IITDOITESIA

NOMOR 2 TAIIT'T 2OI4
TENTANG JABATAIiI FT'IIGSIONAL PRAI{ATA TNIELIR
DAlf AIIGKA TREDITITTA

ANcr(A KREDIT K[IM['L/\TIF ITNTI'K PETfYESUAIAII {flrpAsstMi I
DAL/IU T'AAATAil FTINGSIONAL PRAIIATA I{UXLIR TIilGTAT AEIT

NO GOL.RUANG
AilOKA TREDTT DA'n f,ASA BEPAITGTATAN

r9/i.AAI\l D I I D IAIrtt .DA, t t[lt.illJ-l,l
< l TATII'I| 1t/lEln{ 2 TAElnT 3 taanr .O TAIIUil/

ttgBm
I lIIla Sarjanal D IV 100 l12 t24 r36 148

2 [rI/b Suiana/ D IV 150 162 174 185 tvr
Magistcr (S2l 150 166 tr7 188 199

3 III/c
Sarjana/ D IV 200 225 247 27r 294

Ugelt-r (Se! 2AO 226 249 273 296
Doltor fS3l 200 227 25r 275 298

4 urld
Sarjana/ D IV 300 325 345 368 39r
M_agistcr{{Q 300 326 347 370 393
Doktor (S3l 30c 327 351 372 395

5 N/a
Sarjana/ D IV 400 437 .168 stJ2 536
ltagister (S2l 400 438 47t 503 s39
Doktor (S3l 400 +40 474 50s g2

6 ^ iflb
Saria^ral D IV 550 58? 618 652 6tl6
Magistcr (S2l s50 s88 62r 655 689t

Doktor lS3l 550 590 624 6s8 6n

7 I\tlc
Sarjana/ D !V 700 737 768 702 736
Maeistcr (S2l 700 7# Ttl 705 739
Doktor {S3l 700 7Q Tt4 798 742

I N/d
Sarjana/ D Iv 850 897 938 . 960 994
Magistcr (Szf 850 E98 941 963 997
Doktor (S31 850 900 9++ 966 1000

9 I1fle
seriana/ D w lo50 i050 lo50 r050 lo50
Magistcr (S2l lo50 1050 ro50 1050 i'.)SO

Doktor (Sgl 1050 1oso ro50 1050 lo50
r.{ lUvne
:qMAst 4p.

MET,ITERI
PI}N DAYAGUN/V\N APAFATUR NEGARA

R TC i.'O RMN SI B IRO KIIASI REPUR I,IK INDO NES [A,
r.iXe$rwffi""tffi gan aslinya

PANRT]
si dan Informasi Publik,

vl*\tt ,-
ATMAN

trd.

AZWAIT ABUBAKAR

DAN

--------

Kepala

't_:




